
KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
TENTANG 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
 

1. Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 
1. Nomor Putusan : 066/PUU-II/2004 
2. Tanggal Putusan : 12 April 2005 
3. Undang-Undang yang diuji : Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang 
Kamar Dagang dan Industri 

4. Pemohon : Dr. Elias L. Tobing dan Dr. Rd.H. Naba Bunawan, M.M., 
M.B.A 

5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  

2. Menyatakan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

3. Menyatakan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;  

4. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 4 Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);  

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya 
6. Perubahan Setelah 

Putusan 
:  

 a. Norma Semula  Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah 
undang-undang yang diundangkan setelah perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 

 b. Diubah menjadi  Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
  Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 50 Undang-

undang tentang Mahkamah Konstitusi telah merugikan hak konstitusional Pemohon 
karena Pasal 50 undang-undang a quo menghalangi Pemohon untuk mendapatkan 
jaminan atas hak Pemohon 52 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 
1945, dan Pasal 50 undang-undang a quo, menurut Pemohon, telah menimbulkan tolok 
ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia karena tetap membiarkan berlakunya suatu 
undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, in casu Pasal 4 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1987, melanggar hak konstitusional Pemohon;  

 Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan lisan Pemerintah yang 
disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen Perundang-undangan dalam 
persidangan pada tanggal 22 Desember 2004 dan keterangan tertulis Menteri Hukum dan 
HAM bertanggal 12 Januari 2005 yang pada intinya menyatakan bahwa:  
a. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dimaksudkan untuk membatasi 

undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi 



dengan dasar bahwa undangundang dimaksud dibuat berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945 sebelum perubahan sehingga tidak dapat diuji berdasarkan UUD 1945 
setelah perubahan;  

b. Terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 hanya 
mungkin dilakukan legislative review oleh pembentuk undang-undang dan tidak 
melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi;  

c. Undang-undang dasar (konstitusi) suatu negara pada umumnya mengatur 
ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, sedangkan ketentuan-ketentuan yang 
lebih rinci dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, 
dan Pasal 50 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 yang menetapkan secara limitatif 
pengujian terhadap undang-undang merupakan kaidah atau norma yang harus 
dipatuhi oleh setiap orang dan lembaga;  

 Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 
004/PUU-I/2003 yang berkait dengan pengujian terhadap Undang- 53 undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya 
mengenai keberadaan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam Perkara tersebut Pemohon tidak 
mempermasalahkan keberadaan Pasal 50 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003, namun 
Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan guna menetapkan apakah 
Mahkamah mempunyai kewenangan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon; 
Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 004/PUU-
I/2003 tersebut 6 (enam) Hakim Konstitusi menyatakan pendapatnya bahwa Pasal 50 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh 
karenanya harus dikesampingkan dan dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang 
untuk melakukan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945, sedangkan 3 (tiga) 
Hakim Konstitusi lainnya menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion); 

 Menimbang bahwa dalam memutuskan pokok perkara Nomor 066/PUUII/2004 dalam 
permohonan a quo masih tetap terdapat dua pendapat di kalangan Hakim Konstitusi 
terhadap konstitusionalitas Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.  

 Pendapat mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa:  
a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan, “Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar ……”, tanpa 
memuat batasan tentang pengundangan undang-undang yang diuji;  

b. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, “Pengangkatan dan pemberhentian 
hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi 
diatur dengan undang-undang“, tidaklah 54 dimaksudkan untuk membatasi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dengan jelas dinyatakan dalam ayat 
(1) Pasal 24C;  

c. Meskipun Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 termasuk dalam Bagian 
Kedelapan BAB V HUKUM ACARA, namun substansinya bukan semata-mata hukum 
acara tetapi menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur secara 
jelas dan limitatif oleh UUD 1945, sehingga undang-undang tidak dapat mengurangi 
atau menambahkan kewenangan tersebut. Seandainya memang dimaksudkan untuk 
membatasi kewenangan Mahkamah, maka pembatasan demikian harus 
dicantumkan di dalam undang-undang dasar sendiri dan bukan di dalam peraturan 
yang lebih rendah;  

d. Adanya ATURAN PERALIHAN Pasal I UUD 1945 yang berbunyi, “Segala peraturan 
perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru 



menurut Undang-Undang Dasar ini“, tidaklah dapat ditafsirkan membatasi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian secara materiil 
undang-undang terhadap UUD 1945;  

e. Adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pasti menimbulkan 
ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur ganda: 
pertama, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum 
Perubahan Pertama UUD 1945; dan kedua, yang diberlakukan terhadap undang-
undang yang diundangkan setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD 1945;  

f. Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 adalah 
undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan undangundang dasar dan tidak 
membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan undang-undang 
dasar. Untuk melaksanakan ayat (6) Pasal 24C UUD 1945 dimaksud, pembuat 
undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan hal yang terbaik dan 
dianggap tepat, namun tidak boleh mengubah hal-hal yang secara tegas telah 
ditentukan oleh undang-undang dasar. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2003 dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah 55 Konstitusi yang diberikan 
oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah 
diakui dan diterima secara universal; (g) Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah 
Konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan 
oleh undang-undang dasar. Mahkamah bukanlah organ undang-undang melainkan 
organ undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya 
adalah undang-undang dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-
undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas, wajib ditaati oleh siapapun dan 
lembaga apapun sebagai subyek dalam hukum nasional, segala peraturan 
perundang-undangan dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang 
tidak bertentangan dengan UUD 1945;  

 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keenam Hakim Konstitusi 
berpendapat bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) sehingga permohonan 
Pemohon, sepanjang menyangkut Pasal 50 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, harus dikabulkan; 

8. QR Code Putusan MK :  - 
 

2. Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 
1. Nomor Putusan : 48/PUU-IX/2011 
2. Tanggal Putusan : 18 Oktober 2011 
3. Undang-Undang yang diuji : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah 
dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan 
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 teng Narkotika 
Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

4. Pemohon : Fauzan 
5. Amar Putusan :  
 Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi Pemohon; 
Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 



2. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 
6. Perubahan Setelah 

Putusan 
:  

 c. Norma Semula  1. Pasal 45A : Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh 
memuat amar putusan yang tidak diminta oleh 
pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali 
terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok 
Permohonan 

2. Pasal 57 ayat (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak 
memuat: 
a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2); 
b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan 
c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari 

undang-undang yang dinyatakan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

 d. Diubah menjadi  1. Pasal 45A (dihapus) 
2. Pasal 57 ayat (2a) (dihapus) 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
 [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah untuk 

menguji Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU 
Narkotika) dan Pasal 45A serta Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD 1945); 
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 
kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan 
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 
Kewenangan Mahkamah 
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UUD 1945; 
[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 
127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan Pasal 45A serta Pasal 57 ayat (2) UU 8/2011 terhadap 
UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah 
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang 
dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah 
mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh 
UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan sama); 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 
dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara; 
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus 
menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; 
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian; 

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, 
bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya, berpendirian bahwa 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) 
UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 
1945; 

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan 
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian 
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 

[3.7] bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan[3.6] di atas, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal 
standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: 
[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga 
negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: 
Pasal 1 ayat (3) 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”; 
Pasal 28D ayat (1) 



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 
Pasal 28G ayat (1) 
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi”; 
Pasal 28G ayat (2) 
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat 
martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”; 
Pasal 28H ayat (1) 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; 
Pasal 28H ayat (2) 
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan”; 
Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 112 ayat (1) 
dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika akan ditentukan oleh putusan 
Mahkamah dalam pemeriksaan permohonan pengujian Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) UU 
8/2011; 
[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Pemohon 
dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi 
syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan 
memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan 
hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan; 
Pokok Permohonan 
Pendapat Mahkamah 
Dalam Provisi 
[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan 
provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi 
menerbitkan putusan provisi yang memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur 
atau Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghentikan, atau 
setidak-tidaknya menunda proses peradilan dalam tingkat banding atau kasasi yang 
melibatkan Pemohon sebagai terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 
1174/Pid.B/2011/PN.SBY, menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi a quo tidak 
tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok 
permohonan a quo dengan beberapa alasan: 
(i) dalam pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji 
norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti memberitahukan kepada Pengadilan 
Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghentikan atau 
menunda proses peradilan dalam tingkat banding atau kasasi; 
(ii) putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (judicial 
review) bersifat erga omnes; 
(iii) putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta 
Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang 
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang; 
Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan provisi Pemohon tidak 
beralasan menurut hukum; 



[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, 
keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, serta bukti-bukti 
surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, 
sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 
[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 112 
ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, Mahkamah akan terlebih dahulu 
mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 
yaitu sebagai berikut; 
i. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 bertentangan 
dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberi pertimbangan 
sebagai berikut: 
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah yang antara 
lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji Undang-Undang terhadap UUD. 
Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji baik formil maupun materil dari 
suatu Undang-Undang. Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam 
perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah untuk mempertahankan hak 
dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya 
suatu Undang-Undang yang berlaku umum (erga omnes). Oleh karena itu apabila 
kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada 
permohonan atau petitum yang diajukan. Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan 
Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal saja, akan tetapi apabila dengan 
dinyatakannya pasal tertentu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, dan pasal tersebut adalah pasal inti dari UndangUndang maka pasal lain dalam 
Undang-Undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diperlakukan lagi. 
Undang-Undang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. Hal itu merupakan aturan hukum acara dan 
praktik yang lazim diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Misalnya, Pasal 
45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) menentukan,”The 
Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision 
of the statute is unconstitutional: Provided, that if it is deemed that the whole provisions of 
the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested 
provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute”. Artinya, 
Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional tidaknya satu Undang-Undang atau suatu 
ketentuan dari Undang-Undang tidak hanya terhadap ketentuan yang dimohonkan 
pengujian. 
Dalam hal seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak 
dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya pasal yang 
dimohonkan, maka putusan 
tentang inkonstitusionaitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undangundang tersebut. 
Dalam praktik, beberapa putusan Mahkamah pernah menyatakan Undang-Undang tersebut 
bertentangan dengan UUD 1945, 
meskipun pemohon dalam permohonannya tidak meminta seluruh UndangUndang 
dibatalkan, namun berdasarkan prinsip ex aequo et bono, hakim dapat menjatuhkan putusan 
yang adil dan patut menurut hukum; 
Ketentuan yang memuat larangan bagi Hakim untuk mengabulkan di luar atau lebih dari 
permohonan Pemohon, dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu dalam Pasal 178 ayat (2) 
dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg. Hal tersebut sangat mudah 
dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan satu hak yang 
bersifat keperdataan yang dimiliki orang-perorangan, terletak pada kehendak atau 



pertimbangan orang-perorang tersebut. Permintaannya tidak dapat dilampaui, karena ada 
kalanya mengabulkan melebihi apa yang diminta, justru merugikan kepentingan yang 
bersangkutan. Karakter hukum acara perdata yang demikian adalah untuk mempertahankan 
kepentingan individu, yang hanya digerakkan oleh permohonan atau gugatan penggugat. 
Oleh karena itu, kekuatan mengikat 
dan akibat hukum putusan hakim demikian hanya mengikat para pihak dalam perkara 
tersebut atau disebut mengikat inter-partes. Namun, dalam perkembangannya, beberapa 
putusan Mahkamah Agung, tidak memberlakukan secara mutlak dengan alasan 
pertimbangan keadilan dan kepantasan; 
Sangkaan bahwa Mahkamah melakukan abuse of power dengan putusan yang dianggap ultra 
petita, disebabkan kesalahpahaman mengenai fungsi pengujian Undang-Undang (judicial 
review). Peristiwa pertama lahirnya Lembaga constitutional review adalah di Mahkamah 
Agung Federal Amerika Serikat tahun 1803 dalam perkara Marbury vs Madison, yang dalam 
putusannya Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat justru jauh melebihi dari yang 
dimohon (ultra petita). Bahkan secara keseluruhan tidak menyangkut hal yang dimohon oleh 
penggugat, dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, 
hakim tidak boleh diikat sekadar pada kotak permohonan Pemohon yang didasarkan pada 
motivasi kepentingan pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan 
hakim melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar 
kepentingan pribadi yang bersifat individual; 
Salah satu tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review 
adalah membenahi hukum. Untuk maksud tersebut, hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 
guna pembentukan hukum baru, melalui putusan-putusan Mahkamah, untuk menjaga agar 
tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 45A UU 8/2011 
bertentangan dengan UUD 1945; 
Bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011, Mahkamah 
memberikan pertimbangan sebagai berikut: 
Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan 
tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam 
rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-
Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya 
Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum 
sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, 
proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak 
dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim 
konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat; 
ii. Menimbang bahwa dengan dinyatakannya Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 
bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan 
permohonan a quo, maka pemeriksaan terhadap pengujian UU Narkotika sebagaimana 
dimohonkan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut: 
- Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyatakan, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan 
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan 
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)”; 
- Pemohon mendalilkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1) dan 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 apabila frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” 



pada pasal a quo tidak dimaknai dengan “memiliki, menyimpan, menguasai dengan tujuan 
untuk diedarkan atau digunakan orang lain”; 
- Bahwa kewenangan Mahkamah dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar termasuk memberikan tafsiran konstitusional atas berlakunya ketentuan 
Undang-Undang. Dalam upaya memberikan tafsiran agar sesuai dengan konstitusi, 
Mahkamah pada putusan-putusan terdahulu beberapa kali membuat terobosan dengan 
memberikan persyaratan terhadap pasal yang diujikan (conditionally constitutional), 
sebagaimana diajukan pula oleh Pemohon dalam perkara a quo. Seiring dengan adanya 
perubahan UU MK, pembentuk UndangUndang mengatur bahwa putusan Mahkamah tidak 
boleh memuat amar selain yang telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011. 
Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut di atas; 
- Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur tentang sanksi bagi penyalah guna atau 
pecandu narkotika yang menurut Pemohon seharusnya tidak dikategorikan sebagai pelaku 
tindak pidana. Menurut Mahkamah, hal demikian harus dilihat dari cara pandang suatu 
bangsa terhadap penggunaan narkotika. Dengan demikian, tata cara pengaturan penggunaan 
narkotika oleh pembentuk Undang-Undang diselaraskan dengan tradisi, kebudayaan dan 
filosofi dari suatu bangsa. Bagi negaranegara yang mengutamakan kebebasan individual, 
seperti negara-negara Eropa, maka pengaturan mengenai peredaran narkotika diatur secara 
rinci dalam hal penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi. Artinya, kepemilikan dan 
penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi adalah 
tidak melawan hukum dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang. 
Bagi bangsa Indonesia, penggunaan narkotika meskipun untuk konsumsi yang bersifat 
pribadi, termasuk pelanggaran hukum atau 
penggunaan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum. Ada keterkaitan erat antara 
penggunaan narkotika dengan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Apabila narkotika 
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan 
akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dan membahayakan kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara (vide Penjelasan Umum UU Narkotika). Oleh karena itu, 
pembentuk Undang-Undang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana terhadap 
penyalahgunaan narkotika. 
Selain itu, narkotika termasuk zat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau 
tidak sadar dan bahkan akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan yang pada 
gilirannya akan mengurangi produktivitas kerja, merusak kesehatan, dan moral, sehingga hal 
tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat Indonesia yang berKetuhanan 
Yang Maha Esa; 
- Bahwa pembentuk Undang-Undang membuat definisi “penyalah guna” yang diatur pada 
Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yaitu “… orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau 
melawan hukum”. Dengan demikian, secara tegas terbaca dari pengertian “penyalah guna” 
bahwa 
seorang penyalah guna narkotika adalah pelaku tindak pidana karena menggunakan 
narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum; 
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan pasal a quo dapat dimanfaatkan sebagai 
dalih untuk melakukan rekayasa kepemilikan narkotika merupakan ekses dari penerapan 
norma. Hal ini tidak terkait dengan konstitusionalitas norma yang diuji. Pembentuk Undang-
Undang telah merumuskan delik pada pasal a quo dengan memuat frasa “tanpa hak atau 
melawan hukum” yang harus dapat dibuktikan di muka pengadilan atas kepemilikan, 
menyimpan atau menguasai narkotika. Dengan demikian, jaksa penuntut umum harus dapat 
membuktikan bahwa terdakwa memiliki menyimpan atau menguasai narkotika dengan tanpa 
hak atau melawan hukum. Begitu pula sebaliknya, apabila terdakwa merasa sebagai korban 
rekayasa atas kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkotika secara tanpa hak dan 
melawan hukum, ia harus membuktikan secara meyakinkan kepada hakim bahwa dirinya 



tidak bersalah. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah 
dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; 
- Bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika menyatakan, “Setiap Penyalah Guna 
Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun”. Pasal 127 ayat (1) huruf a mengatur tentang sanksi pidana maksimal yang 
bisa dijatuhkan oleh majelis hakim dan hanya mengatur tentang batas pidana maksimal, 
sehingga hakim, karena jabatannya, dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan fakta yang 
terbukti di persidangan. Bahkan apabila menurut hakim, terdakwa 
tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, hakim harus membebaskannya. Bukan 
saja menjatuhkan sanksi secara minimal. Kriteria penjatuhan sanksi pidana wajib 
memperhatikan ketentuan tentang rehabilitasi [vide Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika]. 
Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang memberi keleluasaan kepada hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana kepada penyalah guna narkotika termasuk perintah untuk 
menjalani rehabilitasi jika terbukti bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan 
narkotika. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara sanksi pidana dengan ketentuan 
tentang rehabilitasi; 
- Ketentuan sanksi pidana dan rehabilitasi adalah ketentuan yang bersifat komplementer 
(saling melengkapi) dan bukan substitusional (pengganti). Dalil Pemohon yang menyatakan 
bahwa pasal a quo harus dimaknai dengan “dihukum rehabilitasi” justru akan menciptakan 
ketidakpastian hukum karena memaknai penjatuhan pidana sama dengan menjalani 
rehabilitasi. Dalam konteks UU Narkotika, rehabilitasi bukanlah termasuk dalam jenis pidana. 
Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon 
tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; 
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut 
Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 
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3. Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 
1. Nomor Putusan : 49/PUU-IX/2011 
2. Tanggal Putusan : 18 Oktober 2011 
3. Undang-Undang yang diuji : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi 

4. Pemohon : 1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.  
2. Prof.Dr. Yuliandri, S.H., M.H.,  
3. Prof.Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.H.  
4. Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H  
5. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM.  
6. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H  
7. Feri Amsari, S.H., M.H. 

5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

2. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang 
frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) 
huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 
ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 



3. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang 
frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) 
huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 
ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima; 

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 
6. Perubahan Setelah 

Putusan 
:  

 a. Norma Semula  1. Pasal 4 ayat (4f) MK: “Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali 
Rapat Pemilihan;”  

2. Pasal 4 ayat (4g) UU MK: ”Calon yang memperoleh 
suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua 
Mahkamah Konstitusi;”  

3. Pasal 4 ayat (4h) UU MK: “Calon yang memperoleh 
suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi;” 

4. Pasal 10 ayat (1) UU MK: Putusan Mahkamah Konstitusi 
bersifat final, yakni putusan Mahkamah konstitusi 
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat 
ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula 
kekuatan hukum mengikat (final and binding). ayat (2): 
Yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah 
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam 
Keputusan paripurna sesuai dengan Undang-Undang 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib. ayat (3): 
Cukup jelas.” 

5. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang a quo 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Untuk dapat 
diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
seorang calon harus memenuhi syarat: berusia paling 
rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 
65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan”; 



6. Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK menyatakan sebagai 
berikut, “mempunyai pengalaman kerja di bidang 
hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau 
pernah menjadi pejabat negara” 

7. Pasal 26 ayat (5) selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: “Hakim konstitusi yang menggantikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa 
jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.” 

8. Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Untuk 
menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 
yang keanggotannya terdiri dari: 
a. ... 
b. ... 
c. 1 (satu) orang dari unsur DPR yang menangani 

bidang legislasi; 
d. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang hukum; dan 
e. 1 (satu) orang hakim agung.” 

9. Pasal 50A UU MK selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-
undang terhadap UndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menggunakan 
undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan 
hukum 

10. Pasal 51A ayat (3) UU MK disebutkan: “Dalam hal 
permohonan pengujian berupa permohonan pengujian 
formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tata cara 
pembentukan peraturan perundang-undangan.” 

11. Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang a quo selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut: (2a) Putusan Mahkamah 
Konstitusi tidak memuat: a. amar selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. perintah kepada 
pembuat undang-undang; dan c. rumusan norma 
sebagai pengganti norma dari undang-undang yang 
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

12. Pasal 59 ayat (2) UU MK selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: “Jika diperlukan perubahan terhadap Undang-
Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera 
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
peraturan perundangundangan.” 

13. Pasal 87 UU MK berbunyi sebagai berikut: “Pada saat 
Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi 
yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua 



atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan 
masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi; dan b. hakim konstitusi yang saat 
ini menjabat tetap menjabat sampai dengan 
diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

 b. Diubah menjadi  1. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) dihapus 
2. Pasal 15 ayat (2) huruf h diubah menjadi mempunyai 

pengalaman kerja di bidang hokum paling sedikit 15 
(lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang 
berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang 
menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim 
agung.  

3. Pasal 26 ayat (5) dihapus 
4. Pasal 27A ayat (2) huruf c diubah menjadi “1 (satu) 

orang akademisi yang berlatar belakang di bidang 
hukum”  

5. Pasal 27A ayat (2) huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat 
(4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus 

6. Pasal 50A dihapus 
7. Pasal 59 ayat (2) dihapus 
8. Pasal 87 diubah menjadi:  

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai 

Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa 
jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan 
undang-undang ini;  

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat 
Undang-Undang ini diundangkan dianggap 
memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 
mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh 
puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya 
tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 

Selain dengan adanya perubahan dengan UU Nomor 7 
Tahun 2020, terdapat pula putusan MK terkait dengan 
usia pensiun dan masa jabatan hakim konsitusi yaitu: 

 Putusan MK 81/PUU-XXI/2023: 
Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa revisi 
masa jabatan dan syarat usia minimal tidak dapat 
dikenakan untuk hakim yang tengah menjabat.  

 Putusan MK 96/PUU-XVIII/2020: 
Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan yang 
mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 5 
tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 
jabatan berikutnya, tidak bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 

7. Pertimbangan Mahkamah :  



  [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah 
untuk menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 
15 ayat (2) huruf d dan huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat 
negara”; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; 
Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD 1945); 

 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. 
kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 
dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut, 
Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah  

 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5226) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945;  

 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas 
Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h 
sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A 
ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan 
Pasal 87 UU 8/2011 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus permohonan a quo  

 [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus permohonan a quo, akan tetapi untuk menghilangkan adanya 
keragu-raguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi 
dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu 
Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut: a. bahwa keberadaan Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap 
persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan 
yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem 
ketatanegaraan dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan 
Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin dalam 
ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan bagian dari 
penjabaran Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. b. bahwa sebagai negara 
yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, 
Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-
ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya 
konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai 



lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan 
fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir 
undangundang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran 
itulah seluruh kewenangan Mahkamah diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis 
dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; c. bahwa Mahkamah memahami adanya 
keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh 
para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut 
Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan 
tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait 
dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus 
mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang 
bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili 
permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai 
hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, 
bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan 
perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili 
permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan 
untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian 
bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses 
peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang 
menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang 
tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya 
mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan 
imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 
menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, 
menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 
24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap 
memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai 
dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, 
imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi; Kedudukan Hukum (Legal 
Standing) Pemohon  

 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, 
yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 
adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang 
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. 
perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. 
lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap 
UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya 
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian 
hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan 
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

 [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, 
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 



dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak 
dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional 
tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak 
lagi terjadi; 

 [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara 
yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas 
dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan 
merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang 
terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;  

 [3.9] Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan 
hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan 
permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (2003-
2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 
003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-
Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, 
dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan 
permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 
1945”, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang 
a quo;  

 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan 
memutus permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 
standing), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok 
Pemohonan Pendapat Mahkamah  

 [3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para 
Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, 
serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat 
pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Terhadap dalil 
para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011 bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan 
sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan lembaga negara 
merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, namun hal 
tersebut dapat menjadi isu konstitusionalitas jika aturan mengenai pemilihan pimpinan 
lembaga negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik kelembagaan, yaitu tidak 
dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan 
menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara a quo yang pada akhirnya 
menimbulkan kerugian konstitusional warga negara; Bahwa secara umum norma Pasal 4 
UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi, susunan Mahkamah 
Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat (4f), 
ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi 
yang jika dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala dikemudian hari ketika 
terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah Konstitusi 
tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua 
dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena menurut ketentuan pasal a quo ketua 



dan wakil ketua dipilih dalam “satu kali rapat dan satu paket”. Di samping itu, pasal a quo 
jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (dead lock), yaitu 
kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal a quo 
berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi 
yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja Mahkamah 
Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam rangka memberikan 
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; Bahwa sistem pemilihan pimpinan 
Mahkamah Konstitusi menurut pasal a quo yang menganut prinsip “satu kali rapat dan 
satu paket” telah mengenyampingkan prinsip-prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak 
terpenuhinya asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan, seperti bila 
ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk 
menduduki jabatan wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara), maka pemilihan 
harus diulang untuk sekaligus memilih pimpinan lagi, padahal calon ketua telah 
memperoleh suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara atau 8:1 suara. Hal ini 
berpengaruh pula pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan 
Mahkamah Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap 
kinerja Mahkamah. Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan DPR dalam 
persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada 
Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 
Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi”. Menurut 
Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang 
menyimpang atau bertentangan dengan materi Undang-Undang yang sudah jelas 
sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4 ayat 
(4f) Undang-Undang a quo yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan 
wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan; Bahwa oleh karena pasal a 
quo dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja Mahkamah, sehingga 
merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Terhadap dalil para 
Pemohon bahwa Pasal 10 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 22A 
UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-
undang diatur dengan undang-undang”. Pasal tersebut kemudian dijabarkan dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Yang dimaksud Batang Tubuh dan 
Penjelasan di dalam Lampiran II Huruf C, Angka 61 adalah sebagai berikut bahwa batang 
tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan 
perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, dan Huruf E 
Penjelasan, Angka 176 menjelaskan bahwa penjelasan berfungsi sebagai 68 tafsir resmi 
oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang 
tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat 
atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. 
Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh 
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Menurut 
Mahkamah, ketentuan Pasal 10 UU 8/2011, mengandung kekeliruan atau kesalahan 
legislasi, seharusnya perubahan penjelasan tersebut termuat dalam bagian Penjelasan 
bukan dalam batang tubuh dari Undang-Undang. Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam 
ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan itu 
sendiri, apakah Pasal 10 UU 8/2011 harus dimaknai sebagai batang tubuh atau 
penjelasan? Yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang adalah mengubah 



Penjelasan Pasal 10, tetapi dalam kenyataan UU 8/2011 justru penjelasan tersebut 
menjadi Pasal 10 dalam batang tubuh. Akibatnya dalam UU MK terdapat dua Pasal 10, 
yaitu Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap 
berlaku karena tidak dinyatakan dicabut dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi yang mengatur putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan 
mengikat. Oleh karena Pasal 10 UU 8/2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum 
maka menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 3. Terhadap 
dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah 
memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur 
dan menentukan syaratsyaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif 
memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan 
yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskrimintatif. Dalam kaitan dengan 
kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria 
yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. 69 Artinya, UUD 
1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, 
Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan 
putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah 
mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak 
menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan 
aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal 
policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya 
merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak 
dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon 
tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum; 4. Terhadap 
dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 
15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat 
(3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai 
berikut: Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h 
UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak 
memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin 
menjadi hakim konstitusi, karena frasa a quo dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu 
mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan 
pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai 
pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah 
menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan kumulatif maka harus 
memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi 
syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal a quo ditafsirkan 
alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan 
pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi 
hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas 
dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) 70 UUD 1945. Frasa 
“dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 
juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi 
pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak 
orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi 



hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum 
yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut 
hukum; 5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai 
berikut: Bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menyatakan “Hakim konstitusi yang 
menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim 
konstitusi yang digantikannya.” Norma Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menimbulkan 
ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi karena hanya 
melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Apabila pasal 
tersebut diterapkan akan bertentangan dengan Pasal 22 UU MK (UU 24/2003) yang 
secara tegas dan jelas menyatakan “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun 
dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, sehingga 
terjadi pertentangan internal (contradictio in terminis). Menurut Mahkamah, 
penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR 
dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi 
yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan 
sisa dari anggota yang digantikannya. Adapun calon hakim konstitusi melalui proses 
seleksi oleh masingmasing lembaga yang mengajukannya. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 22 UU MK tidak 
dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun 
bagi hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum masa 
jabatannya berakhir. Mempersempit makna Pasal 22 UU MK dengan tidak 
memberlakukannya bagi hakim konstitusi pengganti untuk menjabat selama lima 71 
tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi; 
Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara independen yang oleh UUD 1945 
diberi tugas dan wewenang sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk 
melakukan tugas dan wewenang tersebut, Mahkamah dituntut bekerja secara 
profesional, independen, dan berkesinambungan. Dengan adanya hakim konstitusi yang 
hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya tidak akan 
menjamin kesinambungan kinerja Mahkamah dalam melakukan tugas dan wewenangnya 
serta menimbulkan ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang mengganti. Selain itu, 
jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan negara yang lainnya karena adanya 
faktor konsistensi dan kesinambungan, terkait baik dengan proses maupun putusan-
putusan yang dihasilkan. Jika dihubungkan dengan penilaian konsistensi dari putusan 
yang dihasilkan maka masa jabatan lima tahun sebagai hakim konstitusi pun, sebenarnya 
masih dianggap kurang. Dengan adanya hakim yang menggantikan yang hanya 
melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya maka masa jabatan 
hakim konstitusi menjadi kurang dari lima tahun. Dengan demikian, yang menjadi 
pertimbangan untuk masa jabatan hakim konstitusi adalah adanya jaminan konsistensi 
dan kesinambungan dalam proses dan putusanputusan Mahkamah yang sangat 
terpengaruh oleh lamanya masa jabatan hakim konstitusi, terkait dengan pendapat 
hukum dan kemandirian hakim. Oleh sebab itu, akan lebih proporsional dan menjamin 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila masa 
jabatan hakim konstitusi yang menggantikan tetap lima tahun. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut hukum; 6. Terhadap 
dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah 
memberi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim 
badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi 
tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka 



waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang 72 
bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula [vide 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006]; 
Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga negara masingmasing 
tiga orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu masing-masing 
oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. 
Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama 
yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparsial serta bebas 
dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya. 
Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang hakim 
agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru 
mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian 
hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur DPR, unsur 
Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, 
Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang 
berperkara di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan unsur Komisi Yudisial, Mahkamah 
merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 
Agustus 2006, yang dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan, “... bahwa apabila 
ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan ‘original intent’ perumusan 
ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak 
berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari 
sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang 
mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur 
tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan 
mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk 
mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 
1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I 
Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc 
tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam 73 Pasal 
24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim 
konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya 
pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim 
menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan 
UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi 
pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis 
Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 
ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek 
pengawasan oleh KY...”. Dari pertimbangan hukum tersebut pendirian Mahkamah sudah 
jelas bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 
27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat 
(1) UUD 1945 beralasan menurut hukum. Oleh karena Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, 
dan huruf e UU 8/2011 saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 27A ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 8/2011 maka pasal a quo juga harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945; Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, 
dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan 
orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan 
kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan 
imparsialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman 
perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 



yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen 
dan tidak partisan; 7. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 50A UU 8/2011 
bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 74 Bahwa Indonesia telah menyatakan sebagai 
negara hukum yang demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas 
hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Salah satu syarat 
setiap negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy adalah 
prinsip konstitusionalisme (constitutionalism), antara lain yaitu prinsip yang 
menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu 
negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat 
mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-
benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi 
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau 
Undang-Undang Dasar (the guardian of the constitution) dan karena fungsinya itu 
Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (the ultimate 
interpreter of the constitution). Dalam kerangka pemikiran demikian maka seluruh 
kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana 
tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bersumber 
dan mendapatkan landasan konstitusionalnya. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah 
menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar. Dengan kewenangan yang 
diberikan tersebut Mahkamah dalam mengadili suatu Undang-Undang wajib menggali 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 
sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 
1945. Pelarangan terhadap Mahkamah untuk menggunakan Undang-Undang lain sebagai 
dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan Mahkamah sebagai 
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-Undang lain sebagai dasar 
pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik Putusan Mahkamah terkait 
dengan pengujian materil Mahkamah tidak pernah menggunakan Undang-Undang 
sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi dalam permohonan-permohonan tertentu, 
Mahkamah harus melihat seluruh 75 Undang-Undang sebagai satu kesatuan sistem yang 
tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain sehingga apabila Mahkamah menemukan 
ada satu UndangUndang bertentangan dengan Undang-Undang lain, hal itu berarti 
bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 
Dalam pengujian formil memang benar Mahkamah dalam putusan Nomor 
27/PUUVII/2009, tanggal 16 Juni 2010 antara lain menyatakan “...sepanjang 
UndangUndang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan 
menurut konstitusi maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau 
dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”. Hal itu 
dilakukan Mahkamah karena Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih 
lanjut tentang tatacara pembentukan UndangUndang diatur dengan Undang-Undang. 
Adapun mekanisme pembentukan Undang-Undang di DPR diatur dengan tata tertib DPR 
sehingga menurut Mahkamah penggunaan Undang-Undang mengenai pembentukan 
UndangUndang dan tata tertib DPR sebagai dasar putusan Mahkamah dimaknai sebagai 
penjabaran dari UUD 1945 secara langsung. Oleh karena itu menurut Mahkamah jika 
pasal a quo diterapkan maka akan membatasi tugas dan fungsi Mahkamah dalam 
melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan di 
atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 8. Terhadap 



dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan 
dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, pasal a quo telah dipertimbangkan 
dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 
2011, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan ne bis in idem; 9. Terhadap dalil 
para Pemohon bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas 
bahwa putusan Mahkamah 76 Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) 
yang langsung dilaksanakan (self executing). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-
Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku 
kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan 
Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah merupakan putusan yang 
sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai 
bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai 
konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional. Di samping itu, Pasal 
59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena 
berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan Undang-Undang dibahas 
bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR 
atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan Undang-Undang, 
sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut 
hukum; 10. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 UU 8/2011 bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
Pasal 87 UU 8/2011 adalah pengganti Pasal 87 UU MK sebelumnya yang termasuk dalam 
Bab Ketentuan Peralihan. Jika diperhatikan ketentuan pasal a quo adalah dimaksudkan 
sebagai ketentuan peralihan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) dalam Lampiran II Huruf C.4, Angka 127 telah menentukan bahwa yang dimaksud 
ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan 
hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang 
bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian 
hukum; 77 c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang 
bersifat transisional atau bersifat sementara. Namun, kenyataannya Pasal 87 UU 8/2011 
a quo justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai 
oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Sehubungan dengan ketentuan peralihan, Mahkamah dalam putusan Nomor 
019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004 dan Nomor 121/PUU-VII/2009, tanggal 9 
Maret 2011 pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian 
terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan 
perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundangundangan tersebut 
dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum; Dengan 
mendasarkan pada kedua putusan Mahkamah a quo, maka yang harus dipertimbangkan 
adalah apakah dengan adanya ketentuan Pasal 87 UU 8/2011 tersebut dapat menghindari 
timbulnya permasalahan hukum atau justru sebaliknya; Bahwa Pasal 87 UU 8/2011 
menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat 



ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya 
berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai 
dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi”. Menurut Mahkamah, ketentuan a quo memberlakuan 
dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 78 Mahkamah 
Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan 
dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, Pasal 87 huruf a UU 8/2011 
tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan 
ayat (4h) UU 8/2011, karena Pasal 4 menghendaki pemilihan ketua dan wakil ketua dalam 
satu kali rapat pemilihan, sementara wakil ketua yang saat ini menjabat masa jabatannya 
tiga tahun, yaitu berakhir pada tahun 2013. Salah satu asas pembentukan peraturan 
perundangundangan adalah asas ‘dapat dilaksanakan’. Dengan dasar pertimbangan 
tersebut, menurut Mahkamah Pasal 87 huruf a UU 8/2011 selain menimbulkan 
ketidakpastian hukum juga melanggar asas pembentukan peraturan perundangundangan 
khususnya asas ‘dapat dilaksanakan’. Oleh karena itu, sambil menunggu perbaikan dari 
pembentuk Undang-Undang, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi dipergunakan aturan yang lama yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi; Bahwa menurut Mahkamah ketentuan mengenai hakim konstitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b UU 8/2011 memberlakukan dua 
UndangUndang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan 
dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum; Menurut Mahkamah, selain 
menimbulkan ketidakpastian hukum, Pasal 87 UU 8/2011 juga menimbulkan 
ketidaksamaan perlakuan, karena ada pasal yang langsung berlaku dan dilaksanakan, 
namun ada juga yang tidak langsung berlaku. Pemberlakuan dua Undang-Undang yang 
demikian itu merupakan pembedaan perlakuan terhadap hakim konstitusi yang sedang 
menjalankan tugasnya dan hakim yang akan diangkat kemudian, sehingga merugikan hak 
konstitusional bagi pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Hal demikian tidak 
sesuai dengan prinsip “memperlakukan sama terhadap hal yang sama, memperlakukan 
berbeda terhadap hal yang berbeda“. Di samping itu, juga bertentangan dengan 79 
prinsip perubahan hukum yang harus memberlakukan ketentuan yang menguntungkan 
bagi yang dikenai perubahan peraturan. Oleh karena itu, norma yang termuat di dalam 
ketentuan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 yang seharusnya merupakan ketentuan peralihan 
di samping tidak tercapai maksud dan tujuannya, juga telah menimbulkan ketidakpastian 
hukum serta menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, sehingga permohonan para 
Pemohon mengenai Pasal 87 UU 8/2011 tersebut harus dinyatakan beralasan menurut 
hukum; 

 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut 
Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 4. 
KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, 
Mahkamah berkesimpulan:  

 [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 



 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan a quo;  

 [4.3] Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk 
sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 
5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 5076); 

8. QR Code Putusan MK :  - 
 

4. Putusan Nomor 68/PUU-IX/2011 
1. Nomor Putusan : 68/PUU-IX/2011 
2. Tanggal Putusan : 13 September 2012 
3. Undang-Undang yang diuji : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi 

4. Pemohon : Dr. Bambang Supriyanto, SH.,.MH. (Pemohon I) Dr. Max Boli 
Sabon, SH., M. Hum ( Pemohon II) Eddie I. Doloksaribu, SH., 
MH. (Pemohon III) Ari Lazuardi Pratama, SH., (Pemohon IV) 
Muhammad Anshori, SH.( Pemohon V) Andriko Sugianto 
Otang, SH. (Pemohon IV) 

5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

1.1. Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “dan magister” UndangUndang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) 
bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2. Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “dan magister” UndangUndang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;  
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 
6. Perubahan Setelah 

Putusan 
:  

 a. Norma Semula  Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain 
harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: 

b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana 
yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;  

 b. Diubah menjadi  Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain 
harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: 



b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana 
(strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di 
bidang hukum 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
  [3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai 

pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 

 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu 
hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. 
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah 
berpendapat sebagai berikut:  
Kewenangan Mahkamah  

 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah 
satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar 1945; 

 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian 
materiil Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon  

 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak 
sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah 
mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga 
negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. 
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 
dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus 
menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

 [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUUIII/2005, 
bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 
2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 
memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; 25 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut 
harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 



yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  

 [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia 
yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal Pasal 15 ayat (2) 
huruf b dalam UU 8/2011; Bahwa para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) 
merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, 
memperoleh perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Secara 
konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya frasa “berijazah doktor dan magister” 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 yang secara langsung mengurangi kesempatan 
para Pemohon untuk menjadi Hakim Konstitusi dan berpotensi melemahkan Mahkamah 
Konstitusi sebagai akibat adanya syarat latar belakang pendidikan hakim konstitusi yang 
tidak linier yaitu S3, S2, dan S1 dalam bidang hukum; Berdasarkan fakta tersebut, para 
Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, negara, 
memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945.  

 [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, menurut 
Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga 
para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;  

 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a 
quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan  

 [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian 
konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 yang menyatakan, ”Untuk dapat 
diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: ... b. berijazah 
doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi 
hukum” terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak 
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;  

 [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 15 ayat (2) 
huruf b UU 8/2011 sepanjang frasa “berijazah doktor dan magister” telah menyebabkan 
dirugikannya hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negara, memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 
1945. Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya frasa “berijazah doktor dan 
magister” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 yang secara langsung mengurangi 
kesempatan para Pemohon untuk menjadi hakim konstitusi dan berpotensi melemahkan 
Mahkamah Konstitusi sebagai akibat adanya syarat latar belakang pendidikan hakim 
konstitusi yang tidak linier yaitu S3, S2, dan S1 dalam bidang hukum. Selain itu, menurut 
para Pemohon pasal a quo tidak mendukung untuk dapat diperolehnya hakim konstitusi 
yang mempunyai bobot dan kualitas sebagai “pengawal konstitusi” yang handal. Hal 
tersebut disebabkan dengan meningkatnya syarat pendidikan hakim konstitusi yang tidak 



hanya sebatas sarjana hukum, yaitu magister bidang hukum dan doktor ilmu hukum yang 
tidak linier. Menurut para Pemohon, jabatan hakim konstitusi 27 haruslah diduduki oleh 
“seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, sehingga latar belakang pendidikan hakim 
konstitusi haruslah linier di bidang hukum;  

 [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 
alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tanpa 
mengajukan saksi dan/ataupun ahli;  

 [3.13] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah memberikan 
keterangan lisan pada tanggal 29 November 2011 dan keterangan tertulis yang diterima 
di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2011, yang selengkapnya termuat 
dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ƒ Pada 
saat pembahasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pembentuk 
Undang-Undang berpandangan karena ada perubahan, kebutuhan dan lain sebagainya, 
maka ditetapkan dan disepakati untuk meningkatkan syarat untuk menjadi Hakim 
Konstitusi yaitu bergelar doktor. Selain itu, pada saat pembahasan, ada pemikiran tentang 
apakah jenjang pendidikan hukum tersebut harus linier atau tidak linier, tetapi 
problemnya adalah apabila linier ternyata ada juga guru besar dan ahli hukum Tata 
Negara yang jenjang pendidikan S3 nya bukan bidang hukum tetapi bidang politik, tetapi 
secara ketatanegaraan sangat menguasai keilmuan bidang politik maupun hukum pada 
umumnya. Oleh karena itu pada saat pembahasan berkembang pemikiran apabila linier 
ataupun tidak linier tetap akan ada gugatan, sehingga disepakati oleh pembentuk 
Undang-Undang dengan Sarjana Hukum dan Magister Hukum dianggap cukup mumpuni 
untuk memahami dasar-dasar Sarjana Hukum atau dasar-dasar ilmu hukum yang 
memadai untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi; ƒ Menurut Pemerintah, 
dengan memberikan syarat bergelar doktor yang tidak linier, telah memberikan 
kesempatan kepada masyarakat yang telah memenuhi kualifikasi untuk mencalonkan diri 
menjadi hakim konstitusi atau dicalonkan menjadi hakim konstitusi agar nantinya 
diharapkan hakim konstitusi tidak hanya dari satu bidang tertentu saja; 28 ƒ Pada saat 
pembahasan, Pemerintah memberikan informasi tentang calon doktor yang linier atau 
tidak linier dan memang tidak dibahas terlalu mendalam karena hal tersebut dianggap 
sebagai opened legal policy. Sehingga, walaupun ditentukan magister hukum, dapat 
berakibat yang sarjana hukum akan berkeberatan, walaupun ditentukan Strata 1 hukum, 
Strata 2 bukan hukum, pasti bidang lain akan keberatan. Oleh karena itu, hal tersebut 
merupakan opened legal policy dari pembentuk Undang-Undang;  

 [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak menyampaikan keterangan lisan ataupun keterangan tertulis; Pendapat 
Mahkamah  

 [3.15] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji 
konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 yang menurut para Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;  

 [3.16] Menimbang bahwa yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan a quo 
adalah “Apakah penetapan syarat ‘berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana 
yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum’ bagi calon hakim konstitusi melanggar 
hak untuk memajukan diri, hak kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negara, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum?”;  

 [3.17] Menimbang bahwa materi konstitusi adalah mengatur mengenai perlindungan hak 
asasi manusia dan pengaturan sistem penyelenggaraan negara. Dalam hal pengaturan 
sistem penyelenggaraan negara, Konstitusi mengatur tentang pemberian tugas dan 
kewenangan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara serta pengisian jabatan 



pada lembaga-lembaga negara tersebut. Jabatan pada lembaga-lembaga negara 
merupakan public office, yang diisi melalui mekanisme pemilihan (election) atau melalui 
mekanisme penunjukan atau pengangkatan (appointment). Terhadap pengisian jabatan-
jabatan tertentu, Konstitusi mengatur secara tegas persyaratan-persyaratan yang harus 
dipenuhi. Untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, para calon harus 
memenuhi 29 syarat konstitusional tertentu [vide Pasal 6 ayat (1) UUD 1945], begitu juga 
untuk menjadi Hakim Agung [vide Pasal 24A ayat (2) UUD 1945], anggota Komisi Yudisial 
[vide Pasal 24B ayat (2) UUD 1945] dan Hakim Konstitusi [vide Pasal 24C ayat (5) UUD 
1945];  

 [3.18] Menimbang bahwa persyaratan konstitusional yang ditetapkan oleh UUD 1945 
untuk pengisian jabatan-jabatan negara tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat 
ditawar-tawar lagi. Penetapan persyaratan atas jabatan negara tertentu merupakan 
mekanisme konstitusional untuk memberikan jaminan bahwa para calon yang akan 
mengisi jabatan tersebut memenuhi standar yang telah diatur dalam UUD 1945. Dengan 
demikian, marwah lembaga negara akan terjaga karena diisi oleh orang yang memenuhi 
standar konstitusional;  

 [3.19] Menimbang bahwa setiap Undang-Undang yang menjadi peraturan pelaksanaan 
dari Undang-Undang Dasar mengenai lembaga negara juga menegaskan persyaratan 
konstitusional tersebut untuk dipenuhi oleh setiap calon yang mengajukan diri atau yang 
akan ditunjuk atau diangkat. Selain itu, UndangUndang juga menetapkan syarat-syarat 
tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Sebagai contoh, beberapa syarat lain 
selain yang ditetapkan oleh UUD 1945 untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden 
[vide Pasal 5 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden], untuk menjadi Hakim Agung [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung], untuk menjadi anggota Komisi Yudisial [vide Pasal 26 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial], dan untuk menjadi Hakim Konstitusi [vide Pasal 
15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah berubah dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011];  

 [3.20] Menimbang bahwa syarat-syarat tambahan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang sebagai peraturan pelaksana UUD 1945 memiliki derajat sebagai kebijakan 
hukum yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang. Akan tetapi, syarat tambahan 
yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang bisa menjadi 30 permasalahan 
konstitusional apabila penetapan syarat tersebut terbukti secara nyata berpotensi 
melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945;  

 [3.21] Menimbang bahwa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 
8/2011, yaitu “berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar 
belakang pendidikan tinggi hukum” merupakan syarat untuk menjadi hakim konstitusi 
yang dielaborasi dari ketentuan konstitusional frasa “yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan” dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, 
“Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap 
sebagai pejabat negara”. Yang menjadi pertanyaan konstitusionalitasnya adalah apakah 
penetapan syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang demikian itu berpotensi atau 
bahkan terbukti melanggar penerapan hak asasi manusia dalam Pasal 28C ayat (2) dan 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;  

 [3.22] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, syarat yang ditetapkan oleh pembentuk 
Undang-Undang berkaitan dengan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon 
hakim konstitusi sebagai syarat untuk menduduki jabatan publik (public office) 



merupakan cara yang diambil oleh pembentuk UndangUndang untuk melihat 
kemampuan seorang calon dengan standar yang dapat diukur (feasible). Ukuran jenjang 
pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon hakim konstitusi yang ditetapkan oleh 
pembentuk Undang-Undang merupakan syarat yang bebas dari kepentingan, obyektif 
dan tidak diskriminatif;  

 [3.23] Menimbang bahwa masalah persyaratan jenjang pendidikan yang pernah 
ditempuh oleh seorang calon Hakim Konstitusi berkaitan dengan pengelompokan jenjang 
pendidikan tinggi di Indonesia dengan pendekatan tingkat pendidikan tinggi, 
dikelompokkan dalam tiga tingkat, yaitu strata satu (S-1/ Sarjana), strata dua (S-
2/Magister), strata tiga (S-3/Doktor). Dengan adanya pendekatan program dikenal 
dengan dua program, yaitu Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. Program Pasca 
Sarjana dibagi menjadi Program Magister dan Program Doktoral. Program Magister 
dianggap sebagai pintu masuk untuk menempuh jenjang kualifikasi yang lebih tinggi 
dengan pengetahuan yang lebih khusus (spesialisasi) yaitu Doktor. Sebagai program pintu 
masuk, maka program 31 magister berisikan materi-materi pengajaran yang umum 
sebagai pembekalan menuju pengkhususan (spesialisasi), akan tetapi, hal yang berbeda 
dapat dilihat pada sistem pendidikan di luar negeri. Program pendidikan sarjana 
(bachelor) disebut dengan istilah lain yaitu undergraduate, sedangkan program magister 
(master) disebut dengan istilah graduate. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang 
menempuh program doktoral di universitas luar negeri terkadang menemui masalah 
karena program magister yang telah ditempuhnya di universitas dalam negeri tidak 
diakui. Untuk mengatasi masalah tersebut, bagi mahasiswa yang akan mengambil 
program doktoral di universitas luar negeri disediakan program yang disetarakan dengan 
program magister. Hal tersebut perlu dilakukan agar ada keselarasan pemahaman dan 
kesetaraan tingkat pengetahuan bagi mahasiswa yang akan mengambil program doktoral 
di universitas luar negeri;  

 [3.24] Menimbang bahwa faktanya ada beberapa program pascasarjana yang langsung 
menerima program pendidikan doktor tanpa melalui program magister. Selain itu, sampai 
sekarang masih banyak lulusan program doktor di masa lalu yang tidak melalui program 
magister. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ketentuan adanya persyaratan 
“berijazah magister” akan melanggar hak-hak konstitusional para penyandang gelar 
doktor yang tidak mempunyai ijazah magister;  

 [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, untuk mengatasi 
adanya permasalahan jenjang pendidikan sebagai syarat menjadi hakim konstitusi dan 
untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang 
berpendidikan tinggi hukum yang ingin menjadi hakim konstitusi, menurut Mahkamah 
frasa “dan magister” sebagai syarat hakim konstitusi harus dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.26] 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak sependapat 
dengan para Pemohon bahwa salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi haruslah 
berijazah doktor dan magister dalam ilmu hukum. Menurut Mahkamah, yang lebih 
rasional adalah penghapusan frasa “dan magister” saja sebagaimana pertimbangan 
dalam paragraf  

 [3.25] di atas. Hal yang paling 32 utama menurut Mahkamah adalah seorang calon hakim 
konstitusi haruslah sarjana (Strata-1) yang berlatar belakang hukum dan memiliki 
pengalaman dalam bidang hukum sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang a 
quo;  

 [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 
menilai, Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 sepanjang frasa “dan magister” bertentangan 



dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk 
sebagian 

8. QR Code Putusan MK :  - 
 

5. Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 
1. Nomor Putusan : 34/PUU-X/2012   
2. Tanggal Putusan : 25 September 2012 
3. Undang-Undang yang diuji : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi 

4. Pemohon : 1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  
2. M. Jodi Santoso, S.H. 
3. Nurul Anifah, S.H 

5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;  

1.1. Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif 
peradilan Mahkamah Konstitusi” 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang disertai 
frasa “dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera 
Pengganti”. 

1.2. Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif 
peradilan Mahkamah Konstitusi” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, 
Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”. 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  

 a. Norma Semula  "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas 
teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi” 

 b. Diubah menjadi  Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas 
teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi 
dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi 
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
  [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji 

konstitusionalitas Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap Pasal 



27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, selanjutnya disebut UUD 1945;  

 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 
Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-
hal sebagai berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. 
Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan 
Mahkamah  

 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf 
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 35 2011 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar;  

 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 
konstitusionalitas norma Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, oleh karena 
itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal 
standing) Pemohon  

 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, 
Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar adalah 
mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan 
oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, 
yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. 
lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap 
UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 36 a. kedudukannya 
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan 
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

 [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan 
Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 
5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut 
harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa 
dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  



 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] 
dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai 
kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai 
berikut: Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia berprofesi 
sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi dan advokat. Pemohon II dan Pemohon III 
adalah perseorangan warga negara Indonesia yang tidak tertutup kemungkinan untuk 
bekerja sebagai Panitera Pengganti di 37 Mahkamah Konstitusi melalui proses rekruitmen 
yang terbuka, karena usia mereka relatif masih muda. Pemohon IV adalah perseorangan 
warga negara Indonesia mantan Panitera Mahkamah Konstitusi; Bahwa para Pemohon 
menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak 
persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945];  

 [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan 
oleh berlakunya Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 yang menyatakan, “Kepaniteraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan 
tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”. Para Pemohon mendalilkan 
bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji menyebabkan para Pemohon 
mengalami kerugian konstitusional akibat tidak diaturnya batas usia pensiun Panitera dan 
Panitera Pengganti dalam Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 sedangkan batas usia pensiun 
Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan 
Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang;  

 [3.9] Menimbang bahwa Pemohon IV telah nyata mengalami kerugian hak 
konstitusionalnya sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya penentuan 
batas umur pensiun bagi Panitera sebagai pejabat fungsional kekuasaan kehakiman 
karena telah mencapai usia 56 tahun sebagaimana usia pensiun pegawai negeri pada 
umumnya. Walaupun Pemohon IV tidak terpulihkan haknya jika Mahkamah mengabulkan 
permohonan a quo, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon IV memiliki kedudukan 
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Demikian pula oleh karena 
Pemohon II dan Pemohon III masih muda dan secara potensial masih mungkin menjadi 
Panitera Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon II dan Pemohon III dapat dipastikan 
mengalami kerugian konstitusional yang sama seandainya diangkat menjadi Panitera 
maka menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum 
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 38 Sementara itu Pemohon I oleh 
karena usianya sekarang ini tidak memungkinkan lagi untuk diangkat sebagai pegawai 
negeri sipil sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan kepaniteraan maka 
menurut Mahkamah, Pemohon I secara potensial tidak mengalami kerugian 
konstitusional, dan oleh karena itu Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing);  

 [3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon, kecuali 
Pemohon I, mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan a quo. Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok 
permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah  

 [3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para 
Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli Pemohon, serta 
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada 
bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 



peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 24 ayat 
(1) dan ayat (2) UUD 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga negara Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal) yang 
bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga 
tersebut juga dilengkapi dengan kesekjenan dan kepaniteraan untuk membantu 
lancarnya penyelenggaraan peradilan. Khusus kesekjenan dan kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 
tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan 
untuk membantu pelaksanaan tugas dan 39 wewenang Mahkamah Konstitusi. 
Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif 
peradilan. Adapun tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi meliputi: (a) 
Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; (b) Pembinaan dan 
pelaksanaan administrasi perkara; (c) Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di 
Mahkamah Konstitusi; (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah 
Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya; Sehubungan dengan kepaniteraan, undang-
undang mengatur secara berbeda mengenai batas usia pensiun Panitera. Batas usia 
pensiun bagi Panitera di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, 
peradilan agama adalah 60 tahun untuk peradilan tingkat pertama, dan 62 tahun untuk 
peradilan tingkat banding [vide Pasal 36A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 49 
Tahun 2009, Pasal 38A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan 
Pasal 38A huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009]. Pada sisi lain, 
batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi tidak diatur dalam Undang-Undang 
tetapi hanya diatur dalam Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 
2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang 
menentukan batas usia pensiun adalah 56 tahun [vide Pasal 9 ayat (1)]. Pasal 7A ayat (1) 
UU 8/2011 hanya menentukan bahwa, Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan 
Mahkamah Konstitusi, namun tidak menyebutkan usia pensiun. Bahwa Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kedudukan Panitera 
sebagaimana dalam ketentuan: • Pasal 50 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan, “Tiap 
putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan 
panitera yang ikut serta bersidang”. • Pasal 51 UU 48/2009 menyatakan, “Penetapan, 
ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani 
oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang”. 40 • Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 
menyatakan,”Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh 
panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”. Bahwa kedudukan Panitera diatur 
pula dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung yang menyatakan: (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari suatu 
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat 
ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan salah seorang 
Hakim Anggota atau Panitera pada majelis yang sama dimaksudkan Pasal 40 ayat (1); (2) 
Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami 
atau isteri meskipun sudah bercerai dengan Penuntut Umum, Oditur Militer, Terdakwa, 
Penasihat Hukum, Tergugat dan Penggugat; (3) Hubungan keluarga sebagaimana 
dimaksudkan ayat (1) dan (2) berlaku juga antara Hakim Agung dan/atau Panitera 
Mahkamah Agung, dengan Hakim dan/atau Panitera Pengadilan Tingkat Pertama serta 
Hakim dan/atau Panitera Pengadilan Tingkat Banding, yang telah mengadili perkara yang 
sama; Hal yang sama juga diatur dalam UU MK sebagai berikut: • Pasal 46 UU MK, 



“Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, 
dan memutus, dan panitera”. • Pasal 48 ayat (2) huruf g UU MK, ”Setiap putusan 
Mahkamah Konstitusi harus memuat: ... g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, 
dan panitera”. Bahwa dengan berpedoman mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas 
menurut Mahkamah kedudukan dan keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada 
Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang 
memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas pokok 
peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan demikian tugas 
panitera erat kaitannya dengan tugas hakim 41 dalam setiap memutus perkara. Panitera 
dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas, fungsi, 
dan tanggung jawab yang sama; 

 [3.12] Menimbang bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 tidak menentukan secara spesifik 
mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, pada 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana halnya dalam undang-undang pelaku kekuasaan 
kehakiman lainnya, tetapi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012, 
padahal di dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dinyatakan, “Pengangkatan dan 
pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang 
Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung mengatur tentang pengangkatan Panitera, Panitera Muda, 
dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut: Pasal 20 ayat (1) huruf d, 
ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b: Ayat (1) huruf d, “Untuk dapat diangkat menjadi 
Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... d. berpengalaman 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai 
ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding”; Ayat (2) huruf b , “Untuk dapat 
diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi 
syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi”; 
Ayat (3) huruf b , “Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, 
seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurangkurangnya 10 
(sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama”. Dengan demikian usia 
pensiun bagi Panitera dan Panitera Muda pada Mahkamah Agung disesuaikan/disamakan 
dengan usia pensiun hakim tingkat banding yaitu 67 tahun, sedangkan Panitera Pengganti 
pada Mahkamah Agung adalah 65 tahun sebagaimana usia pensiun hakim tingkat 
pertama; 42 Bahwa ketiadaan penetapan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan 
Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi dalam UU 8/2011 merupakan perlakuan 
yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan 
pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta 
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;  

 [3.13] Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera 
Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh 
Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki 
jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha 
negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu 
menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada 
Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan 
di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.  

 [3.14] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun 
Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah 
Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera 
Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun 



yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun 
sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan 
batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia 
pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia 
pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk 
undangundang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  

 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah 
berpendapat permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum; 43  

 [3.16] Menimbang bahwa walaupun permohonan a quo terbukti dan beralasan menurut 
hukum, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU MK, putusan ini berlaku sejak selesai 
diucapkan; 

8. QR Code Putusan MK :  - 
 

6. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 
1. Nomor Putusan : 7/PUU-XI/2013 
2. Tanggal Putusan : 28 Maret 2013 
3. Undang-Undang yang diuji : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi 

4. Pemohon : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.,M.H. dan Dr. Zainal Arifin 
Hoesein, S.H.,M.H. 

5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  

1.1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan secara bersyarat dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally 
unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Berusia 
paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) 
tahun pada saat pengangkatan pertama”;  

1.2. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 35 2011 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh 
tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan 
pertama”;  

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  

 a. Norma Semula  Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain 
harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat  
berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan 
paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat 
pengangkatan;  



 b. Diubah menjadi  Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain 
harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat  
berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;  

7. Pertimbangan Mahkamah :  
  [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah 

memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 
MK) terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);  

 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 
hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. 
kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. 
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 
Kewenangan Mahkamah  

 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf 
a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 
48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945;  

 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 
konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK terhadap UUD 
1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya 
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal 
Standing) Pemohon  

 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, 
yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 
adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang 
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. 
perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan sama); 28 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. 
lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap 
UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya 
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan 
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

 [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 
2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 
memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut 



harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa 
dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  

 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan 
dipertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan 
a quo sebagai berikut: Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia 
yang menganggap memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu: - Pasal 
28D ayat (1), yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum”; - Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa para Pemohon merasa 
dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan: “berusia 
paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun 
pada saat pengangkatan”. Ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan prinsip 
kepastian hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
sebagaimana terkandung dalam UUD 1945, karena para Pemohon merasa terhalangi 
haknya yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU MK, yaitu dapat menduduki jabatan 
hakim konstitusi untuk dua kali masa jabatan, dan diberhentikan dengan hormat setelah 
berusia 70 (tujuh puluh) tahun; Bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial 
dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, serta 
mengingat pula bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang berpendidikan 
doktor dalam ilmu hukum dan masing-masing berpengalaman sebagai asisten hakim 
konstitusi dan Panitera Mahkamah Konstitusi sehingga para Pemohon berkemungkinan 
sewaktuwaktu diangkat menjadi hakim konstitusi dan kemungkinan pula diperpanjang 
masa jabatannya. Dengan demikian maka para Pemohon secara potensial mengalami 
kerugian hak konstitusionalnya manakala untuk pengangkatan keduanya nanti para 
Pemohon telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, 30 sehingga para Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;  

 [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a 
quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah  

 [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan 
para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para 
Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana 
termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  

 [3.10] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Mahkamah pernah melakukan 
pengujian norma a quo dalam perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 sehingga dalam hal ini 
berlaku Pasal 60 UU MK yaitu “...terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, 
kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. 
Dalam perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 yang dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas 
oleh para Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, 
sedangkan dalam permohonan a quo yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon 
adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar 
pengujian konstitusionalitas kedua permohonan tersebut berbeda; Selain alasan tersebut 
di atas, Mahkamah selanjutnya mencermati isu konstitusionalitas dari kedua perkara 



yang menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d tersebut. Isu konstitusionalitas dalam perkara 
Nomor 49/PUU-IX/2011 adalah batas usia paling rendah untuk diajukan sebagai hakim 
konstitusi yaitu 47 (empat puluh tujuh) tahun, yang menurut para Pemohon perkara 
Nomor 49/PUU-IX/2011 seharusnya 40 (empat puluh) tahun sebagaimana ditentukan 
dalam UU MK sebelum perubahan, sedangkan isu konstitusionalitas pada permohonan a 
quo 31 adalah batas usia paling tinggi pada saat pengangkatan hakim konstitusi yang 
ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun. Dalam perkara a quo para Pemohon memohon 
agar Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak konstitusional secara 
bersyarat yakni jika tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun 
dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”. Dengan 
demikian menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon oleh karena selain berbeda 
mengenai isu permohonannya sebagaimana disebutkan di atas juga berbeda dasar 
pengujiannya yakni Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak ne bis in idem dengan 
permohonan perkara Nomor 49/PUU-IX/2011;  

 [3.11] Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah 
berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia 
tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan 
kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu 
dapat diubah oleh pembentuk UndangUndang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk 
Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan 
UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi 
permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika 
kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan 
hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang 
bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga 
negara;  

 [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK 
telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat 
diskriminatif dan cenderung mereduksi kewenangan lembaga negara yang memiliki hak 
untuk mengusulkan hakim konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah 
terlebih dahulu mengutip Pasal 22 UU MK, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) 
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Pasal 
23 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat 
dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. Berdasarkan kedua ketentuan 
tersebut, maka 32 secara jelas hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 
jabatan berikutnya dengan batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Namun demikian, 
ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun 
pada saat pengangkatan hakim konstitusi akan menyebabkan seseorang, yang meskipun 
untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tetapi sudah berusia 
lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tidak dapat diusulkan kembali untuk diangkat pada 
periode kedua. Dengan demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi 
sampai dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi terhalang dengan ketentuan 
Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Pengaturan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) 
tahun pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan untuk 
pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang diangkat pertama kali dapat 
menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun, namun untuk pengangkatan pada 
periode berikutnya, hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman 
selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk kesinambungan;  

 [3.13] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada 
Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing-



masing tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim 
konstitusi dengan keputusan Presiden. Hal tersebut menjadi kewenangan pula bagi 
Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan kembali 
hakim yang bersangkutan pada periode berikutnya; Maksud memberi kesempatan 
menjadi hakim dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun akan dibatasi oleh ketentuan 
norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK apabila hal tersebut tidak dimaknai sebagai 
pengangkatan hakim untuk pertama kalinya. Hal ini didasarkan kepada suatu ketentuan 
dalam Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diangkat kembali 
untuk satu periode berikutnya. Di samping itu, praktik pengangkatan kembali terhadap 
hakim pada periode kedua yang selama ini terjadi, tidak semata-mata didasarkan kepada 
batas usia, melainkan pada rekam jejak dan prestasi hakim yang bersangkutan pada 
periode sebelumnya, yang dinilai baik oleh institusi yang berwenang mengusulkannya dan 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 
MK; Apabila ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk 
pertama kalinya, maka walaupun hakim tersebut belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) 
tahun tetapi telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, hakim tersebut tidak 
dapat diusulkan kembali. Dengan demikian maka kewenangan konstitusional yang 
diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Presiden, untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun 70 (tujuh 
puluh) tahun bagi hakim konstitusi yang ditentukan dalam UU MK, dihalangi oleh 
ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Hal ini berarti pasal tersebut telah mereduksi 
kewenangan konstitusional lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu juga 
menghalangi hak yang bersangkutan untuk diangkat kembali pada periode kedua 
sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 22 UU MK; Seharusnya Undang-Undang 
menyerahkan kepada kebijaksanaan dari ketiga lembaga negara tersebut untuk 
mengusulkan atau tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan 
kedua bagi calon hakim konstitusi yang sudah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) 
tahun, tetapi belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selain itu, bagi hakim 
konstitusi yang usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengakhiri 
masa jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau diusulkan kembali, 
statusnya adalah hakim konstitusi bukan calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud 
pasal a quo;  

 [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, maka 
permohonan para Pemohon yang memohon agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 
MK yang menyatakan, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling 
tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” untuk ditafsirkan secara 
bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 
65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” beralasan menurut hukum 

8. QR Code Putusan MK :  - 
 

7. Putusan Nomor 1/PUU-XII/2014 
1. Nomor Putusan : 1/PUU-XII/2014 
2. Tanggal Putusan : 13 Februari 2014 
3. Undang-Undang yang diuji : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi 

4. Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Heru Widodo, 
S.H.,M.Hum. Samsul Huda, S.H.,M.H. Robikin Emhas, 
S.H.,M.H. Dorel Almir, S.H., M.Kn. Syarif Hidayatullah, 



S.H.MBA. Daniel Tonapa Masiku, S.H. Hartanto, S.H. 
Samsudin, S.H. Dhimas Pradana, S.H. Aan Sukirman, S.H. 

5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  

1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi 
Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  

1.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi 
Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

1.3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah 
oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian 
menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493); 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  

 c. Norma Semula  Seluruh undang-undang nomor 4 Tahun 2014 (PUU Formil);  
 d. Diubah menjadi  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana 
sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian 
menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi Menjadi UndangUndang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5493) 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
  [3.1] Menimbang, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih 

lanjut, Mahkamah memandang perlu untuk menggabungkan dua permohonan yaitu 
Permohonan Nomor 1/PUU-XII/2014 (para Pemohon I) dan Permohonan Nomor 2/PUU-
XII/2014 (para Pemohon II) dalam satu putusan, karena kedua permohonan tersebut 
diregistrasi pada hari yang sama, memiliki substansi yang sama, dan dalil-dalil serta 
pembuktiannya saling berkaitan;  

 [3.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu segera memutus perkara a quo karena terkait 
dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu, pemilihan umum anggota DPR, DPD, 
dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 
yang berpotensi menimbulkan sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi 
kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, sehingga perlu segera ada kepastian 
hukum bagi lembaga negara yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi – dalam 
hal ini DPR - untuk segera menjalankan kewenangannya dalam memilih dan menentukan 
dua orang hakim konstitusi yang keduanya diajukan oleh DPR. Apabila putusan dalam 
perkara ini ditunda, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengisian 
dua Hakim Konstitusi yang lowong tersebut. Ketidakpastian pengisian dua Hakim 
Konstitusi tersebut, akan menghambat Mahkamah dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 terutama dalam penyelesaian sengketa 
pemilu Tahun 2014. Bahkan dapat dipastikan dalam waktu dekat, Hakim Konstitusi hanya 
tersisa tujuh orang dan apabila salah seorang saja di antaranya berhalangan maka 
berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU MK tidak dapat memutus perkara;  

 [3.3] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon I adalah 
menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya 
disebut UU 4/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 ayat 
(3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum.” Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon II 
adalah menguji konstitusionalitas UU 4/2014, khususnya pasal-pasal sebagai berikut: 
Pasal 18A ayat (1) : “Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan 
yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.” Pasal 18B : “Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial.” Pasal 18C 
ayat (3) : “Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki reputasi dan 
rekam jejak yang tidak tercela; b. memiliki kredibilitas dan integritas; c. menguasai ilmu 
hukum dan memahami UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. 
berpendidikan paling rendah magister; e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; 
dan f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.” Pasal 27A ayat (1) : “Mahkamah Konstitusi bersama-
sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku 



Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi 
dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.” 
Pasal 27A ayat (4) : “Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan 
Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.” 
terhadap UUD 1945 khususnya pasal-pasal sebagai berikut: 90 Pasal 24B ayat (1) : “Komisi 
Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Pasal 24B ayat (2) : “Anggota Komisi Yudisial 
harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki 
integritas dan kepribadian yang tidak tercela.” Pasal 24B ayat (3) : “Anggota Komisi 
Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.” Pasal 24B ayat (4) : “Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial 
diatur dengan undang-undang.” Pasal 24C ayat (3) : “Mahkamah Konstitusi mempunyai 
sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan 
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Pasal 28C ayat (1) : “Setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 
Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat 
(3) : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.”  

 [3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu 
hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. 
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 91 
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan 
Mahkamah  

 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf 
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
diubah terakhir dengan UU 4/2014, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), 
salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang 
terhadap UUD 1945;  

 [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon I mengajukan Permohonan bertanggal 26 
Desember 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 
1/PUU-XII/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 dan para Pemohon II mengajukan 
Permohonan bertanggal 28 Desember 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi dengan Nomor 2/PUU-XII/2014 pada tanggal 8 Januari 2014. Pada saat para 
Pemohon mendaftarkan permohonannya, para Pemohon belum mencantumkan nomor 
Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujiannya oleh para Pemohon tersebut adalah Undang-Undang yang berasal dari 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456, selanjutnya disebut PERPU 1/2013) 
yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 19 Desember 2013 disetujui 
untuk menjadi Undang-Undang. Pada tanggal 15 Januari 2014, PERPU 1/2013 a quo 



disahkan oleh Presiden menjadi UU 4/2014; Bahwa dalam sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Januari 2014, Mahkamah telah 
memberi nasihat kepada para Pemohon untuk mencantumkan nomor Undang-Undang 
yang berasal dari PERPU 1/2013 tersebut, yaitu, menjadi UU 4/2014. Meskipun pada saat 
mendaftarkan permohonan pengujian UU 4/2014 a quo, para Pemohon belum 
mencantumkan nomor Undang-Undang dimaksud karena pengesahan oleh Presiden baru 
dilakukan pada 15 Januari 2014, namun oleh karena maksud para Pemohon jelas, yaitu, 
menguji Undang-Undang yang berasal dari PERPU 1/2013 dan oleh Mahkamah dalam 
pemeriksaan pendahuluan tersebut telah dinasihatkan untuk mencantumkan nomor 
Undang-Undang, yaitu, Nomor 4 Tahun 2014 serta dalam sidang perbaikan permohonan 
yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Januari 2014, para Pemohon telah memperbaiki 
permohonannya dengan mencantumkan Nomor Undang-Undang yang diuji, maka 
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan 
formil sebagai pengujian UndangUndang sehingga Mahkamah berwenang untuk 
memeriksa permohonan para Pemohon; Bahwa terhadap keterangan tertulis Komisi 
Yudisial yang mengemukakan bahwa Mahkamah seharusnya tidak melakukan pengujian 
terhadap Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi, Mahkamah merujuk 
beberapa pertimbangan yang termuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya dan 
menjadikannya pula sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut: a. Putusan 
Nomor 004/PUU-I/2003, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung, bertanggal 30 Desember 2003, yang mengenyampingkan 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam 
halaman 10 s.d. 14, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “Pasal 24C ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ini merupakan dasar kompetensi Mahkamah 
Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, 
yang sifatnya limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajalah yang 
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kewenangan dimaksud di satu 
pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain, dan di lain pihak tidak dapat dikurangi 
kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal dimaksud yang terjadi dengan jalan 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana 
diatur dalam Pasal 37; Meskipun dalam ayat (6) Pasal 24C dinyatakan bahwa 
“pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan 
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”, yang hal ini 
kemudian dilakukan dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, 93 
tidaklah dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang dapat melakukan pengaturan 
yang bertentangan dengan pokok substansi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar; 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental untuk 
ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Perlunya hal-hal lain untuk diatur dalam 
undang-undang sebagaimana dimaksud oleh ayat (6) Pasal 24C Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diartikan tidak lain untuk memungkinkan 
dan mendukung agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya 
sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Kedudukan undang-undang 
sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang 
Dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar. In casu dalam perkara permohonan ini adanya Pasal 50 



Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur pembatasan kewenangan 
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat menghambat 
pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Untuk melaksanakan ayat (6) 
dimaksud pembuat undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan hal 
yang terbaik dan dianggap tepat, namun pembentuk undang-undang tidak dapat 
mengubah hal-hal yang secara tegas telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, apalagi 
menyangkut kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 
50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah 
Konstitusi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan bertentangan dengan doktrin hirarki norma hukum yang telah diakui dan diterima 
secara universal; Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga 
negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. 
Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang 
Dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan 
demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas 
dan kewenangan konstutusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib 
ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, 
segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam 
arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; Ketentuan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas membedakan mengenai 
perumusan kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A ayat (1) dan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1). Kewenangan Mahkamah Agung 
dirumuskan secara tidak limitatif (non–limitatif), karena sebagian masih dapat ditentukan 
lebih lanjut dengan undang-undang sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dirumuskan tegas dan bersifat limitatif. Karena itu, pembentuk undang-undang - dalam 
hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden - diberi kewenangan oleh Undang-
Undang Dasar untuk menambah dan melengkapi ketentuan tentang kewenangan 
Mahkamah Agung. Akan halnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan 
Rakyat bersama Presiden tidaklah berwenang menambah dan 94 karena itu secara a 
contrario juga tidak berwenang mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu 
dengan undang-undang. Karena itu, landasan hukum yang dapat dipakai untuk 
menentukan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak berwenang untuk 
memeriksa sesuatu permohonan haruslah didasarkan atas ketentuan Undang-Undang 
Dasar bukan undangundang. Jika seandainya benar – quod non – Pasal 50 Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2003 dipandang sebagai delegasi wewenang secara sah yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka 
timbul kekosongan dimana tidak ada badan peradilan atau lembaga tertentu yang disebut 
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji undang-undang yang 
diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999, sebagaimana yang dihadapi dengan 
permohonan uji undangundang dalam permohonan a quo. Dalam hal demikian 
Mahkamah Konstitusi juga wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh 
menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban 
Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud, sehingga terlepas dari adanya 
ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi 
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini oleh karena salah satu 
maksud dari kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk membawa semua perbedaan 
pendapat tentang hukum yang menyangkut undang-undang yang dipandang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar untuk diselesaikan oleh pihak ketiga yang 



netral dan imparsial, berdasar hukum dan keadilan; Pembatasan undang-undang yang 
boleh diuji terhadap Undang-Undang Dasar hanya sebatas undang-undang sejak 
perubahan pertama maka jika sekiranya benar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon 
bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo 
mengandung diskriminasi yang menyolok dan bertentangan dengan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, manakala diterapkan akan 
membiarkan adanya ketidakadilan yang boleh diterima oleh warga negara karena dia 
diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan ketidakadilan yang dikandung oleh undang-undang yang 
diundangkan setelah perubahan pertama, yang tidak diterima dan boleh diuji oleh 
Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 
tersebut akan menciptakan berlakunya tolok ukur ganda dalam sistim hukum Indonesia 
dengan tetap membiarkan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Undang-
Undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun undang-undang tersebut melanggar hak 
konstitusional seseorang, sementara itu pada waktu yang bersamaan harus dinyatakan 
sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat undang-undang yang melanggar dan 
merugikan hak konstitusional seseorang; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di 
atas dan sejalan dengan rumusan bunyi sumpah/janji jabatan hakim konstitusi yang 
antara lain berisi pernyataan sumpah/janji akan ”… menjalankan segala peraturan 
perundangundangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945…” maka meskipun Pasal 50 Undang-undang 95 Nomor 24 
Tahun 2003 tidak termasuk objek pengujian, Hakim Mahkamah Konstitusi karena 
jabatannya akan memeriksa perkara permohonan in casu dengan mengenyampingkan 
Pasal 50 tersebut dengan berpegang teguh kepada bunyi sumpah/janji sebagaimana 
dimaksud dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 untuk 
memastikan bahwa keterikatan hakim konstitusi dalam menjalankan segala peraturan 
perundangundangan itu adalah sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut 
sejalan dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Jikalau ada peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan 
atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan kewenangan yang 
dimilikinya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak terikat pada peraturan 
perundang-undangan dimaksud atau jika peraturan dimaksud berbentuk undang-undang 
dan dimohon untuk diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka sudah dengan 
sendirinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengujinya sesuai dengan ketentuan 
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan 
demikian Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus permohonan 
Pemohon sebagaimana mestinya dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 
Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tersebut...”; b. Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, 
tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, 
bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menegaskan kembali dengan mendasarkan pada 
Putusan Nomor 004/PUU-I/2003 tersebut, bahwa Mahkamah berwenang menguji 
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya 
mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 50 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24C 
ayat (1) UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; c. Putusan Nomor 
49/PUU-IX/2011, tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2011, dalam pertimbangannya, antara lain, 
menegaskan kembali dengan menyatakan sebagai berikut: “ 



 [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus permohonan a quo, akan tetapi untuk menghilangkan adanya 
keragu-raguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi 
dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu 
Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut: a. bahwa keberadaan Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap 
persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan 
yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem 
ketatanegaraan dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan 
Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin dalam 
ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan bagian dari 
penjabaran Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. b. bahwa sebagai negara 
yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, 
Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-
ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya 
konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai 
lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan 
fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir 
undang-undang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran 
itulah seluruh kewenangan Mahkamah diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis 
dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; c. bahwa Mahkamah memahami adanya 
keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh 
para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut 
Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan 
tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait 
dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus 
mengadili permohonan pengujian undangundang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang 
bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili 
permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai 
hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, 
bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan 
perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili 
permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan 
untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian 
bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses 
peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang 
menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang 
tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya 
mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan 
imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 
menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, 
menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 
24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap 
memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai 
dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, 



imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;” Selain mendasarkan pada 
pertimbangan hukum di atas, Mahkamah juga berpendapat bahwa terhadap pandangan 
yang menyatakan Mahkamah seharusnya tidak melakukan pengujian terhadap Undang-
Undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat. Di samping hal demikian 
tidak dilarang oleh UUD 1945, Mahkamah tidak bisa menolak untuk mengadili suatu 
permohonan pengujian Undang-Undang walaupun menyangkut dirinya, karena 
persoalannya, apabila nyata-nyata terdapat Undang-Undang mengenai Mahkamah 
Konstitusi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat dilakukan pengujian 
secara hukum oleh Mahkamah maka pertanyaannya, peradilan mana lagi yang secara 
konstitusional berwenang mengadili pengujian konstitusionalitas terhadap 
UndangUndang tersebut. Sebagaimana putusan Mahkamah untuk mengembalikan 
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pengujian Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [vide Putusan 
Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013] maka tidak menutup 
kemungkinan terdapat materi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat 
merugikan kewenangan Mahkamah. Jika Mahkamah dilarang menguji Undang-Undang 
yang mengatur tentang Mahkamah maka Mahkamah akan menjadi sasaran empuk untuk 
dilumpuhkan melalui pembentukan Undang-Undang untuk kepentingan kekuasaan, yaitu 
manakala posisi Presiden mendapat dukungan yang kuat dari DPR atau sebaliknya. DPR 
memang dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tetapi perubahan 
tersebut lebih bersifat politis. DPR dan Presiden tidak berwenang melakukan pengujian 
melalui mekanisme peradilan dalam penegakan konstitusi. Adanya istilah legislative 
review tidak dapat disamakan dengan judicial review, karena dalam melakukan legislative 
review DPR bersama Presiden sebenarnya tidak melakukan pengujian tetapi melakukan 
perubahan Undang-Undang yang hasilnya tidak secara serta merta menjadi tidak 
bertentangan dengan UUD 1945, yang tidak dapat diuji oleh Mahkamah. DPR dan 
Presiden menurut UUD 1945 tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu 
Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945; Apabila dikaji 
secara historis, judicial review yang kemudian dipraktikkan di banyak negara berdasarkan 
konstitusi masing masing, untuk pertama kali terjadi pada tahun 1803 dalam kasus 
Marbury vs. Madison di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kasus tersebut kemudian 
menjadi kasus yang sangat terkenal dan menjadi rujukan bagi kewenangan lembaga 
peradilan di berbagai negara dalam melakukan pengujian Undang-Undang. Dalam kasus 
tersebut, justru objek yang diuji oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat waktu itu adalah 
Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (Judiciary Act 1789), yaitu, Undang-
Undang yang mengatur Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri. Terhadap Undang-
Undang tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat melakukan pengujian sendiri untuk 
pertama kali dan memutus untuk pertama kali pula hal yang tidak dimohonkan oleh 
Pemohon juga diputuskan sehingga putusannya pun ultra petita. Dengan demikian, 
judicial review tidak dapat dipisahkan dari historisnya, yaitu, pengujian Undang-Undang 
oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat terhadap UndangUndang kekuasaan kehakiman 
itu sendiri dan memutus hal yang tidak dimohonkan atau ultra petita. Oleh karenanya, 
tidak ada dasar konstitusional bagi Mahkamah untuk tidak melakukan pengujian 
terhadap Undang-Undang yang materinya berisi ketentuan yang mengatur Mahkamah 
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan kewenangan konstitusionalitas 
yang dimilikinya untuk menegakkan konstitusi, termasuk di dalamnya etika dalam 
penegakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;  

 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena 
Permohonan para Pemohon a quo adalah mengenai pengujian UndangUndang in casu UU 



4/2014 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 
Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon  

 [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, 
yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap 
UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak 99 dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 
mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau 
privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-
Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. 
kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang 
diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

 [3.9] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005, 
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 
2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 
memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional 
pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut 
harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 

 [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon I mendalilkan diri sebagai perorangan warga 
negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak 
konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi 
manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam 
naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon, UU 
4/2014 akan memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di 
lingkungan kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi 
kekuasaan kehakiman. Bilamana independensi kekuasaan kehakiman hilang maka pada 
akhirnya juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan 
para advokat, sehingga kualitas pelayanan hukum juga akan merosot dan pada akhirnya 
akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, termasuk proses 
hukum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bila UU 4/2014 dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon I tidak akan mengalami 
kerugian konstitusional di masa datang; Bahwa para Pemohon II mendalilkan diri sebagai 
dosen yang mengabdikan diri untuk menjadi pendidik di Fakultas Hukum Universitas 
Jember, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 18A 
ayat (1), Pasal 18B, Pasal 18C, dan Pasal 27A UU 4/2014, karena pada pokoknya Panel Ahli 
yang dibentuk oleh Komisi Yudisial, dilihat dari ketentuan persyaratan keanggotaannya, 
memiliki kualifikasi akademik minimal seorang magister yang akan melakukan uji 



kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi yang memiliki kualifikasi 
akademik atau memiliki gelar minimal doktor (S3). Menurut para Pemohon II, apabila 
seleksi hakim konstitusi dilakukan oleh orang-orang (dalam Panel Ahli) yang 
dimungkinkan hanya bergelar magister, sudah barang tentu dari segi kualitas-akademik 
tidak profesional dan tidak patut. Selain itu, persyaratan untuk menjadi anggota Panel 
Ahli yang mencantumkan hanya minimal magister, menurut para Pemohon II, menginjak-
injak dan tidak menghargai secara hukum sistem penjenjangan pendidikan nasional. Jika 
ketentuan ini tetap diberlakukan, maka para Pemohon II yang sebagian adalah dosen atau 
pendidik baik di program sarjana, magister, dan doktor, tentu merasa tidak dihormati hak 
101 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumnya sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, para Pemohon merasa 
dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang menegakkan sistem 
pendidikan nasional;  

 [3.11] Menimbang bahwa PERPU 1/2013 yang kemudian menjadi UU 4/2014, menurut 
Mahkamah, mengandung materi yang menyangkut lembaga negara yang 
kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945, yaitu, Mahkamah Agung, DPR, Mahkamah 
Konstitusi, Presiden, dan Komisi Yudisial. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 
51 UU MK, maka yang secara langsung berpotensi dirugikan oleh adanya Undang-Undang 
a quo adalah lembaga negara tersebut di atas. Namun persoalannya, apabila dalam kasus 
a quo terdapat materi yang bertentangan dengan UUD 1945, apakah memang secara 
logika lembaga negara tersebut akan mengajukan permohonan pengujian 
konstitusionalitas UndangUndang a quo ke MK. DPR secara kelembagaan tentunya tidak 
akan pernah mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang a 
quo ke Mahkamah, karena Undang-Undang adalah produk DPR bersama Presiden. 
Apabila DPR menilai terdapat materi dalam PERPU 1/2013 yang bertentangan dengan 
UUD 1945, semestinya DPR tidak akan menerima PERPU 1/2013 untuk menjadi Undang-
Undang, namun dengan diterimanya PERPU 1/2013 menjadi Undang-Undang tidak 
berarti bahwa Undang-Undang a quo pasti dijamin konstitusionalitasnya, mengingat 
pengambilan keputusan di DPR mendasarkan pada mekanisme politik yang berbasis pada 
prinsip mayoritas. Dengan demikian, PERPU 1/2013 yang diterima secara musyawarah 
atau aklamasi sekali pun, artinya disetujui tanpa ada suara yang menolak, belumlah 
secara serta merta dijamin konstitusionalitasnya; Presiden dalam kasus tersebut pasti 
juga tidak akan mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang a quo 
yang berasal dari PERPU yang telah diterima oleh DPR menjadi Undang-Undang karena 
seluruh materi PERPU tersebut berasal dari Presiden. Anggota DPR yang menolak untuk 
menerima PERPU 1/2013 menjadi Undang-Undang tidak mungkin mengajukan 
permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang tersebut meskipun 
seandainya mempunyai dasar yang kuat bahwa Undang-Undang a quo bertentangan 
dengan UUD 1945, karena Mahkamah dalam Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, 
bertanggal 3 Juni 2010, telah memutus bahwa anggota DPR tidak mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) untuk menguji UndangUndang, kecuali terkait dengan hak 
Anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana 
Putusan Nomor 23-26/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 12 Januari 2011; 
Komisi Yudisial sebagai lembaga negara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan 
pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang a quo yang berasal dari PERPU, 
namun persoalannya tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional Komisi 
Yudisial yang diakibatkan oleh berlakunya UU 4/2014, sehingga tentunya tidak ada alasan 
bagi Komisi Yudisial untuk mengajukan permohonan pengujian, terlebih lagi jika justru 
Undang-Undang yang berasal dari PERPU tersebut menambah kewenangannya; 



Mahkamah Agung yang secara konstitusional juga mempunyai hak untuk mengajukan 
permohonan pengujian konstitusionalitas apabila materi PERPU yang telah menjadi 
Undang-Undang ini merugikan hak konstitusionalnya, tentu tidak akan mengajukan 
permohonan pengujian, karena pada saat pertemuan antara pimpinan lembaga negara 
dalam menyikapi penangkapan M. Akil Mochtar - yang pada waktu itu Ketua Mahkamah 
Konstitusi - oleh KPK, Ketua Mahkamah Agung ikut diundang hadir untuk membicarakan 
penerbitan PERPU yang kemudian menjadi Undang-Undang a quo; Bahwa berdasarkan 
hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penegakan 
konstitusi – termasuk menjaga supaya ketentuan Undang-Undang yang di dalamnya 
mengatur kewenangan lembaga negara tidak melanggar UUD 1945 – menjadi bagian dari 
kewajiban konstitusional Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang tidak 
sebatas hanya untuk kepentingan sebuah lembaga negara tertentu saja, tetapi demi 
tegaknya konstitusi yang menjadi kepentingan seluruh warga negara. Para Pemohon I dan 
para Pemohon II tidak mewakili salah satu lembaga negara tersebut, tetapi sebagai warga 
negara, para Pemohon tersebut berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal 
keberlakuan kewenangan masing-masing lembaga negara dan demi tegaknya negara 
hukum dalam hal ini tegaknya aturan tentang kewenangan lembaga negara 103 sesuai 
dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan a quo menjadi kepentingan seluruh 
warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon, yaitu menyangkut kepentingan adanya 
kepastian hukum yang adil; Dalam Permohonannya, para Pemohon I juga mendalilkan 
adanya hak bagi para pembayar pajak (tax payer) untuk mengajukan permohonan 
pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam 
banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak 
(tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation 
without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 
003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat 
Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara 
pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-
Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] 
yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait 
dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak; Bahwa terhadap para 
Pemohon I sebagai advokat yang sering beracara di Mahkamah dan para Pemohon II 
sebagai dosen ilmu hukum yang lembaga pendidikannya memiliki kerjasama dengan 
Mahkamah, sehingga menimbulkan dugaan bahwa para Pemohon memiliki keterkaitan 
erat dengan Mahkamah, menurut Mahkamah, setiap orang memiliki kedudukan yang 
sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, oleh 
karena itu, setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan 
pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Di hadapan 
Mahkamah tidak ada pembedaan perlakukan terhadap para Pemohon, siapa pun mereka;  

 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 
berpendapat bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II mempunyai kedudukan hukum 
atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo; 104 Pokok Permohonan  

 [3.13] Menimbang, pada pokoknya para Pemohon I dan para Pemohon II mendalilkan 
bahwa pengaturan mengenai penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi; 
mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; sistem pengawasan hakim 
konstitusi; komposisi dan kualifikasi anggota Panel Ahli; pembentukan Majelis 
Kehormatan Hakim Konstitusi; yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo serta 
kewenangan Komisi Yudisial untuk turut serta mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi 
adalah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para Pemohon I pula, UU 4/2014 telah 



menyinggung kewenangan beberapa lembaga negara yang telah diatur secara limitatif 
dalam UUD 1945; 

 [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ahli Prof. H.A.S 
Natabaya S.H., LL.M., yang diajukan oleh para Pemohon I pada persidangan tanggal 4 
Februari 2014, dan Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Ahli Dr. Jayus, S.H., 
M.Hum dan Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. yang diajukan oleh para Pemohon II 
yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;  

 [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca 
keterangan tertulis dari Presiden dan DPR yang pada pokoknya mengemukakan bahwa 
UU 4/2014 adalah konstitusional;  

 [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari Komisi 
Yudisial, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;  

 [3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari Ahli yang 
diajukan oleh Presiden, yaitu, Dr. Maruarar Siahaan S.H.; Prof. Philipus M. Hadjon; Dr. 
Tamrin Amal Tomagola, S.H.; Prof. Saldi Isra, S.H.; dan Fajrul Falaakh S.H., M.H. M.Sc., 
yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;  

 [3.18] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para 
Pemohon, keterangan Presiden, keterangan tertulis DPR, keterangan ahli yang diajukan 
oleh para Pemohon dan keterangan tertulis ahli dari Presiden, dan bukti-bukti 
surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, serta kesimpulan tertulis para Pemohon 
dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk 
Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Pendapat Mahkamah  

 [3.19] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu 
menyatakan bahwa putusan Mahkamah hanya berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat 
bukti dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, adanya tekanan opini publik dalam 
mengambil putusan haruslah dihindarkan oleh hakim. Betapapun kuatnya tekanan 
tersebut baik yang berasal dari anggota masyarakat, pejabat eksekutif, maupun anggota 
badan perwakilan, hakim harus tetap independen. Jika hakim terpengaruh oleh tekanan 
tersebut maka terkuburlah kekuasaan kehakiman yang independen dan dapat dipastikan 
hakim akan tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan-kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman 
sangat berpotensi untuk menekan hakim dan bila hal demikian terjadi yang menjadi 
korban adalah masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya 
serta kepentingan penegakan hukum konstitusi secara berkesinambungan. Oleh karena 
itu, hakim berkewajiban untuk menegakkan independensi pada dirinya, sebaliknya 
masyarakat maupun kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman juga wajib untuk 
menegakkan independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan 
termasuk di dalamnya pengambilan putusan. Apabila ada pihak yang melakukan tekanan 
kepada Mahkamah dengan membentuk opini-opini publik, apalagi pihak tersebut 
merepresentasikan cabang kekuasaan yang lain, hal demikian telah melanggar prinsip 
kebebasan kekuasaan kehakiman yang secara universal dapat dikategorikan telah 
melakukan tindakan contempt of court;  

 [3.20] Menimbang bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi negara dalam mengatur 
ketatanegaraan Indonesia. Salah satu materi yang diatur dalam hukum tertinggi tersebut 
adalah lembaga-lembaga negara. Oleh karena sebagai hukum tertinggi negara, UUD 1945 
bersifat normatif, artinya mengikat kepada semua lembaga negara dalam menjalankan 
fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam hubungan 
antara lembaga negara, UUD 1945 mengandung prinsip checks and balances antar 
lembaga negara yang satu dengan yang lain berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi 
kekuasaan (power limited by power) dan bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain 
(power supervises other powers), apalagi kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan lain (power 
controls other powers). Kekuasaan pemerintahan dipandang sebagai mahadaya yang 



harus dibatasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Checks 
and balances menjaga agar suatu cabang pemerintahan tidak terlalu kuat kekuasaannya. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, itulah makna relevansinya Mahkamah 
Konstitusi diberi kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Artinya, karena kewenangan lembaga negara 
diberikan oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi maka Mahkamah Konstitusi sebagai 
pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk menyelesaian sengketa 
konstitusional harus memutus berdasar hukum yang tertinggi tersebut, yaitu UUD 1945 
apabila terjadi sengketa konstitusional antar lembaga negara. Sengketa tersebut tidak 
boleh dibiarkan berlarut-larut dan digantungkan pada penyelesaian proses politik tetapi 
harus diselesaikan secara hukum. Demikianlah implementasi prinsip negara demokrasi 
konstitusional (democratic constitutional state); Selain itu, dalam rangka menjaga sistem 
ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 
1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid 
sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing 
lembaga tersebut. Dalam hal Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas 
ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara maka Mahkamah harus menerapkan 
penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh 
menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga 
ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila 
Mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan 
penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur lembaga negara 
dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-
Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas 
DPR, atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 
untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya. Memang benar bahwa 
Mahkamah adalah penafsir UUD 1945, yaitu, menafsirkan ketentuan yang dapat 
menimbulkan multitafsir, namun penafsiran tersebut haruslah diletakkan dalam kerangka 
menjaga dan menegakkan UUD 1945 dengan tidak mengubah UUD 1945. Sebagai contoh, 
Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 27 
Maret 2013, yang mengembalikan kewenangan DPD sesuai dengan UUD 1945; Putusan 
Nomor 56/PUU-VI/2008 mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 17 
Februari 2009, mengenai permohonan adanya Calon Presiden Independen; dan Putusan 
Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian konstitusionalitas UndangUndang Nomor 
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, bertanggal 23 Agustus 2006, mengenai kewenangan Komisi 
Yudisial untuk mengawasi hakim, adalah putusan-putusan dalam rangka menjaga 
konstitusi;  

 [3.21] Menimbang bahwa salah satu materi UU 4/2014 adalah mengatur proses 
pengangkatan Hakim Konstitusi. Ketentuan UUD 1945 yang mengatur materi tersebut 
adalah Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi 
mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, 
yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” UUD 1945 dalam beberapa pasalnya 
menggunakan kata yang sama maknanya dengan "ajukan" selain yang terdapat dalam 
Pasal 24C UUD 1945 a quo, yaitu sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) : ”Presiden berhak 
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 21 : 



“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang.” Pasal 22D ayat (1) : “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Pasal 23 ayat (2) : 
“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Menurut Mahkamah, kata “diajukan” atau 
“mengajukan” dalam beberapa pasal UUD 1945 tersebut mempunyai makna yang sama 
karena kata tersebut dipakai oleh UUD 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi. 
Pengajuan yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara, apakah Presiden, Mahkamah 
Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, adalah merupakan 
kewenangan atributif yang bersifat mutlak bagi masing-masing lembaga secara penuh 
yang tidak dapat diberi syarat-syarat tertentu oleh Undang-Undang dengan melibatkan 
lembaga negara lain yang tidak diberikan kewenangan oleh UUD 1945. Menurut 
Mahkamah, Undang-Undang yang mengatur pengajuan calon Hakim Konstitusi melalui 
Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial – walaupun 3 (tiga) dari 7 (tujuh) orang 
anggotanya masing-masing ditunjuk oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden – telah 
nyata-nyata mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan 
Presiden. Sama halnya apabila pengajuan Rancangan Undang-Undang, termasuk RAPBN 
oleh Presiden harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara yang lain 
adalah juga pasti mereduksi kewenangan Presiden. Demikian juga DPD yang mengajukan 
Rancangan Undang-Undang tertentu kepada DPR yang harus melalui Panel Ahli yang 
dibentuk oleh lembaga negara yang lain juga akan mereduksi kewenangan DPD. Begitu 
pula dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan calon Hakim Agung jika 
harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara lain juga akan mereduksi 
kewenangan Komisi Yudisial. Lain halnya apabila lembaga negara yang bersangkutan 
membentuk panitia yang akan menyeleksi secara intern untuk melaksanakan 
kewenangan konstitusionalnya dalam mengajukan calon Hakim Konstitusi. Hal demikian 
tidaklah bertentangan dengan konstitusi karena tidak ada kewenangan konstitusional 
lembaga negara yang direduksi; Penggunaan kata “Ahli” pada “Panel” ini menimbulkan 
pertanyaan tentang keahlian dalam bidang apa sebenarnya yang diperlukan. Syarat 
keahlian pada Panel Ahli haruslah terukur secara rasional. Dengan demikian, untuk 
menjadi anggota Panel Ahli pun sewajarnya dilakukan tes untuk menentukan apakah 
telah memenuhi syarat keahlian yang diperlukan untuk memilih Panel Ahli yang akan 
melakukan tes pada pemilihan Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi memiliki karakteristik 
tersendiri, yang dalam UUD 1945, karakteristik khusus tersebut disebutkan sebagai 
seorang negarawan. Meskipun syarat “negarawan” adalah sulit untuk ditentukan 
kriterianya secara pasti, namun hal demikian haruslah dipahami betapa pembentuk UUD 
1945 secara sadar mengidealkan bahwa dalam diri seorang Hakim Konstitusi sekurang-
kurangnya layak untuk diharapkan memiliki kepribadian dimaksud. Hakim Konstitusi 
hanya terdiri atas sembilan orang dan jika dibandingkan dengan hakim Mahkamah 
Konstitusi di negara lain, jumlah hakim sembilan orang adalah jumlah yang paling sedikit. 
Dari seorang Hakim Konstitusi yang diharapkan adalah pendapat hukumnya dalam 
membuat putusan. Dengan hanya satu Panel Ahli untuk pemilihan Hakim Konstitusi yang 
berasal dari tiga lembaga negara maka secara pasti akan terpilih Hakim Konstitusi yang 
sama standarnya termasuk juga kesamaan latar belakangnya sebagaimana yang 
diinginkan oleh Panel Ahli. Dalam pemilihan Hakim Konstitusi, harus dihindarkan adanya 
unsur favoritisme dan popularisme. Oleh karenanya, tes pemilihan hakim bukanlah tes 
litmus bagi calon hakim dari kacamata pemilihnya, yaitu, Panel Ahli, padahal subjektivitas 



Panel Ahli tidak dapat dihindari. Dengan dasar pemikiran tersebut, adanya tim seleksi 
yang dibentuk oleh masing-masing lembaga negara dapat menghindarkan dominasi 
subjektivitas Panel Ahli dalam pemilihan Hakim Konstitusi dan dapat menghindari 
terpilihnya Hakim Konstitusi yang memiliki latar belakang yang sama (homogen). Justru 
keragaman latar belakang itulah yang diperlukan di antara kesembilan Hakim Konstitusi, 
bukan homogenitas kesembilan Hakim Konstitusi. Makna bahwa Hakim Konstitusi dipilih 
oleh lembaga negara yang berbeda tidak hanya sekedar bagi-bagi porsi kewenangan 
namun mempunyai substansi tujuan yang lebih mendasar, yaitu adanya tiga kelompok 
Hakim Konstitusi yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda karena 
berasal dari pilihan tiga cabang kekuasaan negara; Walaupun bakal calon Hakim 
Konstitusi yang akan diseleksi oleh Panel Ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
a quo berasal dari Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden masing-masing satu orang, dan 
empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial, namun adanya satu Panel Ahli yang dibentuk 
oleh Komisi Yudisial menjadi sangat menentukan dalam penyeleksian calon hakim 
konstitusi, sehingga hal demikian jelas mereduksi, bahkan mengambil alih kewenangan 
Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Oleh karena itu, adanya satu Panel Ahli untuk 
memilih Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 di samping bertentangan 
dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari 
perlunya Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda. Pasal 24C UUD 1945 
memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga 
negara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang mengenai 
tatacara pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 beralasan 
menurut hukum;  

 [3.22] Menimbang bahwa UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam 
pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut 
Mahkamah, bahwa checks and balances adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk 
mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam praktik 
ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, checks and balances diwujudkan 
dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap Undang-Undang yang telah disahkan 
oleh Kongres. Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena 
antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan 
kekuasaan. Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun rule of law state 
adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan 
terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak 
bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip 
negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai 
kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. 
Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha 
negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan keputusan 
tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, 
kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain 
diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, 
sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan 
kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan 
kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara universal dan UUD 
1945 telah mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun 
yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan 
kehakiman; Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan 



kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang 
membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah 
sebuah privilege dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan 
kehakiman dalam sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, sebagaimana 
dinyatakan oleh Montesquieu, adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-
wenangan kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Meskipun kekuasaan 
kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan 
kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, 
termasuk hakim konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum 
apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang 
masing-masing pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan forum 
penyelesaiannya. Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah 
memutus dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa 
Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B 
UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi 
apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan 
Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam praktik negara hukum, tidak 
pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benarnya 
oleh lembaga negara yang lain, alih-alih oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang 
berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan 
fungsinya menyelesaikan sengketa (dispute settlement) yang dapat menimbulkan 
ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai contempt 
of court. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia 
namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman kebebasan tersebut dibatasi 
dengan mensyaratkan formalitas, bahkan pembatasan tersebut dapat berupa sanksi 
pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Negara Eropa yang dapat 
dikatakan sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, bahkan membatasi kebebasan 
menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal demikian 
dapat ditemukan dalam Article 10 European Convention on Human Rights yang 
menyatakan: (1) Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include 
freedom to hold opinions and to recieve and impart information and ideas without 
interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent 
States from requiring the licensing of broadcasting television or cinema enterprises. (2) 
The exercise of these freedom since it carries with it duties and responsibilities, may be 
subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law 
and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial 
integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of 
health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing 
the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and 
impartiality of the judiciary. Bahwa negara-negara Eropa yang berdasarkan demokrasi 
liberal dan sangat menjunjung tinggi kebebasan menyatakan pendapat membatasi 
kebebasan tersebut demi menjaga kewenangan dan imparsialitas lembaga peradilan, dan 
tentunya hal tersebut diperlukan untuk menegakkan negara hukum, bukan untuk 
kepentingan kekuasaan lembaga peradilan. Persoalannya justru bagaimana dengan 
sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak berdasarkan demokrasi liberal. Apakah 
dalam penggunaan hak kebebasannya dalam negara hukum akan lebih liberal dari 
negara-negara Eropa. Tentunya pembentuk Undang-Undang yang akan menjawabnya; 
Memang peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan tidaklah 
langsung, namun Pasal 87B UU 4/2014 menimbulkan banyak persoalan hukum. Ayat (2) 
pasal a quo menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti 



Undang Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan.” Permasalahan hukum pertama 
adalah apa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan dari PERPU. Mahkamah 
berpendapat bahwa secara konstitusional PERPU memiliki kekuatan mengikat yang sama 
dengan UndangUndang. Oleh karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga harus 
sama dengan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Ketentuan yang 
termuat di dalam Pasal 87B UU 4/2014 ini bersifat umum. Artinya, peraturan pelaksanaan 
tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari seluruh PERPU dan bukan pelaksanaan dari 
pasal tertentu saja. Oleh karena PERPU sama kekuatan mengikatnya dengan Undang-
Undang, maka peraturan pelaksana yang dimaksud oleh pasal a quo secara konstitusional 
tidak ada lain kecuali Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 
yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang sebagaimana mestinya.” Dengan demikian, atas perintah ketentuan ini 
Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan. Permasalahan kedua menyangkut 
frasa yang menyatakan, "... harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini diundangkan." Penjelasan Pasal 87B 
menyatakan, “Cukup jelas”. Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai berdasar rumusan 
kalimat atau frasa yang tertulis dari aspek tatanan kalimat dan bahasa yang digunakan 
dan tidak dapat dimaknai di luar bahasa yang digunakan, serta bukan berdasar penafsiran 
perorangan atau Pemerintah maupun DPR, karena UndangUndang yang dinyatakan 
dalam simbol bahasa tersebut telah mengikat umum dan menjadi milik publik pula. Frasa 
yang menggunakan kata “harus”, pastilah punya makna normatif untuk ditaati. Apabila 
tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah “harus” tersebut. PERPU 
1/2013 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh 
pada 17 Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU 
tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran 
menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan pelanggaran pidana dapat dijatuhi 
pidana. Ketentuan Pasal 87B bermaksud memberikan kewenangan delegatoir kepada 
pembuat peraturan pelaksana, namun jika dibaca rumusannya, ketentuan kewenangan 
delegatoir tersebut disyarati, yaitu, waktunya selama tiga bulan. Hal tersebut terbukti dari 
frasa "harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan". Oleh karena ketentuan ini bukan 
mengatur pidana tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan, sehingga jika ternyata 
kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan tersebut akan 
kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 
Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan 
Pemerintah. Pasal 87B telah habis masa berlakunya, artinya delegasi kewenangan 
membuat peraturan pelaksanaan telah daluwarsa; Permasalahan hukum ketiga timbul 
dari rumusan Pasal 87B ayat (3) a quo yang menyatakan, “Selama peraturan pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan 
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.” Sebagaimana 
diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah 
pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya delegasi untuk mengatur. Hal itu menurut 
Mahkamah, secara konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan Pemerintah, 
sedangkan ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk membentuk Panel Ahli 
dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya merupakan hal berbeda. 
Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan menghasilkan peraturan yang 
bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis 
Kehormatan akan menghasilkan keputusan yang konkret; Bahwa hal berikutnya berkaitan 
dengan kapan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim 
Konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 87B ayat (3) UU 4/2014 yang menyatakan, "Selama 



peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, 
pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan 115 oleh 
Komisi Yudisial". Sejak PERPU a quo diundangkan sampai dengan permohonan ini 
diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum 
ditetapkan, sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahli dan 
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Demikianlah maksud PERPU tersebut – terlepas 
konstitusional atau tidak konstitusionalnya – mengenai apa yang harus dilakukan oleh 
Komisi Yudisial menurut PERPU yang telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat 
Mahkamah di atas memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU a quo dibuat 
yang tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim 
Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pelibatan Komisi Yudisial 
sebagaimana ketentuan dalam UU 4/2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan 
hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 
005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional 
bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang 
mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan 
penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya 
harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya judicial review ini demi menjaga tegaknya 
konstitusi. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa 
dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pembentukan Majelis 
Kehormatan Hakim Konstitusi beralasan menurut hukum; 

 [3.23] Menimbang bahwa UU 4/2014 mengubah ketentuan yang mengatur tentang 
syarat Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 
a quo yang menyatakan, “Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling 
singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.” Ketentuan a 
quo dicantumkan dalam PERPU 1/2013 setelah kejadian tertangkap tangannya M. Akil 
Mochtar, yang waktu itu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh KPK. Oleh karenanya, 
sulit untuk dilepaskan anggapan bahwa ayat ini tidak didasarkan atas kenyataan bahwa 
M. Akil Mochtar berasal dari politisi/Anggota DPR sebelum menjadi Hakim Konstitusi. 
Dengan demikian, 116 Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 dicantumkan berdasarkan 
stigma yang timbul dalam masyarakat. Bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul, 
termasuk hak untuk menjadi anggota partai politik dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) 
UUD 1945 dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan adalah hak yang dijamin Pasal 
28D ayat (3) UUD 1945. Stigma biasanya menggeneralisasi, yaitu apa yang telah terjadi 
pada M. Akil Mochtar kemudian dijadikan dasar bahwa setiap anggota partai politik 
pastilah tidak pantas menjadi Hakim Konstitusi. Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-
hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut padahal 
haknya dijamin oleh UUD 1945. Hak untuk menjadi Hakim Konstitusi bagi setiap orang 
adalah hak dasar untuk ikut dalam pemerintahan. Oleh karenanya, setiap pembatasan 
terhadap hak tersebut haruslah memiliki landasan hukum yang kokoh dan valid. 
Mahkamah pernah memutus satu ketentuan dalam Undang-Undang yang didasarkan 
atas suatu stigma, yaitu larangan bagi seorang warga negara untuk menjadi calon anggota 
DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota yang terlibat tidak langsung dalam 
peristiwa G30S/PKI yang menyatakan, ”...bahwa dari sifatnya, yaitu pelarangan terhadap 
kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Pasal 60 huruf g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok 
sebagaimana dimaksud. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai 
kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;” [vide Putusan Nomor 011-
017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004]. Pertimbangan Mahkamah mengenai 



larangan melakukan hukuman politik berdasarkan stigma tersebut harus berlaku pula 
untuk perkara a quo, yaitu tidak membuat aturan berdasarkan stigmatisasi baik terhadap 
anggota partai politik atau anggota DPR, maupun kelompok atau golongan masyarakat 
lainnya, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi. Dari segi 
original intent pengajuan Hakim Konstitusi dari DPR dimaksudkan bahwa DPR bebas 
memilih calon Hakim Konstitusi termasuk dari Anggota DPR yang memenuhi syarat, 
asalkan pada saat menjadi Hakim Konstitusi melepaskan keanggotaannya dari partai 
politik. Sumber calon Hakim Konstitusi haruslah dibuka seluas-luasnya dari berbagai latar 
belakang, sepanjang sesuai dengan syaratsyarat yang telah ditentukan; Bahwa korupsi 
haruslah diberantas adalah benar, tetapi memberikan stigma dengan menyamakan 
semua anggota partai politik sebagai calon koruptor dan oleh karenanya berkepribadian 
tercela dan tidak dapat berlaku adil sehingga tidak memenuhi syarat menjadi Hakim 
Konstitusi adalah suatu penalaran yang tidak benar. Perilaku tercela dan tidak adil 
merupakan tabiat individual yang harus dilihat secara individual juga. Di samping 
melanggar UUD 1945, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 
4/2014 tersebut sangatlah rentan untuk diselundupi. Partai politik di Indonesia cukup 
banyak, tidak saja yang lolos ikut pemilihan umum tetapi juga yang tidak lolos ikut 
pemilihan umum. Sudahkah semua partai politik mempunyai daftar anggota yang disusun 
secara tertib dan terdapat kewajiban bagi partai politik mengeluarkan kartu anggota 
kepada anggotanya. Kalaupun ada seseorang menyatakan diri sudah sejak tujuh tahun 
tidak menjadi anggota partai politik, adakah catatan resmi yang bisa memberi kepastian 
hal tersebut sebab jika tidak ada catatan resmi, akan dengan mudah dipalsukan. Siapakah 
yang harus memberikan keterangan bahwa seseorang paling tidak sudah tujuh tahun 
tidak menjadi anggota partai politik. Tentunya supaya benar dan dapat dipastikan, 
keterangan tersebut haruslah diperoleh dari semua pengurus partai yang ada di 
Indonesia, termasuk partai lokal. Keanggotaan partai politik tidak dapat didasarkan atas 
dugaan semata. Bagaimana halnya dengan mereka yang menjadi simpatisan partai politik. 
Atas dasar rasionalitas apa sesungguhnya ketentuan ini dibuat. Mungkin saja terjadi 
seseorang yang hanya menjadi simpatisan partai politik tertentu, namun keterlibatannya 
dalam partai politik tersebut justru sangat dalam, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dibandingkan dengan anggota biasa. Kepada siapa sebetulnya larangan ini 
ditujukan. Kepada simpatisan tersebut atau memang kepada anggota biasa. Lain halnya 
jika larangan ini ditujukan kepada anggota partai politik yang pernah duduk menjadi 
Anggota DPR, yang akan sangat jelas maksudnya. Persoalan lain yang juga akan muncul 
adalah, bagaimana jika anggota partai politik tersebut menjadi anggota DPD. Larangan ini 
mungkin dapat dilakukan kepada pengurus partai, namun demikian apakah ada catatan 
yang memadai siapa saja pengurus partai dari tingkat pusat sampai daerah. Pengurus 
partai di tingkat pusat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Masalahnya, 
bagaimana dengan kepengurusan partai di tingkat daerah sampai terbawah. Apakah juga 
ada catatan resminya disertai dengan kepemimpinan siapa yang sah dan valid, karena 
seringkali pula terjadi adanya sengketa keabsahan kepengurusan partai politik, baik di 
tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah; Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 24C 
ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan 
a quo tanpa landasan konstitusional yang benar sebagaimana ditentukan Pasal 28J ayat 
(2) UUD 1945. Pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 lebih didasarkan 
pada stigmatisasi belaka yang dalam penerapannya penuh dengan permasalahan hukum, 
sehingga dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai syarat yang ditentukan 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 beralasan menurut hukum;  

 [3.24] Menimbang bahwa pendapat Mahkamah mengenai tiga substansi hukum 
sebagaimana diuraikan di atas adalah pendapat terhadap jantung atau substansi inti UU 



4/2014. Oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa 
ketentuan dalam UU 4/2014 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan 
keseluruhan UU 4/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945;  

 [3.25] Menimbang bahwa selain itu, karena UU 4/2014, berasal dari PERPU 1/2013, 
Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut: Mahkamah dalam Putusan Nomor 
138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, telah dengan jelas menyatakan bahwa oleh 
karena materi PERPU adalah sama dan setingkat dengan materi Undang-Undang maka 
Mahkamah berwenang untuk menguji apakah PERPU tersebut bertentangan atau tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. Presiden berwenang untuk mengeluarkan PERPU hanya 
dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Syarat ini ditetapkan oleh konstitusi yang 
oleh karenanya mengikat. Tanpa adanya kegentingan yang memaksa Presiden tidak 
berwenang untuk membuat PERPU; Materi muatan PERPU adalah materi muatan 
Undang-Undang, mempunyai daya berlaku seperti Undang-Undang, mengikat umum 
sejak diundangkan, artinya sama dengan produk legislatif yaitu Undang-Undang. Dalam 
negara demokrasi, produk legislatif dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat atau 
parlemen. PERPU yang sama materi dan kekuatannya dengan Undang-Undang tidak 
dibentuk oleh Presiden bersama DPR [vide Pasal 20 UUD 1945], tetapi hanya dibentuk 
oleh Presiden seorang diri. Oleh karenanya, sangat beralasan jika UUD 1945 memberi 
syarat dalam keadaan apa PERPU dapat dibentuk oleh Presiden yaitu keadaan 
kegentingan yang memaksa; Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 
Februari 2010, menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yaitu: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan 
mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-
Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 
kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan 
hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara 
prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan 
yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.” Dengan demikian, 
meskipun kegentingan yang memaksa menjadi kewenangan Presiden untuk 
menafsirkannya, yang artinya diserahkan pada subjektifitas Presiden, namun subjektifitas 
itu harus ada dasar objektifitasnya, dan pembatasan tersebut disyaratkan oleh konstitusi. 
Pembentukan PERPU tidak boleh disalahgunakan, mengingat sebenarnya materi PERPU 
adalah materi Undang-Undang yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh Presiden tanpa 
persetujuan DPR. Ketiga syarat konstitusionalitas sebagaimana disebutkan di atas adalah 
sebagai indikasi kegentingan yang memaksa, atau dengan kata lain, karena adanya 
keadaan tertentu yang harus diatasi segera supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum. 
Hal tersebut dilakukan dengan pembentukan hukum, dalam hal ini PERPU; PERPU harus 
mempunyai akibat prompt immediately yaitu “sontak segera” untuk memecahkan 
permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, PERPU 1/2013 tidak ada akibat hukum yang 
“sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun PERPU telah menjadi Undang-
Undang, PERPU tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun; 
Konsiderans (menimbang) PERPU tidak mencerminkan adanya kesegeraan tersebut, yaitu 
apa yang hanya dapat diatasi secara segera. Panel Ahli sampai sekarang belum kunjung 
terbentuk, perekrutan Hakim Konstitusi untuk menggantikan M. Akil Mochtar belum 
dapat dilakukan, justru semakin tertunda karena adanya ketentuan yang terdapat dalam 
PERPU. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum terbentuk dan kalaupun terbentuk 
pun tidak ada masalah mendesak yang harus diselesaikan; Dari uraian tersebut di atas, 
pembentukan PERPU 1/2013 tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang 
memaksa. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dikemukakan oleh ahli Prof. H.A.S 
Natabaya, S.H., LL.M. bahwa “ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, di tengah 
digerek kumbang.”; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 



keadaan kegentingan yang memaksa, yang disyaratkan oleh UUD 1945 dan Putusan 
Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, dalam penetapan PERPU, tidak terpenuhi;  

 [3.26] Menimbang oleh karena UU 4/2014 beserta lampirannya dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sebagaimana amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini, maka Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan berlaku kembali sebagaimana 
sebelum diubah oleh PERPU 1/2013 yang kemudian menjadi UU 4/2014 

8. QR Code Putusan MK :  - 
 

8. Putusan Nomor 2/PUU-XII/2014 
1. Nomor Putusan : 2/PUU-XII/2014 
2. Tanggal Putusan : 13 Februari 2014 
3. Undang-Undang yang diuji : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi 

4. Pemohon : Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.Dr. Nurul Ghufron, 
S.H.,M.H, Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.Firman Floranta 
Adonara, S.H.,M.H., Samuel Saut Martua, S.H.,M.H.Dodik 
Prihatin, S.H.,M.Hum.Iwan Rachmat Soetijono, S.H.,M.H. 

5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  

1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi 
Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  

1.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi 
Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

1.3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah 
oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian 
menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493); 



2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  

 a. Norma Semula  Seluruh undang-undang nomor 4 Tahun 2014 (PUU Formil);  
 b. Diubah menjadi  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana 
sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian 
menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi Menjadi UndangUndang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5493) 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
  [3.1] Menimbang, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih 

lanjut, Mahkamah memandang perlu untuk menggabungkan dua permohonan yaitu 
Permohonan Nomor 1/PUU-XII/2014 (para Pemohon I) dan Permohonan Nomor 2/PUU-
XII/2014 (para Pemohon II) dalam satu putusan, karena kedua permohonan tersebut 
diregistrasi pada hari yang sama, memiliki substansi yang sama, dan dalil-dalil serta 
pembuktiannya saling berkaitan;  

 [3.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu segera memutus perkara a quo karena terkait 
dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu, pemilihan umum anggota DPR, DPD, 
dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 
yang berpotensi menimbulkan sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi 
kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, sehingga perlu segera ada kepastian 
hukum bagi lembaga negara yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi – dalam 
hal ini DPR - untuk segera menjalankan kewenangannya dalam memilih dan menentukan 
dua orang hakim konstitusi yang keduanya diajukan oleh DPR. Apabila putusan dalam 
perkara ini ditunda, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengisian 
dua Hakim Konstitusi yang lowong tersebut. Ketidakpastian pengisian dua Hakim 
Konstitusi tersebut, akan menghambat Mahkamah dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 terutama dalam penyelesaian sengketa 
pemilu Tahun 2014. Bahkan dapat dipastikan dalam waktu dekat, Hakim Konstitusi hanya 
tersisa tujuh orang dan apabila salah seorang saja di antaranya berhalangan maka 
berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU MK tidak dapat memutus perkara;  

 [3.3] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon I adalah 
menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya 
disebut UU 4/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 ayat 
(3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum.” Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon II 
adalah menguji konstitusionalitas UU 4/2014, khususnya pasal-pasal sebagai berikut: 
Pasal 18A ayat (1) : “Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan 
yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.” Pasal 18B : “Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial.” Pasal 18C 
ayat (3) : “Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki reputasi dan 
rekam jejak yang tidak tercela; b. memiliki kredibilitas dan integritas; c. menguasai ilmu 
hukum dan memahami UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. 
berpendidikan paling rendah magister; e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; 
dan f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.” Pasal 27A ayat (1) : “Mahkamah Konstitusi bersama-
sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi 
dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.” 
Pasal 27A ayat (4) : “Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan 
Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.” 
terhadap UUD 1945 khususnya pasal-pasal sebagai berikut: 90 Pasal 24B ayat (1) : “Komisi 
Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Pasal 24B ayat (2) : “Anggota Komisi Yudisial 
harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki 
integritas dan kepribadian yang tidak tercela.” Pasal 24B ayat (3) : “Anggota Komisi 
Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.” Pasal 24B ayat (4) : “Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial 
diatur dengan undang-undang.” Pasal 24C ayat (3) : “Mahkamah Konstitusi mempunyai 
sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan 
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Pasal 28C ayat (1) : “Setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 
Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat 
(3) : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.”  

 [3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu 
hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. 
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 91 
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan 
Mahkamah  



 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf 
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
diubah terakhir dengan UU 4/2014, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), 
salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang 
terhadap UUD 1945;  

 [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon I mengajukan Permohonan bertanggal 26 
Desember 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 
1/PUU-XII/2014 pada tanggal 8 Januari 2014 dan para Pemohon II mengajukan 
Permohonan bertanggal 28 Desember 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi dengan Nomor 2/PUU-XII/2014 pada tanggal 8 Januari 2014. Pada saat para 
Pemohon mendaftarkan permohonannya, para Pemohon belum mencantumkan nomor 
Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujiannya oleh para Pemohon tersebut adalah Undang-Undang yang berasal dari 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456, selanjutnya disebut PERPU 1/2013) 
yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 19 Desember 2013 disetujui 
untuk menjadi Undang-Undang. Pada tanggal 15 Januari 2014, PERPU 1/2013 a quo 
disahkan oleh Presiden menjadi UU 4/2014; Bahwa dalam sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Januari 2014, Mahkamah telah 
memberi nasihat kepada para Pemohon untuk mencantumkan nomor Undang-Undang 
yang berasal dari PERPU 1/2013 tersebut, yaitu, menjadi UU 4/2014. Meskipun pada saat 
mendaftarkan permohonan pengujian UU 4/2014 a quo, para Pemohon belum 
mencantumkan nomor Undang-Undang dimaksud karena pengesahan oleh Presiden baru 
dilakukan pada 15 Januari 2014, namun oleh karena maksud para Pemohon jelas, yaitu, 
menguji Undang-Undang yang berasal dari PERPU 1/2013 dan oleh Mahkamah dalam 
pemeriksaan pendahuluan tersebut telah dinasihatkan untuk mencantumkan nomor 
Undang-Undang, yaitu, Nomor 4 Tahun 2014 serta dalam sidang perbaikan permohonan 
yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Januari 2014, para Pemohon telah memperbaiki 
permohonannya dengan mencantumkan Nomor Undang-Undang yang diuji, maka 
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan 
formil sebagai pengujian UndangUndang sehingga Mahkamah berwenang untuk 
memeriksa permohonan para Pemohon; Bahwa terhadap keterangan tertulis Komisi 
Yudisial yang mengemukakan bahwa Mahkamah seharusnya tidak melakukan pengujian 
terhadap Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi, Mahkamah merujuk 
beberapa pertimbangan yang termuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya dan 
menjadikannya pula sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut: a. Putusan 
Nomor 004/PUU-I/2003, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung, bertanggal 30 Desember 2003, yang mengenyampingkan 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam 
halaman 10 s.d. 14, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “Pasal 24C ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ini merupakan dasar kompetensi Mahkamah 
Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, 



yang sifatnya limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajalah yang 
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kewenangan dimaksud di satu 
pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain, dan di lain pihak tidak dapat dikurangi 
kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal dimaksud yang terjadi dengan jalan 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana 
diatur dalam Pasal 37; Meskipun dalam ayat (6) Pasal 24C dinyatakan bahwa 
“pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan 
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”, yang hal ini 
kemudian dilakukan dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, 93 
tidaklah dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang dapat melakukan pengaturan 
yang bertentangan dengan pokok substansi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar; 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental untuk 
ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Perlunya hal-hal lain untuk diatur dalam 
undang-undang sebagaimana dimaksud oleh ayat (6) Pasal 24C Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diartikan tidak lain untuk memungkinkan 
dan mendukung agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya 
sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Kedudukan undang-undang 
sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang 
Dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar. In casu dalam perkara permohonan ini adanya Pasal 50 
Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur pembatasan kewenangan 
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat menghambat 
pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Untuk melaksanakan ayat (6) 
dimaksud pembuat undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan hal 
yang terbaik dan dianggap tepat, namun pembentuk undang-undang tidak dapat 
mengubah hal-hal yang secara tegas telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, apalagi 
menyangkut kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 
50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah 
Konstitusi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan bertentangan dengan doktrin hirarki norma hukum yang telah diakui dan diterima 
secara universal; Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga 
negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. 
Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang 
Dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan 
demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas 
dan kewenangan konstutusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib 
ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, 
segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam 
arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; Ketentuan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas membedakan mengenai 
perumusan kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A ayat (1) dan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1). Kewenangan Mahkamah Agung 
dirumuskan secara tidak limitatif (non–limitatif), karena sebagian masih dapat ditentukan 
lebih lanjut dengan undang-undang sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dirumuskan tegas dan bersifat limitatif. Karena itu, pembentuk undang-undang - dalam 
hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden - diberi kewenangan oleh Undang-
Undang Dasar untuk menambah dan melengkapi ketentuan tentang kewenangan 
Mahkamah Agung. Akan halnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan 



Rakyat bersama Presiden tidaklah berwenang menambah dan 94 karena itu secara a 
contrario juga tidak berwenang mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu 
dengan undang-undang. Karena itu, landasan hukum yang dapat dipakai untuk 
menentukan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak berwenang untuk 
memeriksa sesuatu permohonan haruslah didasarkan atas ketentuan Undang-Undang 
Dasar bukan undangundang. Jika seandainya benar – quod non – Pasal 50 Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2003 dipandang sebagai delegasi wewenang secara sah yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka 
timbul kekosongan dimana tidak ada badan peradilan atau lembaga tertentu yang disebut 
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji undang-undang yang 
diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999, sebagaimana yang dihadapi dengan 
permohonan uji undangundang dalam permohonan a quo. Dalam hal demikian 
Mahkamah Konstitusi juga wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh 
menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban 
Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud, sehingga terlepas dari adanya 
ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi 
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini oleh karena salah satu 
maksud dari kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk membawa semua perbedaan 
pendapat tentang hukum yang menyangkut undang-undang yang dipandang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar untuk diselesaikan oleh pihak ketiga yang 
netral dan imparsial, berdasar hukum dan keadilan; Pembatasan undang-undang yang 
boleh diuji terhadap Undang-Undang Dasar hanya sebatas undang-undang sejak 
perubahan pertama maka jika sekiranya benar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon 
bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo 
mengandung diskriminasi yang menyolok dan bertentangan dengan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, manakala diterapkan akan 
membiarkan adanya ketidakadilan yang boleh diterima oleh warga negara karena dia 
diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan ketidakadilan yang dikandung oleh undang-undang yang 
diundangkan setelah perubahan pertama, yang tidak diterima dan boleh diuji oleh 
Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 
tersebut akan menciptakan berlakunya tolok ukur ganda dalam sistim hukum Indonesia 
dengan tetap membiarkan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Undang-
Undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun undang-undang tersebut melanggar hak 
konstitusional seseorang, sementara itu pada waktu yang bersamaan harus dinyatakan 
sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat undang-undang yang melanggar dan 
merugikan hak konstitusional seseorang; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di 
atas dan sejalan dengan rumusan bunyi sumpah/janji jabatan hakim konstitusi yang 
antara lain berisi pernyataan sumpah/janji akan ”… menjalankan segala peraturan 
perundangundangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945…” maka meskipun Pasal 50 Undang-undang 95 Nomor 24 
Tahun 2003 tidak termasuk objek pengujian, Hakim Mahkamah Konstitusi karena 
jabatannya akan memeriksa perkara permohonan in casu dengan mengenyampingkan 
Pasal 50 tersebut dengan berpegang teguh kepada bunyi sumpah/janji sebagaimana 
dimaksud dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 untuk 
memastikan bahwa keterikatan hakim konstitusi dalam menjalankan segala peraturan 
perundangundangan itu adalah sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut 
sejalan dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Jikalau ada peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan 



atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan kewenangan yang 
dimilikinya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak terikat pada peraturan 
perundang-undangan dimaksud atau jika peraturan dimaksud berbentuk undang-undang 
dan dimohon untuk diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka sudah dengan 
sendirinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengujinya sesuai dengan ketentuan 
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan 
demikian Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus permohonan 
Pemohon sebagaimana mestinya dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 
Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tersebut...”; b. Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, 
tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, 
bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menegaskan kembali dengan mendasarkan pada 
Putusan Nomor 004/PUU-I/2003 tersebut, bahwa Mahkamah berwenang menguji 
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya 
mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 50 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24C 
ayat (1) UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; c. Putusan Nomor 
49/PUU-IX/2011, tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2011, dalam pertimbangannya, antara lain, 
menegaskan kembali dengan menyatakan sebagai berikut: “ 

 [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus permohonan a quo, akan tetapi untuk menghilangkan adanya 
keragu-raguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi 
dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu 
Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut: a. bahwa keberadaan Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap 
persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan 
yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem 
ketatanegaraan dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan 
Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin dalam 
ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan bagian dari 
penjabaran Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. b. bahwa sebagai negara 
yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, 
Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-
ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya 
konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai 
lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan 
fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir 
undang-undang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran 
itulah seluruh kewenangan Mahkamah diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis 
dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; c. bahwa Mahkamah memahami adanya 
keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh 
para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut 
Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan 
tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait 
dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus 
mengadili permohonan pengujian undangundang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang 



bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili 
permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai 
hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, 
bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan 
perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili 
permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan 
untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian 
bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses 
peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang 
menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang 
tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya 
mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan 
imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 
menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, 
menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 
24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap 
memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai 
dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, 
imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;” Selain mendasarkan pada 
pertimbangan hukum di atas, Mahkamah juga berpendapat bahwa terhadap pandangan 
yang menyatakan Mahkamah seharusnya tidak melakukan pengujian terhadap Undang-
Undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat. Di samping hal demikian 
tidak dilarang oleh UUD 1945, Mahkamah tidak bisa menolak untuk mengadili suatu 
permohonan pengujian Undang-Undang walaupun menyangkut dirinya, karena 
persoalannya, apabila nyata-nyata terdapat Undang-Undang mengenai Mahkamah 
Konstitusi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat dilakukan pengujian 
secara hukum oleh Mahkamah maka pertanyaannya, peradilan mana lagi yang secara 
konstitusional berwenang mengadili pengujian konstitusionalitas terhadap 
UndangUndang tersebut. Sebagaimana putusan Mahkamah untuk mengembalikan 
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pengujian Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [vide Putusan 
Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013] maka tidak menutup 
kemungkinan terdapat materi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat 
merugikan kewenangan Mahkamah. Jika Mahkamah dilarang menguji Undang-Undang 
yang mengatur tentang Mahkamah maka Mahkamah akan menjadi sasaran empuk untuk 
dilumpuhkan melalui pembentukan Undang-Undang untuk kepentingan kekuasaan, yaitu 
manakala posisi Presiden mendapat dukungan yang kuat dari DPR atau sebaliknya. DPR 
memang dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tetapi perubahan 
tersebut lebih bersifat politis. DPR dan Presiden tidak berwenang melakukan pengujian 
melalui mekanisme peradilan dalam penegakan konstitusi. Adanya istilah legislative 
review tidak dapat disamakan dengan judicial review, karena dalam melakukan legislative 
review DPR bersama Presiden sebenarnya tidak melakukan pengujian tetapi melakukan 
perubahan Undang-Undang yang hasilnya tidak secara serta merta menjadi tidak 
bertentangan dengan UUD 1945, yang tidak dapat diuji oleh Mahkamah. DPR dan 
Presiden menurut UUD 1945 tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu 
Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945; Apabila dikaji 
secara historis, judicial review yang kemudian dipraktikkan di banyak negara berdasarkan 



konstitusi masing masing, untuk pertama kali terjadi pada tahun 1803 dalam kasus 
Marbury vs. Madison di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kasus tersebut kemudian 
menjadi kasus yang sangat terkenal dan menjadi rujukan bagi kewenangan lembaga 
peradilan di berbagai negara dalam melakukan pengujian Undang-Undang. Dalam kasus 
tersebut, justru objek yang diuji oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat waktu itu adalah 
Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (Judiciary Act 1789), yaitu, Undang-
Undang yang mengatur Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri. Terhadap Undang-
Undang tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat melakukan pengujian sendiri untuk 
pertama kali dan memutus untuk pertama kali pula hal yang tidak dimohonkan oleh 
Pemohon juga diputuskan sehingga putusannya pun ultra petita. Dengan demikian, 
judicial review tidak dapat dipisahkan dari historisnya, yaitu, pengujian Undang-Undang 
oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat terhadap UndangUndang kekuasaan kehakiman 
itu sendiri dan memutus hal yang tidak dimohonkan atau ultra petita. Oleh karenanya, 
tidak ada dasar konstitusional bagi Mahkamah untuk tidak melakukan pengujian 
terhadap Undang-Undang yang materinya berisi ketentuan yang mengatur Mahkamah 
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan kewenangan konstitusionalitas 
yang dimilikinya untuk menegakkan konstitusi, termasuk di dalamnya etika dalam 
penegakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;  

 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena 
Permohonan para Pemohon a quo adalah mengenai pengujian UndangUndang in casu UU 
4/2014 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 
Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon  

 [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, 
yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap 
UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak 99 dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 
mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau 
privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-
Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. 
kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang 
diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

 [3.9] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005, 
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 
2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 
memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional 
pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut 
harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 

 [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon I mendalilkan diri sebagai perorangan warga 
negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak 



konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi 
manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam 
naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon, UU 
4/2014 akan memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di 
lingkungan kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi 
kekuasaan kehakiman. Bilamana independensi kekuasaan kehakiman hilang maka pada 
akhirnya juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan 
para advokat, sehingga kualitas pelayanan hukum juga akan merosot dan pada akhirnya 
akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, termasuk proses 
hukum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bila UU 4/2014 dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon I tidak akan mengalami 
kerugian konstitusional di masa datang; Bahwa para Pemohon II mendalilkan diri sebagai 
dosen yang mengabdikan diri untuk menjadi pendidik di Fakultas Hukum Universitas 
Jember, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 18A 
ayat (1), Pasal 18B, Pasal 18C, dan Pasal 27A UU 4/2014, karena pada pokoknya Panel Ahli 
yang dibentuk oleh Komisi Yudisial, dilihat dari ketentuan persyaratan keanggotaannya, 
memiliki kualifikasi akademik minimal seorang magister yang akan melakukan uji 
kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi yang memiliki kualifikasi 
akademik atau memiliki gelar minimal doktor (S3). Menurut para Pemohon II, apabila 
seleksi hakim konstitusi dilakukan oleh orang-orang (dalam Panel Ahli) yang 
dimungkinkan hanya bergelar magister, sudah barang tentu dari segi kualitas-akademik 
tidak profesional dan tidak patut. Selain itu, persyaratan untuk menjadi anggota Panel 
Ahli yang mencantumkan hanya minimal magister, menurut para Pemohon II, menginjak-
injak dan tidak menghargai secara hukum sistem penjenjangan pendidikan nasional. Jika 
ketentuan ini tetap diberlakukan, maka para Pemohon II yang sebagian adalah dosen atau 
pendidik baik di program sarjana, magister, dan doktor, tentu merasa tidak dihormati hak 
101 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumnya sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, para Pemohon merasa 
dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang menegakkan sistem 
pendidikan nasional;  

 [3.11] Menimbang bahwa PERPU 1/2013 yang kemudian menjadi UU 4/2014, menurut 
Mahkamah, mengandung materi yang menyangkut lembaga negara yang 
kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945, yaitu, Mahkamah Agung, DPR, Mahkamah 
Konstitusi, Presiden, dan Komisi Yudisial. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 
51 UU MK, maka yang secara langsung berpotensi dirugikan oleh adanya Undang-Undang 
a quo adalah lembaga negara tersebut di atas. Namun persoalannya, apabila dalam kasus 
a quo terdapat materi yang bertentangan dengan UUD 1945, apakah memang secara 
logika lembaga negara tersebut akan mengajukan permohonan pengujian 
konstitusionalitas UndangUndang a quo ke MK. DPR secara kelembagaan tentunya tidak 
akan pernah mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang a 
quo ke Mahkamah, karena Undang-Undang adalah produk DPR bersama Presiden. 
Apabila DPR menilai terdapat materi dalam PERPU 1/2013 yang bertentangan dengan 
UUD 1945, semestinya DPR tidak akan menerima PERPU 1/2013 untuk menjadi Undang-
Undang, namun dengan diterimanya PERPU 1/2013 menjadi Undang-Undang tidak 
berarti bahwa Undang-Undang a quo pasti dijamin konstitusionalitasnya, mengingat 
pengambilan keputusan di DPR mendasarkan pada mekanisme politik yang berbasis pada 
prinsip mayoritas. Dengan demikian, PERPU 1/2013 yang diterima secara musyawarah 
atau aklamasi sekali pun, artinya disetujui tanpa ada suara yang menolak, belumlah 



secara serta merta dijamin konstitusionalitasnya; Presiden dalam kasus tersebut pasti 
juga tidak akan mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang a quo 
yang berasal dari PERPU yang telah diterima oleh DPR menjadi Undang-Undang karena 
seluruh materi PERPU tersebut berasal dari Presiden. Anggota DPR yang menolak untuk 
menerima PERPU 1/2013 menjadi Undang-Undang tidak mungkin mengajukan 
permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang tersebut meskipun 
seandainya mempunyai dasar yang kuat bahwa Undang-Undang a quo bertentangan 
dengan UUD 1945, karena Mahkamah dalam Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, 
bertanggal 3 Juni 2010, telah memutus bahwa anggota DPR tidak mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) untuk menguji UndangUndang, kecuali terkait dengan hak 
Anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana 
Putusan Nomor 23-26/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 12 Januari 2011; 
Komisi Yudisial sebagai lembaga negara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan 
pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang a quo yang berasal dari PERPU, 
namun persoalannya tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional Komisi 
Yudisial yang diakibatkan oleh berlakunya UU 4/2014, sehingga tentunya tidak ada alasan 
bagi Komisi Yudisial untuk mengajukan permohonan pengujian, terlebih lagi jika justru 
Undang-Undang yang berasal dari PERPU tersebut menambah kewenangannya; 
Mahkamah Agung yang secara konstitusional juga mempunyai hak untuk mengajukan 
permohonan pengujian konstitusionalitas apabila materi PERPU yang telah menjadi 
Undang-Undang ini merugikan hak konstitusionalnya, tentu tidak akan mengajukan 
permohonan pengujian, karena pada saat pertemuan antara pimpinan lembaga negara 
dalam menyikapi penangkapan M. Akil Mochtar - yang pada waktu itu Ketua Mahkamah 
Konstitusi - oleh KPK, Ketua Mahkamah Agung ikut diundang hadir untuk membicarakan 
penerbitan PERPU yang kemudian menjadi Undang-Undang a quo; Bahwa berdasarkan 
hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penegakan 
konstitusi – termasuk menjaga supaya ketentuan Undang-Undang yang di dalamnya 
mengatur kewenangan lembaga negara tidak melanggar UUD 1945 – menjadi bagian dari 
kewajiban konstitusional Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang tidak 
sebatas hanya untuk kepentingan sebuah lembaga negara tertentu saja, tetapi demi 
tegaknya konstitusi yang menjadi kepentingan seluruh warga negara. Para Pemohon I dan 
para Pemohon II tidak mewakili salah satu lembaga negara tersebut, tetapi sebagai warga 
negara, para Pemohon tersebut berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal 
keberlakuan kewenangan masing-masing lembaga negara dan demi tegaknya negara 
hukum dalam hal ini tegaknya aturan tentang kewenangan lembaga negara 103 sesuai 
dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan a quo menjadi kepentingan seluruh 
warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon, yaitu menyangkut kepentingan adanya 
kepastian hukum yang adil; Dalam Permohonannya, para Pemohon I juga mendalilkan 
adanya hak bagi para pembayar pajak (tax payer) untuk mengajukan permohonan 
pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam 
banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak 
(tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation 
without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 
003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat 
Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara 
pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-
Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] 



yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait 
dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak; Bahwa terhadap para 
Pemohon I sebagai advokat yang sering beracara di Mahkamah dan para Pemohon II 
sebagai dosen ilmu hukum yang lembaga pendidikannya memiliki kerjasama dengan 
Mahkamah, sehingga menimbulkan dugaan bahwa para Pemohon memiliki keterkaitan 
erat dengan Mahkamah, menurut Mahkamah, setiap orang memiliki kedudukan yang 
sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, oleh 
karena itu, setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan 
pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Di hadapan 
Mahkamah tidak ada pembedaan perlakukan terhadap para Pemohon, siapa pun mereka;  

 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 
berpendapat bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II mempunyai kedudukan hukum 
atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo; 104 Pokok Permohonan  

 [3.13] Menimbang, pada pokoknya para Pemohon I dan para Pemohon II mendalilkan 
bahwa pengaturan mengenai penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi; 
mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; sistem pengawasan hakim 
konstitusi; komposisi dan kualifikasi anggota Panel Ahli; pembentukan Majelis 
Kehormatan Hakim Konstitusi; yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo serta 
kewenangan Komisi Yudisial untuk turut serta mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi 
adalah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para Pemohon I pula, UU 4/2014 telah 
menyinggung kewenangan beberapa lembaga negara yang telah diatur secara limitatif 
dalam UUD 1945; 

 [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ahli Prof. H.A.S 
Natabaya S.H., LL.M., yang diajukan oleh para Pemohon I pada persidangan tanggal 4 
Februari 2014, dan Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Ahli Dr. Jayus, S.H., 
M.Hum dan Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. yang diajukan oleh para Pemohon II 
yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;  

 [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca 
keterangan tertulis dari Presiden dan DPR yang pada pokoknya mengemukakan bahwa 
UU 4/2014 adalah konstitusional;  

 [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari Komisi 
Yudisial, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;  

 [3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari Ahli yang 
diajukan oleh Presiden, yaitu, Dr. Maruarar Siahaan S.H.; Prof. Philipus M. Hadjon; Dr. 
Tamrin Amal Tomagola, S.H.; Prof. Saldi Isra, S.H.; dan Fajrul Falaakh S.H., M.H. M.Sc., 
yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;  

 [3.18] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para 
Pemohon, keterangan Presiden, keterangan tertulis DPR, keterangan ahli yang diajukan 
oleh para Pemohon dan keterangan tertulis ahli dari Presiden, dan bukti-bukti 
surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, serta kesimpulan tertulis para Pemohon 
dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk 
Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Pendapat Mahkamah  

 [3.19] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu 
menyatakan bahwa putusan Mahkamah hanya berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat 
bukti dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, adanya tekanan opini publik dalam 
mengambil putusan haruslah dihindarkan oleh hakim. Betapapun kuatnya tekanan 
tersebut baik yang berasal dari anggota masyarakat, pejabat eksekutif, maupun anggota 
badan perwakilan, hakim harus tetap independen. Jika hakim terpengaruh oleh tekanan 
tersebut maka terkuburlah kekuasaan kehakiman yang independen dan dapat dipastikan 
hakim akan tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan-kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman 
sangat berpotensi untuk menekan hakim dan bila hal demikian terjadi yang menjadi 



korban adalah masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya 
serta kepentingan penegakan hukum konstitusi secara berkesinambungan. Oleh karena 
itu, hakim berkewajiban untuk menegakkan independensi pada dirinya, sebaliknya 
masyarakat maupun kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman juga wajib untuk 
menegakkan independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan 
termasuk di dalamnya pengambilan putusan. Apabila ada pihak yang melakukan tekanan 
kepada Mahkamah dengan membentuk opini-opini publik, apalagi pihak tersebut 
merepresentasikan cabang kekuasaan yang lain, hal demikian telah melanggar prinsip 
kebebasan kekuasaan kehakiman yang secara universal dapat dikategorikan telah 
melakukan tindakan contempt of court;  

 [3.20] Menimbang bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi negara dalam mengatur 
ketatanegaraan Indonesia. Salah satu materi yang diatur dalam hukum tertinggi tersebut 
adalah lembaga-lembaga negara. Oleh karena sebagai hukum tertinggi negara, UUD 1945 
bersifat normatif, artinya mengikat kepada semua lembaga negara dalam menjalankan 
fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam hubungan 
antara lembaga negara, UUD 1945 mengandung prinsip checks and balances antar 
lembaga negara yang satu dengan yang lain berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi 
kekuasaan (power limited by power) dan bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain 
(power supervises other powers), apalagi kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan lain (power 
controls other powers). Kekuasaan pemerintahan dipandang sebagai mahadaya yang 
harus dibatasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Checks 
and balances menjaga agar suatu cabang pemerintahan tidak terlalu kuat kekuasaannya. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, itulah makna relevansinya Mahkamah 
Konstitusi diberi kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Artinya, karena kewenangan lembaga negara 
diberikan oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi maka Mahkamah Konstitusi sebagai 
pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk menyelesaian sengketa 
konstitusional harus memutus berdasar hukum yang tertinggi tersebut, yaitu UUD 1945 
apabila terjadi sengketa konstitusional antar lembaga negara. Sengketa tersebut tidak 
boleh dibiarkan berlarut-larut dan digantungkan pada penyelesaian proses politik tetapi 
harus diselesaikan secara hukum. Demikianlah implementasi prinsip negara demokrasi 
konstitusional (democratic constitutional state); Selain itu, dalam rangka menjaga sistem 
ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 
1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid 
sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing 
lembaga tersebut. Dalam hal Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas 
ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara maka Mahkamah harus menerapkan 
penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh 
menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga 
ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila 
Mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan 
penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur lembaga negara 
dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-
Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas 
DPR, atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 
untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya. Memang benar bahwa 
Mahkamah adalah penafsir UUD 1945, yaitu, menafsirkan ketentuan yang dapat 
menimbulkan multitafsir, namun penafsiran tersebut haruslah diletakkan dalam kerangka 
menjaga dan menegakkan UUD 1945 dengan tidak mengubah UUD 1945. Sebagai contoh, 
Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang 



Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 27 
Maret 2013, yang mengembalikan kewenangan DPD sesuai dengan UUD 1945; Putusan 
Nomor 56/PUU-VI/2008 mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 17 
Februari 2009, mengenai permohonan adanya Calon Presiden Independen; dan Putusan 
Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian konstitusionalitas UndangUndang Nomor 
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, bertanggal 23 Agustus 2006, mengenai kewenangan Komisi 
Yudisial untuk mengawasi hakim, adalah putusan-putusan dalam rangka menjaga 
konstitusi;  

 [3.21] Menimbang bahwa salah satu materi UU 4/2014 adalah mengatur proses 
pengangkatan Hakim Konstitusi. Ketentuan UUD 1945 yang mengatur materi tersebut 
adalah Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi 
mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, 
yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” UUD 1945 dalam beberapa pasalnya 
menggunakan kata yang sama maknanya dengan "ajukan" selain yang terdapat dalam 
Pasal 24C UUD 1945 a quo, yaitu sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) : ”Presiden berhak 
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 21 : 
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang.” Pasal 22D ayat (1) : “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Pasal 23 ayat (2) : 
“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Menurut Mahkamah, kata “diajukan” atau 
“mengajukan” dalam beberapa pasal UUD 1945 tersebut mempunyai makna yang sama 
karena kata tersebut dipakai oleh UUD 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi. 
Pengajuan yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara, apakah Presiden, Mahkamah 
Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, adalah merupakan 
kewenangan atributif yang bersifat mutlak bagi masing-masing lembaga secara penuh 
yang tidak dapat diberi syarat-syarat tertentu oleh Undang-Undang dengan melibatkan 
lembaga negara lain yang tidak diberikan kewenangan oleh UUD 1945. Menurut 
Mahkamah, Undang-Undang yang mengatur pengajuan calon Hakim Konstitusi melalui 
Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial – walaupun 3 (tiga) dari 7 (tujuh) orang 
anggotanya masing-masing ditunjuk oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden – telah 
nyata-nyata mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan 
Presiden. Sama halnya apabila pengajuan Rancangan Undang-Undang, termasuk RAPBN 
oleh Presiden harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara yang lain 
adalah juga pasti mereduksi kewenangan Presiden. Demikian juga DPD yang mengajukan 
Rancangan Undang-Undang tertentu kepada DPR yang harus melalui Panel Ahli yang 
dibentuk oleh lembaga negara yang lain juga akan mereduksi kewenangan DPD. Begitu 
pula dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan calon Hakim Agung jika 
harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara lain juga akan mereduksi 
kewenangan Komisi Yudisial. Lain halnya apabila lembaga negara yang bersangkutan 
membentuk panitia yang akan menyeleksi secara intern untuk melaksanakan 
kewenangan konstitusionalnya dalam mengajukan calon Hakim Konstitusi. Hal demikian 
tidaklah bertentangan dengan konstitusi karena tidak ada kewenangan konstitusional 



lembaga negara yang direduksi; Penggunaan kata “Ahli” pada “Panel” ini menimbulkan 
pertanyaan tentang keahlian dalam bidang apa sebenarnya yang diperlukan. Syarat 
keahlian pada Panel Ahli haruslah terukur secara rasional. Dengan demikian, untuk 
menjadi anggota Panel Ahli pun sewajarnya dilakukan tes untuk menentukan apakah 
telah memenuhi syarat keahlian yang diperlukan untuk memilih Panel Ahli yang akan 
melakukan tes pada pemilihan Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi memiliki karakteristik 
tersendiri, yang dalam UUD 1945, karakteristik khusus tersebut disebutkan sebagai 
seorang negarawan. Meskipun syarat “negarawan” adalah sulit untuk ditentukan 
kriterianya secara pasti, namun hal demikian haruslah dipahami betapa pembentuk UUD 
1945 secara sadar mengidealkan bahwa dalam diri seorang Hakim Konstitusi sekurang-
kurangnya layak untuk diharapkan memiliki kepribadian dimaksud. Hakim Konstitusi 
hanya terdiri atas sembilan orang dan jika dibandingkan dengan hakim Mahkamah 
Konstitusi di negara lain, jumlah hakim sembilan orang adalah jumlah yang paling sedikit. 
Dari seorang Hakim Konstitusi yang diharapkan adalah pendapat hukumnya dalam 
membuat putusan. Dengan hanya satu Panel Ahli untuk pemilihan Hakim Konstitusi yang 
berasal dari tiga lembaga negara maka secara pasti akan terpilih Hakim Konstitusi yang 
sama standarnya termasuk juga kesamaan latar belakangnya sebagaimana yang 
diinginkan oleh Panel Ahli. Dalam pemilihan Hakim Konstitusi, harus dihindarkan adanya 
unsur favoritisme dan popularisme. Oleh karenanya, tes pemilihan hakim bukanlah tes 
litmus bagi calon hakim dari kacamata pemilihnya, yaitu, Panel Ahli, padahal subjektivitas 
Panel Ahli tidak dapat dihindari. Dengan dasar pemikiran tersebut, adanya tim seleksi 
yang dibentuk oleh masing-masing lembaga negara dapat menghindarkan dominasi 
subjektivitas Panel Ahli dalam pemilihan Hakim Konstitusi dan dapat menghindari 
terpilihnya Hakim Konstitusi yang memiliki latar belakang yang sama (homogen). Justru 
keragaman latar belakang itulah yang diperlukan di antara kesembilan Hakim Konstitusi, 
bukan homogenitas kesembilan Hakim Konstitusi. Makna bahwa Hakim Konstitusi dipilih 
oleh lembaga negara yang berbeda tidak hanya sekedar bagi-bagi porsi kewenangan 
namun mempunyai substansi tujuan yang lebih mendasar, yaitu adanya tiga kelompok 
Hakim Konstitusi yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda karena 
berasal dari pilihan tiga cabang kekuasaan negara; Walaupun bakal calon Hakim 
Konstitusi yang akan diseleksi oleh Panel Ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
a quo berasal dari Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden masing-masing satu orang, dan 
empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial, namun adanya satu Panel Ahli yang dibentuk 
oleh Komisi Yudisial menjadi sangat menentukan dalam penyeleksian calon hakim 
konstitusi, sehingga hal demikian jelas mereduksi, bahkan mengambil alih kewenangan 
Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Oleh karena itu, adanya satu Panel Ahli untuk 
memilih Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 di samping bertentangan 
dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari 
perlunya Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda. Pasal 24C UUD 1945 
memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga 
negara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang mengenai 
tatacara pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 beralasan 
menurut hukum;  

 [3.22] Menimbang bahwa UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam 
pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut 
Mahkamah, bahwa checks and balances adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk 
mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam praktik 
ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, checks and balances diwujudkan 
dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap Undang-Undang yang telah disahkan 
oleh Kongres. Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena 
antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan 



kekuasaan. Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun rule of law state 
adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan 
terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak 
bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip 
negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai 
kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. 
Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha 
negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan keputusan 
tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, 
kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain 
diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, 
sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan 
kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan 
kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara universal dan UUD 
1945 telah mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun 
yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan 
kehakiman; Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang 
membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah 
sebuah privilege dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan 
kehakiman dalam sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, sebagaimana 
dinyatakan oleh Montesquieu, adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-
wenangan kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Meskipun kekuasaan 
kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan 
kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, 
termasuk hakim konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum 
apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang 
masing-masing pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan forum 
penyelesaiannya. Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah 
memutus dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa 
Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B 
UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi 
apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan 
Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam praktik negara hukum, tidak 
pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benarnya 
oleh lembaga negara yang lain, alih-alih oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang 
berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan 
fungsinya menyelesaikan sengketa (dispute settlement) yang dapat menimbulkan 
ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai contempt 
of court. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia 
namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman kebebasan tersebut dibatasi 
dengan mensyaratkan formalitas, bahkan pembatasan tersebut dapat berupa sanksi 
pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Negara Eropa yang dapat 
dikatakan sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, bahkan membatasi kebebasan 
menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal demikian 
dapat ditemukan dalam Article 10 European Convention on Human Rights yang 
menyatakan: (1) Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include 



freedom to hold opinions and to recieve and impart information and ideas without 
interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent 
States from requiring the licensing of broadcasting television or cinema enterprises. (2) 
The exercise of these freedom since it carries with it duties and responsibilities, may be 
subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law 
and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial 
integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of 
health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing 
the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and 
impartiality of the judiciary. Bahwa negara-negara Eropa yang berdasarkan demokrasi 
liberal dan sangat menjunjung tinggi kebebasan menyatakan pendapat membatasi 
kebebasan tersebut demi menjaga kewenangan dan imparsialitas lembaga peradilan, dan 
tentunya hal tersebut diperlukan untuk menegakkan negara hukum, bukan untuk 
kepentingan kekuasaan lembaga peradilan. Persoalannya justru bagaimana dengan 
sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak berdasarkan demokrasi liberal. Apakah 
dalam penggunaan hak kebebasannya dalam negara hukum akan lebih liberal dari 
negara-negara Eropa. Tentunya pembentuk Undang-Undang yang akan menjawabnya; 
Memang peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan tidaklah 
langsung, namun Pasal 87B UU 4/2014 menimbulkan banyak persoalan hukum. Ayat (2) 
pasal a quo menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan.” Permasalahan hukum pertama 
adalah apa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan dari PERPU. Mahkamah 
berpendapat bahwa secara konstitusional PERPU memiliki kekuatan mengikat yang sama 
dengan UndangUndang. Oleh karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga harus 
sama dengan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Ketentuan yang 
termuat di dalam Pasal 87B UU 4/2014 ini bersifat umum. Artinya, peraturan pelaksanaan 
tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari seluruh PERPU dan bukan pelaksanaan dari 
pasal tertentu saja. Oleh karena PERPU sama kekuatan mengikatnya dengan Undang-
Undang, maka peraturan pelaksana yang dimaksud oleh pasal a quo secara konstitusional 
tidak ada lain kecuali Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 
yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang sebagaimana mestinya.” Dengan demikian, atas perintah ketentuan ini 
Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan. Permasalahan kedua menyangkut 
frasa yang menyatakan, "... harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini diundangkan." Penjelasan Pasal 87B 
menyatakan, “Cukup jelas”. Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai berdasar rumusan 
kalimat atau frasa yang tertulis dari aspek tatanan kalimat dan bahasa yang digunakan 
dan tidak dapat dimaknai di luar bahasa yang digunakan, serta bukan berdasar penafsiran 
perorangan atau Pemerintah maupun DPR, karena UndangUndang yang dinyatakan 
dalam simbol bahasa tersebut telah mengikat umum dan menjadi milik publik pula. Frasa 
yang menggunakan kata “harus”, pastilah punya makna normatif untuk ditaati. Apabila 
tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah “harus” tersebut. PERPU 
1/2013 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh 
pada 17 Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU 
tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran 
menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan pelanggaran pidana dapat dijatuhi 
pidana. Ketentuan Pasal 87B bermaksud memberikan kewenangan delegatoir kepada 
pembuat peraturan pelaksana, namun jika dibaca rumusannya, ketentuan kewenangan 
delegatoir tersebut disyarati, yaitu, waktunya selama tiga bulan. Hal tersebut terbukti dari 
frasa "harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan". Oleh karena ketentuan ini bukan 



mengatur pidana tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan, sehingga jika ternyata 
kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan tersebut akan 
kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 
Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan 
Pemerintah. Pasal 87B telah habis masa berlakunya, artinya delegasi kewenangan 
membuat peraturan pelaksanaan telah daluwarsa; Permasalahan hukum ketiga timbul 
dari rumusan Pasal 87B ayat (3) a quo yang menyatakan, “Selama peraturan pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan 
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.” Sebagaimana 
diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah 
pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya delegasi untuk mengatur. Hal itu menurut 
Mahkamah, secara konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan Pemerintah, 
sedangkan ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk membentuk Panel Ahli 
dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya merupakan hal berbeda. 
Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan menghasilkan peraturan yang 
bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis 
Kehormatan akan menghasilkan keputusan yang konkret; Bahwa hal berikutnya berkaitan 
dengan kapan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim 
Konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 87B ayat (3) UU 4/2014 yang menyatakan, "Selama 
peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, 
pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan 115 oleh 
Komisi Yudisial". Sejak PERPU a quo diundangkan sampai dengan permohonan ini 
diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum 
ditetapkan, sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahli dan 
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Demikianlah maksud PERPU tersebut – terlepas 
konstitusional atau tidak konstitusionalnya – mengenai apa yang harus dilakukan oleh 
Komisi Yudisial menurut PERPU yang telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat 
Mahkamah di atas memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU a quo dibuat 
yang tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim 
Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pelibatan Komisi Yudisial 
sebagaimana ketentuan dalam UU 4/2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan 
hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 
005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional 
bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang 
mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan 
penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya 
harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya judicial review ini demi menjaga tegaknya 
konstitusi. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa 
dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pembentukan Majelis 
Kehormatan Hakim Konstitusi beralasan menurut hukum; 

 [3.23] Menimbang bahwa UU 4/2014 mengubah ketentuan yang mengatur tentang 
syarat Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 
a quo yang menyatakan, “Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling 
singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.” Ketentuan a 
quo dicantumkan dalam PERPU 1/2013 setelah kejadian tertangkap tangannya M. Akil 
Mochtar, yang waktu itu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh KPK. Oleh karenanya, 
sulit untuk dilepaskan anggapan bahwa ayat ini tidak didasarkan atas kenyataan bahwa 
M. Akil Mochtar berasal dari politisi/Anggota DPR sebelum menjadi Hakim Konstitusi. 
Dengan demikian, 116 Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 dicantumkan berdasarkan 
stigma yang timbul dalam masyarakat. Bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul, 



termasuk hak untuk menjadi anggota partai politik dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) 
UUD 1945 dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan adalah hak yang dijamin Pasal 
28D ayat (3) UUD 1945. Stigma biasanya menggeneralisasi, yaitu apa yang telah terjadi 
pada M. Akil Mochtar kemudian dijadikan dasar bahwa setiap anggota partai politik 
pastilah tidak pantas menjadi Hakim Konstitusi. Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-
hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut padahal 
haknya dijamin oleh UUD 1945. Hak untuk menjadi Hakim Konstitusi bagi setiap orang 
adalah hak dasar untuk ikut dalam pemerintahan. Oleh karenanya, setiap pembatasan 
terhadap hak tersebut haruslah memiliki landasan hukum yang kokoh dan valid. 
Mahkamah pernah memutus satu ketentuan dalam Undang-Undang yang didasarkan 
atas suatu stigma, yaitu larangan bagi seorang warga negara untuk menjadi calon anggota 
DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota yang terlibat tidak langsung dalam 
peristiwa G30S/PKI yang menyatakan, ”...bahwa dari sifatnya, yaitu pelarangan terhadap 
kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Pasal 60 huruf g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok 
sebagaimana dimaksud. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai 
kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;” [vide Putusan Nomor 011-
017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004]. Pertimbangan Mahkamah mengenai 
larangan melakukan hukuman politik berdasarkan stigma tersebut harus berlaku pula 
untuk perkara a quo, yaitu tidak membuat aturan berdasarkan stigmatisasi baik terhadap 
anggota partai politik atau anggota DPR, maupun kelompok atau golongan masyarakat 
lainnya, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi. Dari segi 
original intent pengajuan Hakim Konstitusi dari DPR dimaksudkan bahwa DPR bebas 
memilih calon Hakim Konstitusi termasuk dari Anggota DPR yang memenuhi syarat, 
asalkan pada saat menjadi Hakim Konstitusi melepaskan keanggotaannya dari partai 
politik. Sumber calon Hakim Konstitusi haruslah dibuka seluas-luasnya dari berbagai latar 
belakang, sepanjang sesuai dengan syaratsyarat yang telah ditentukan; Bahwa korupsi 
haruslah diberantas adalah benar, tetapi memberikan stigma dengan menyamakan 
semua anggota partai politik sebagai calon koruptor dan oleh karenanya berkepribadian 
tercela dan tidak dapat berlaku adil sehingga tidak memenuhi syarat menjadi Hakim 
Konstitusi adalah suatu penalaran yang tidak benar. Perilaku tercela dan tidak adil 
merupakan tabiat individual yang harus dilihat secara individual juga. Di samping 
melanggar UUD 1945, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 
4/2014 tersebut sangatlah rentan untuk diselundupi. Partai politik di Indonesia cukup 
banyak, tidak saja yang lolos ikut pemilihan umum tetapi juga yang tidak lolos ikut 
pemilihan umum. Sudahkah semua partai politik mempunyai daftar anggota yang disusun 
secara tertib dan terdapat kewajiban bagi partai politik mengeluarkan kartu anggota 
kepada anggotanya. Kalaupun ada seseorang menyatakan diri sudah sejak tujuh tahun 
tidak menjadi anggota partai politik, adakah catatan resmi yang bisa memberi kepastian 
hal tersebut sebab jika tidak ada catatan resmi, akan dengan mudah dipalsukan. Siapakah 
yang harus memberikan keterangan bahwa seseorang paling tidak sudah tujuh tahun 
tidak menjadi anggota partai politik. Tentunya supaya benar dan dapat dipastikan, 
keterangan tersebut haruslah diperoleh dari semua pengurus partai yang ada di 
Indonesia, termasuk partai lokal. Keanggotaan partai politik tidak dapat didasarkan atas 
dugaan semata. Bagaimana halnya dengan mereka yang menjadi simpatisan partai politik. 
Atas dasar rasionalitas apa sesungguhnya ketentuan ini dibuat. Mungkin saja terjadi 
seseorang yang hanya menjadi simpatisan partai politik tertentu, namun keterlibatannya 
dalam partai politik tersebut justru sangat dalam, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dibandingkan dengan anggota biasa. Kepada siapa sebetulnya larangan ini 



ditujukan. Kepada simpatisan tersebut atau memang kepada anggota biasa. Lain halnya 
jika larangan ini ditujukan kepada anggota partai politik yang pernah duduk menjadi 
Anggota DPR, yang akan sangat jelas maksudnya. Persoalan lain yang juga akan muncul 
adalah, bagaimana jika anggota partai politik tersebut menjadi anggota DPD. Larangan ini 
mungkin dapat dilakukan kepada pengurus partai, namun demikian apakah ada catatan 
yang memadai siapa saja pengurus partai dari tingkat pusat sampai daerah. Pengurus 
partai di tingkat pusat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Masalahnya, 
bagaimana dengan kepengurusan partai di tingkat daerah sampai terbawah. Apakah juga 
ada catatan resminya disertai dengan kepemimpinan siapa yang sah dan valid, karena 
seringkali pula terjadi adanya sengketa keabsahan kepengurusan partai politik, baik di 
tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah; Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 24C 
ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan 
a quo tanpa landasan konstitusional yang benar sebagaimana ditentukan Pasal 28J ayat 
(2) UUD 1945. Pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 lebih didasarkan 
pada stigmatisasi belaka yang dalam penerapannya penuh dengan permasalahan hukum, 
sehingga dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai syarat yang ditentukan 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 beralasan menurut hukum;  

 [3.24] Menimbang bahwa pendapat Mahkamah mengenai tiga substansi hukum 
sebagaimana diuraikan di atas adalah pendapat terhadap jantung atau substansi inti UU 
4/2014. Oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa 
ketentuan dalam UU 4/2014 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan 
keseluruhan UU 4/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945;  

 [3.25] Menimbang bahwa selain itu, karena UU 4/2014, berasal dari PERPU 1/2013, 
Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut: Mahkamah dalam Putusan Nomor 
138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, telah dengan jelas menyatakan bahwa oleh 
karena materi PERPU adalah sama dan setingkat dengan materi Undang-Undang maka 
Mahkamah berwenang untuk menguji apakah PERPU tersebut bertentangan atau tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. Presiden berwenang untuk mengeluarkan PERPU hanya 
dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Syarat ini ditetapkan oleh konstitusi yang 
oleh karenanya mengikat. Tanpa adanya kegentingan yang memaksa Presiden tidak 
berwenang untuk membuat PERPU; Materi muatan PERPU adalah materi muatan 
Undang-Undang, mempunyai daya berlaku seperti Undang-Undang, mengikat umum 
sejak diundangkan, artinya sama dengan produk legislatif yaitu Undang-Undang. Dalam 
negara demokrasi, produk legislatif dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat atau 
parlemen. PERPU yang sama materi dan kekuatannya dengan Undang-Undang tidak 
dibentuk oleh Presiden bersama DPR [vide Pasal 20 UUD 1945], tetapi hanya dibentuk 
oleh Presiden seorang diri. Oleh karenanya, sangat beralasan jika UUD 1945 memberi 
syarat dalam keadaan apa PERPU dapat dibentuk oleh Presiden yaitu keadaan 
kegentingan yang memaksa; Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 
Februari 2010, menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yaitu: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan 
mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-
Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 
kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan 
hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara 
prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan 
yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.” Dengan demikian, 
meskipun kegentingan yang memaksa menjadi kewenangan Presiden untuk 
menafsirkannya, yang artinya diserahkan pada subjektifitas Presiden, namun subjektifitas 
itu harus ada dasar objektifitasnya, dan pembatasan tersebut disyaratkan oleh konstitusi. 



Pembentukan PERPU tidak boleh disalahgunakan, mengingat sebenarnya materi PERPU 
adalah materi Undang-Undang yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh Presiden tanpa 
persetujuan DPR. Ketiga syarat konstitusionalitas sebagaimana disebutkan di atas adalah 
sebagai indikasi kegentingan yang memaksa, atau dengan kata lain, karena adanya 
keadaan tertentu yang harus diatasi segera supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum. 
Hal tersebut dilakukan dengan pembentukan hukum, dalam hal ini PERPU; PERPU harus 
mempunyai akibat prompt immediately yaitu “sontak segera” untuk memecahkan 
permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, PERPU 1/2013 tidak ada akibat hukum yang 
“sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun PERPU telah menjadi Undang-
Undang, PERPU tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun; 
Konsiderans (menimbang) PERPU tidak mencerminkan adanya kesegeraan tersebut, yaitu 
apa yang hanya dapat diatasi secara segera. Panel Ahli sampai sekarang belum kunjung 
terbentuk, perekrutan Hakim Konstitusi untuk menggantikan M. Akil Mochtar belum 
dapat dilakukan, justru semakin tertunda karena adanya ketentuan yang terdapat dalam 
PERPU. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum terbentuk dan kalaupun terbentuk 
pun tidak ada masalah mendesak yang harus diselesaikan; Dari uraian tersebut di atas, 
pembentukan PERPU 1/2013 tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang 
memaksa. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dikemukakan oleh ahli Prof. H.A.S 
Natabaya, S.H., LL.M. bahwa “ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, di tengah 
digerek kumbang.”; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 
keadaan kegentingan yang memaksa, yang disyaratkan oleh UUD 1945 dan Putusan 
Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, dalam penetapan PERPU, tidak terpenuhi;  

 [3.26] Menimbang oleh karena UU 4/2014 beserta lampirannya dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sebagaimana amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini, maka Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan berlaku kembali sebagaimana 
sebelum diubah oleh PERPU 1/2013 yang kemudian menjadi UU 4/2014 

8. QR Code Putusan MK :  - 
 

9. Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 
1. Nomor Putusan : 53/PUU-XIV/2016 
2. Tanggal Putusan : 19 Juli 2017 
3. Undang-Undang yang diuji : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

4. Pemohon : Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, 
S.H., M.H. 

5. Amar Putusan :  
 Dalam Provisi:  

Menolak permohonan Provisi Pemohon. Dalam Pokok Perkara:  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  



 a. Norma Semula  Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim 
agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus 
memenuhi syarat: 
berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan 
dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 
keahlian di bidang hukum 
berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi 
hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim 
tinggi 

 b. Diubah menjadi  Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim 
agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus 
memenuhi syarat  
berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan 
keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana 
hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di 
bidang hukum  
berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi 
hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
 Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak 

konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya 
bahwa baik Pasal 39 huruf a UU 8/2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5) UU 10/2016, mengandung diskriminasi dan tidak diperlakukan secara adil dan sama 
di depan hukum dalam kedudukannya antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat 
yang berasal dari Partai Politik hasil pemilihan umum dengan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan 
melalui mekanisme pengangkatan dalam hal pengusulan pasangan calon (Gubernur dan 
Wakil Gubernur). Terkait dengan kewenangan, Mahkamah berwenang menguji Pasal 39 
huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016 
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap kedudukan hukum 
Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan pengujian Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 
1945. 2 Dalam provisi Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 
akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan provisi Pemohon agar Mahkamah 
menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, sebagai berikut: Pada 
dasarnya dalam hukum acara Mahkamah putusan sela hanya dapat diberikan terhadap 
permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU MK. Meskipun Mahkamah 
pernah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan pengujian Undang-Undang namun hal 
itu diberikan dengan pertimbangan yang sangat khusus, yaitu dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 133/PUU-VIII/2009 bertanggal 25 November 2009. Adapun terkait dengan 
permohonan putusan sela Pemohon, menurut penilaian Mahkamah, tidak terdapat hal yang 
sangat khusus dan mendesak atau sangat genting yang berakibat langsung terhadap 
Pemohon apabila Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5) UU 10/2016 tetap berlaku seperti yang terjadi pada para Pemohon dalam 
putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VIII/2009 bertanggal 25 November 2009. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan 
menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 



sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. 
Dalam hubungan ini, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar 
pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan 
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut; Bahwa setelah 
Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti yang diajukan 
oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa pokok permohonan 
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016. Menurut Pemohon pasal-pasal a quo 
diskriminatif dan tidak memperlakukan secara adil dan sama di depan hukum kedudukan 
antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berasal dari partai politik hasil 
pemilihan umum dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih oleh 
masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dalam 
hal pengusulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan hanya mencantumkan 
frasa “partai politik atau gabungan partai politik” dalam pasal-pasal a quo tanpa 
mencantumkan frasa “fraksi otonomi khusus atau sebutan lain terhadap anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan” jelas 
merupakan tindakan diskriminatif dan menegasikan hak-hak dan peran politik Pemohon yang 
keberadaannya mewakili masyarakat hukum adat dan orang asli Papua yang dijamin oleh 
UUD 1945; Bahwa terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah 
telah mempertimbangkan mengenai eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, bertanggal 1 Februari 2010, 
paragraf [3.16.3] sampai dengan paragraf [3.16.8], yang menyatakan: [3.16.3] “Bahwa 
pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pendelegasian 
kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus 
diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut 
berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian 
masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi masyarakat Papua 
untuk ikut serta 3 merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan. 
Salah satu peran serta masyarakat asli Papua dalam merumuskan kebijakan daerah dan 
menentukan strategi pembangunan terutama dalam bidang sosial politik adalah menjadi 
anggota DPRP. Sehubungan dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU 21/2001 secara tegas 
mendorong orang asli Papua untuk terlibat baik dalam pemikiran maupun tindakan bagi 
kepentingan Provinsi Papua dengan harapan akan terjadi perubahan kualitas orang asli Papua 
dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 
Penjelasan Umum UU 21/2001 tersebut dengan tegas menunjukkan adanya kebijakan 
afirmatif (affirmative action policy) yakni pengistimewaan untuk sementara waktu yang 
bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat asli Papua untuk memiliki wakil di DPRP 
melalui pengangkatan”. [3.16.4] Bahwa UU 21/2001 sebagai pengejawantahan dari Pasal 18B 
ayat (1) UUD 1945, di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu yang mengatur kekhususan 
dimaksud. Salah satunya adalah pembentukan DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat dari 
pemerintahan daerah Papua yang bersifat khusus dan berbeda dengan daerah provinsi 
lainnya. Kekhususan tersebut, antara lain, adanya sebagian anggota DPRP yang diangkat. 
[3.16.5] Bahwa keanggotaan DPRP yang diangkat dengan kuota ditentukan oleh Pasal 6 ayat 
(4) UU 21/2001 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) 
kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua, adalah bentuk perlakuan khusus yang tidak 
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak 
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, merupakan kebijakan afirmatif. 
Perlakuan khusus seperti itu diterapkan juga untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu 
diberikannya hak bagi masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal; [3.16.6] Bahwa 
akan tetapi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 pengisian anggota DPRP baik yang seharusnya 



dipilih maupun yang seharusnya diangkat, ternyata semuanya dilakukan dengan cara 
pemilihan umum oleh KPU, sehingga hak masyarakat asli Papua untuk mengisi keanggotaan 
DPRP dengan cara diangkat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) UU 21/2001 
belum pernah terwujud. Apabila mengacu pada Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengisian keanggotaan DPRP 
yang dilakukan oleh KPU melalui pemilihan umum seharusnya hanya sebanyak 45 kursi, 
sedangkan ¼ (seperempat) dari 45 kursi yaitu sebanyak 11 kursi, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) 
dan ayat (4) UU 21/2001 seharusnya dilakukan dengan cara diangkat. Dengan demikian, 
pengisian 56 kursi DPRP Provinsi Papua oleh KPU yang seluruhnya melalui pemilihan umum 
merupakan tindakan yang melampaui kewenangan dan bertentangan dengan Pasal 18B ayat 
(1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU 21/2001; [3.16.7] 
Bahwa pengisian keanggotaan DPRP melalui pengangkatan merupakan pengisian 
berdasarkan sistem komunal/kolegial, sedangkan keanggotaan DPRP yang dipilih merupakan 
pengisian keanggotaan DPRP berdasarkan hasil pemilihan umum. Tata cara pemilihan 
anggota DPRP yang akan dipilih melalui pemilihan umum dan masa jabatannya sudah jelas 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 22E ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Ada pun tata cara pengisian anggota DPRP yang diangkat 
belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 4 Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang menyatakan, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan 
tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat 
secara umum”, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21/2001 sepanjang frasa 
“berdasarkan peraturan perundangundangan”, menurut Mahkamah harus diartikan sebagai 
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan pertimbangan bahwa ketentuan pengisian 
keanggotaan DPRP dengan cara diangkat memerlukan peraturan daerah khusus sebagai 
pelaksanaan pasal tertentu dari UU 21/2001, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf i 
UU 21/2001 yang menyatakan, “Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut 
Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal 
tertentu dalam Undang-Undang ini.” Selain Pasal 1 huruf i UU 21/2001, Penjelasan Umum 
UU 21/2001 alinea sembilan juga memberi penjelasan bahwa penjabaran dan pelaksanaan 
UU 21/2001 diatur dengan Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Ada pun 
bunyi selengkapnya Penjelasan Umum UU 21/2001 alinea sembilan adalah sebagai berikut, 
“Penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang ini di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan 
secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup 
dalam nilainilai luhur masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan 
Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Khusus dan/atau Peraturan Daerah Provinsi 
adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua yang tidak mengesampingkan peraturan perundang-
undangan lain yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Undang-
Undang ini”; [3.16.8] Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang diuraikan 
di atas, menurut Mahkamah keanggotaan DPRP yang telah diisi sejumlah 56 (lima puluh 
enam) kursi/orang harus tetap dianggap sah, namun demi integrasi bangsa dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan guna memberi manfaat, perlakuan yang adil, 
kesetaraan, dan kesempatan kepada masyarakat asli Papua, yang didasarkan pada nilai-nilai 
dasar etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, demokrasi serta persamaan kedudukan, 
hak, dan kewajiban sebagai warga negara maka jumlah 11 (sebelas) kursi untuk keanggotaan 



DPRP dengan cara diangkat harus tetap diberikan sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) UU 
21/2001 khusus untuk periode 2009-2014; Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan 
Mahkamah di atas telah terang bahwa yang ditegaskan dalam putusan tersebut adalah 
pengisian jabatan anggota DPRP Provinsi Papua yang bukan hanya diselenggarakan melalui 
pemilihan tetapi juga melalui pengangkatan. Itulah salah satu wujud konkrit dari kekhususan 
Papua yang diberikan oleh UU 21/2001. Pertanyaannya kemudian, apakah kekhususan itu 
juga berlaku dalam pengisian jabatan kepala daerah, in casu pengisian jabatan gubernur dan 
wakil gubernur? Atau secara spesifik dalam konteks permohonan a quo, apakah kekhususan 
tersebut juga mencakup pemberian hak kepada anggota DPRP yang pengisiannya dilakukan 
melalui proses pengangkatan untuk mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur? 
Terhadap persoalan tersebut, UU 21/2001 tidak mengaturnya kecuali bahwa gubernur dan 
wakil gubernur Papua harus orang asli Papua (vide Pasal 12 UU 21/2001). Oleh karena itu 
apabila ada kehendak baru untuk memberikan hak mengajukan pasangan calon gubernur 
dan wakil gubernur kepada anggota DPRP yang keanggotaannya melalui proses 
pengangkatan, maka maksud demikian seharusnya dilakukan melalui proses legislative 
review terhadap UU 21/2001 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kekhususan 
daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B UUD 1945. Dalam hal ini, substansi 
(muatan) kekhususan atau keistimewaan terhadap suatu daerah dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 diatur 5 dengan 
undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah tidaklah berwenang menambahkan substansi 
kekhususan atau keistimewaan terhadap daerah yang diberikan status khusus atau status 
istimewa termasuk dalam hal ini menambah substansi kekhususan terhadap Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat. Bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian 
konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur dan 
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (UU 10/2016) yang 
oleh Pemohon dikaitkan dengan keberadaan UU 21/2001 yang mengatur tentang 
kekhususan Provinsi Papua, dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan pencalonan 
gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, 
perihal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak dinyatakan sebagai bagian dari 
kekhususan Provinsi Papua, khususnya dalam hal ini apakah anggota DPRP yang 
keanggotaannya melalui pengangkatan berhak mengusulkan calon gubernur dan calon wakil 
gubernur sebagaimana halnya anggota DPRP yang keanggotaannya dilakukan melalui 
pemilihan (anggota partai politik). Dengan kata lain, permohonan a quo digantungkan kepada 
sesuatu yang belum pasti. Atas dasar itu kemudian Pemohon serta merta melompat pada 
kesimpulan bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik” dalam Pasal 39 huruf a 
UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Partai politik atau gabungan 
partai politik dan fraksi otonomi khusus atau sebutan lain di DPR Papua/Papua Barat”. 
Masalahnya akan menjadi berbeda apabila, misalnya, dalam UU 21/2001 dinyatakan bahwa 
kekhususan Provinsi Papua juga mencakup hak anggota DPRP Provinsi Papua yang 
keanggotaanya melalui pengangkatan untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil 
gubernur dan ternyata hal demikian tidak terakomodasi dalam undang-undang yang 
mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur (in casu UU 10/2016). Bahwa oleh 
karena UU 21/2001 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah disahkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
(UU Otsus Papua) dan menurut Pasal 1 huruf a UU Otsus Papua otonomi khusus Provinsi 
Papua juga berlaku untuk Provinsi Papua Barat maka pertimbangan dalam putusan a quo juga 



berlaku untuk DPRP di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di 
atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga 
Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 

8. QR Code Putusan MK :  - 
 

10. Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 
1. Nomor Putusan : 93/PUU-XV/2017 
2. Tanggal Putusan : 20 Maret 2018 
3. Undang-Undang yang diuji : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 

4. Pemohon : Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim. 
5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian 
peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan 
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar 
pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi 
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” 
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 
“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang 
dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang 
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah 
Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  

 a. Norma Semula  Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 
wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi 
dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses 
pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan 
Mahkamah Konstitusi. 

 b. Diubah menjadi  Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 
ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang 
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam 
proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada 
putusan Mahkamah Konstitusi. 

7. Pertimbangan Mahkamah :  



 Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja di PT Prysmian Cable 
Indonesia, PT Radiance, dan PT Internusa Food. Bahwa terkait dengan kewenangan 
Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas 
norma Undang-Undang, in casu UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. Mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, 
dengan merujuk Pasal 55 UU MK, para Pemohon beranggapan bahwa apabila para Pemohon 
tetap mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 ke Mahkamah 2 Agung, 
berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sebagaimana 
telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP 
78/2015 dengan perkara Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, perkara Nomor 
69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, dan perkara Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 
Juni 2017. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan kerugian yang 
didalilkan para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang hendak 
mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, terdapat hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah 
apakah kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK telah menyebabkan terjadinya 
ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon?. Bahwa 
terhadap ketentuan Pasal 55 UU MK memang telah pernah dimohonkan untuk diuji 
konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu 
pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang pada pokoknya 
menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena dalil yang menyatakan Pasal 55 UU MK 
bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut 
hukum. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya 
menyatakan menolak permohonan, karena dalil Pemohon yang meminta agar norma Pasal 
55 UU MK ditambah dengan frasa “yang mengikat Mahkamah Agung” sehingga rumusan 
normanya menjadi “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-
undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian 
Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah 
Agung” tidak beralasan secara hukum. Bahwa substansi yang dimohonkan dalam 
permohonan a quo berbeda dengan permohonan sebagaimana telah diputus oleh 
Mahkamah Konstitusi sebelumnya tersebut. Dalam hal ini, substansi yang dimohonkan untuk 
dinilai konstitusionalitasnya adalah kata “dihentikan”, bukan pembatalan Pasal 55 UU MK 
secara keseluruhan dan juga bukan menambah frasa, melainkan penafsiran terhadap frasa 
dalam norma dimaksud. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal 55 UU MK dimohonkan oleh 
para Pemohon untuk dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga dimaknai menjadi 
“ditunda pemeriksaannya” dengan alasan guna memberikan kepastian hukum terhadap 
proses pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan 
demikian, permohonan a quo sama sekali tidak meminta membatalkan atau menghilangkan 
norma yang merupakan demarkasi antara proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah 
Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undangundang oleh 
Mahkamah Agung. Bahwa selanjutnya, oleh karena dasar diadopsinya norma Pasal 55 UU MK 
dan juga alasan permohonan agar kata “dihentikan” dinyatakan konstitusional bersyarat 
dalam permohonan a quo sama-sama berangkat dari tujuan memberikan kepastian hukum, 
maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh, manakah di antara dua pilihan berikut: (1) 
mempertahankan kata “dihentikan” tetapi dimaknai secara berbeda-beda; atau (2) 
menafsirkan kata “dihentikan” dengan makna “ditunda pemeriksaannya” yang lebih 
mengandung dan memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan? 3 Terhadap 



kemungkinan tersebut lebih jauh Mahkamah berpendapat sebagai berikut ini. Pertama, 
bahwa mengajukan permohonan pengujian peraturan perundangundangan merupakan hak 
setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa 
hak konstitusionalnya dan hak hukumnya terlanggar oleh berlakunya suatu norma. Secara 
konstitusional, permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui Mahkamah 
Konstitusi terhadap undangundang, dan melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian 
peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan 
kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undangundang 
atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Bahwa oleh karena 
mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sebuah mekanisme 
kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak melanggar hak asasi manusia atau hak 
konstitusional warga negara, maka keberadaan mekanisme judicial review haruslah dinilai 
dari sisi kepentingan warga negara sebagai pencari keadilan. Dalam hal ini, kepentingan 
orang atau badan hukum yang merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar 
akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi prioritas ketika menentukan kepastian 
hukum mana yang harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian hukum yang muncul. 
Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah 
untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-
undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang 
undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. 
Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu 
dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan 
permohonan uji materiil. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas 
permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 
Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK 
dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara proses pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar 
pengujianya sedang diuji Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan 
juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan 
biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan Mahkamah Agung, 
Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian peraturan 
perundang-undangan di mana undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji 
di Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan bahwa 
permohonan pengujian materiil tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, NO). 
Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk 
menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata “dihentikan” dan 
frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua rumusan dalam norma tersebut 
sesungguhnya bermakna bahwa penghentian proses 4 pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu. 
Dengan konstruksi demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan 
perundang-undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar 
pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi. Hanya saja, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya 
putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, 
keberadaan kata “dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. 
Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun 



ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji 
materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bahwa 
ketidakpastian hukum terhadap substansi norma a quo terjadi karena maksud yang 
terkandung dalam Pasal 55 UU MK hanya sebagai penghentian sementara sebagaimana 
dijelaskan Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak saja dapat 
dimaknai demikian. Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan 
dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak 
dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang 
demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan 
menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materiil 
hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, di mana hal 
tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi, sebagaimana diterangkan 
oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan. 
Oleh karena itu, norma Pasal 55 UU MK, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya 
ringan sebagaimana yang menjadi amanat UU Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dalam konteks 
pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana 
telah diuraikan di atas adalah terjadi karena apabila permohonan uji materiil terhadap 
peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang 
diuji Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat 
diterima. Putusan tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata 
yang tidak terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Dalam hal ini, 
pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang yang tidak berhubungan dengan kepentingan hukum 
pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakannya permohonan uji 
materiil peraturan perundang-undang di bawah undang-undang tersebut tidak dapat 
diterima. Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil telah dirugikan 
oleh sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. Dengan demikian, Pemohon uji materiil 
harus menanggung risiko berupa permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat 
diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji pula oleh 
Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah 
keberadaan kata “dihentikan”, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut 
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”. 
Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan norma Pasal 55 UU MK 
sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. 5 Bahkan, makna demikian jauh lebih 
memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses 
uji materiil oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi 
pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan 
akibat hukum dimaknainya kata “dihentikan” sebagai “ditunda pemeriksaannya” terhadap 
terlampauinya tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat 
kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu selama berlangsungnya penundaan 
tersebut tidak turut diperhitungkan. Bahwa dengan menegaskan makna kata “dihentikan” 
adalah “ditunda pemeriksaan”, maka hal demikian sama sekali tidak akan bertentangan dan 
menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah 
Agung. Dengan adanya norma undang-undang, dalam hal ini Pasal 55 UU MK, yang 
menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah 
Konstitusi, maka penghitungan jangka waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah 
Agung disesuaikan dengan penundaan itu. Dalam arti, ketika penundaan dilakukan, maka 



penghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara waktu 
hingga dimulai kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. 
Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai menjadi “ditunda 
pemeriksaaannya”, hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian 
hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah 
Agung. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memaknai bahwa kata “ditunda” 
harus dimaknai dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima 
terhadap permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang undang-undang 
sebagai dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan 
terlampauinya waktu. Keempat, bahwa mengenai akibat hukum munculnya ketidakpastian 
hukum apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan dengan apa yang 
telah diuraikan sebelumnya, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda 
pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah Agung dalam 
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal putusan 
pengujian undang-undang, misalnya, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah 
Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang berdasarkan undang-undang yang pengujiannya telah dinyatakan ditolak 
oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan tidak ada peluang 
terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam 
pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma. Seandainya putusan pengujian UU 
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga tinggal melanjutkan 
proses pemeriksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji 
ada kaitannya dengan norma peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah 
Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan batal atau hilangnya 
norma yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. 6 Dengan demikian, sama sekali tidak 
terdapat potensi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 
ketika kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaannya”. Kelima, bahwa mengenai 
akibat hukum memaknai kata “dihentikan” dengan “ditunda pemeriksaannya” terhadap 
penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Ketidapastian hukum substansi norma maupun 
kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam proses pengujian peraturan perundang-
undangan tidak dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif 
penumpukan perkara. Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk 
membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU 
MK terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran. Bahwa sekalipun seandainya terjadi 
penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang 
diuji oleh Mahkamah Konstitusi, quod non, masalah tersebut memiliki kemudaratan yang 
lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma 
Pasal 55 UU MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada 
bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung dalam 
norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga negara akan 
terlanggar 
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11. Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 
1. Nomor Putusan : 96/PUU-XVIII/2020 
2. Tanggal Putusan : 20 Juni 2022 
3. Undang-Undang yang diuji : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 
1945 

4. Pemohon : Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M.. 
5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  

2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;  

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya;  

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya 
6. Perubahan Setelah 

Putusan 
:  

 a. Norma Semula  Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua 
atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan 
ketentuan undang-undang ini;. 

 b. Diubah menjadi  Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
 Pemohon adalah Priyanto, perorangan warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak, dan 

berprofesi sebagai advokat. Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 87 
huruf a dan huruf b UU 7/2020 karena menghalangi Pemohon untuk 
mengajukan/mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi dan kemudian sebagai ketua/wakil 
ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 telah tegas 
menyatakan “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota 
hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”, namun ketentuan mengenai 
keharusan “dipilih dari dan oleh anggota 2 hakim konstitusi” disimpangi oleh ketentuan Pasal 
87 huruf a UU 7/2020 karena ditentukan dengan cara lain sehingga menimbulkan 
pertentangan di antara kedua ketentuan tersebut. Selain itu frasa dalam Pasal 87 huruf a UU 
7/2020 yang menyatakan “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan 
undang-undang ini” telah menimbulkan multitafsir karena dapat ditafsirkan sebagai 
jabatannya sebagai hakim konstitusi atau jabatan sebagai ketua dan wakil ketua. Adapun 
terkait usia minimal hakim konstitusi, menurut Pemohon Pasal 15 UU 7/2020 telah mengatur 
syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim konstitusi, yang salah satu syarat tersebut adalah 



berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Namun Pasal 87 huruf b UU 7/2020 sebagai 
ketentuan peralihan menentukan bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat 
dianggap memenuhi syarat usia terendah, padahal terdapat hakim konstitusi yang saat ini 
belum memenuhi syarat usia 55 (lima puluh lima). Hal demikian mengakibatkan tidak ada 
pemilihan ulang untuk menggantikan hakim konstitusi bersangkutan, sehingga menutup 
kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pemilihan hakim konstitusi. Terkait dengan 
kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk 
menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU 7/2020 terhadap Pasal 28D 
ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon mempunyai 
kedudukan hukum karena dapat membuktikan dirinya telah memenuhi syarat untuk 
mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi, sehingga yang bersangkutan berpotensi menjadi 
hakim konstitusi dan karenanya berpotensi pula menjadi ketua/wakil ketua Mahkamah 
Konstitusi. Mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat pengaturan perubahan 
usia dalam Pasal 15 UU 7/2020 merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dari 
semula menentukan usia hakim paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian 
diubah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun. Pilihan kebijakan demikian merupakan sesuatu 
yang tidak dilarang dan juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula 
dihapusnya ketentuan mengenai periodisasi jabatan hakim konstitusi tidak bertentangan 
dengan UUD 1945 dan juga bukan hal yang terlarang. Dari sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 
huruf b UU 7/2020 merupakan “jembatan” yang mentransformasikan konsep lama menjadi 
konsep baru. Anutan konsep lama adalah periodisasi jabatan hakim, sedangkan anutan 
konsep baru adalah non-periodisasi jabatan hakim. Perubahan konsep mendasar demikian 
pada akhirnya membawa implikasi bagi hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Oleh 
karena itu, agar aturan baru tersebut dapat diberlakukan dengan baik tanpa merugikan 
siapapun yang telah mematuhi undangundang yang lama, maka diperlukan suatu ketentuan 
peralihan. Mahkamah tidak menemukan adanya cacat kehendak atau cacat intensi terkait 
ketentuan Pasal 87 huruf b juncto Pasal 15 UU 7/2020 yang dapat mengakibatkan ketentuan 
a quo melanggar UUD 1945. Adanya interpretasi berbeda sebagaimana didalilkan Pemohon 
karena seolah-olah Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menegasikan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 
mengenai syarat usia minimal hakim konstitusi 55 (lima puluh lima) tahun, sehingga hakim 
konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun –pada saat UU 7/2020 
diberlakukan– menjadi diuntungkan secara tidak wajar. Menurut Mahkamah, jika merujuk 
pada keterangan pembentuk undang-undang, hakim konstitusi yang berusia kurang dari 55 
(lima puluh lima) tahun pada saat UU 7/2020 diundangkan tetap diinginkan pembentuk 
undang-undang untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi karena secara usia hakim 
konstitusi bersangkutan telah memenuhi syarat usia berdasarkan undang-undang lama yang 
menjadi dasar ketika yang bersangkutan diangkat. Bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan 
niat sesungguhnya (original intent) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 
7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 3 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 
huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan 
peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. 
Adapun Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menurut Mahkamah memunculkan kemenduaan makna 
(ambigu) karena adanya penggunaan frasa “masa jabatannya”. Frasa “masa jabatan” yang 
disebutkan UU 7/2020 ternyata dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan 
sebagai Hakim Konstitusi dan masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Tidak adanya penegasan arti/konteks “masa jabatan” mana yang diacu oleh Pasal 
87 huruf a UU 7/2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan 
dengan UUD 1945. Selain itu ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak sesuai dengan 
amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang tegas menyatakan Ketua dan Wakil Ketua 



Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tidak dapat langsung menjabat tanpa melalui proses pemilihan dari 
dan oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan pada esensi pokok amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 
1945. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon 
berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan menurut hukum. Namun agar tidak 
menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo maka Ketua dan Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan 
dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. 
Pemilihan demikian harus dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak 
putusan ini diucapkan 

8. QR Code Putusan MK :   

 

12. Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 
1. Nomor Putusan : 56/PUU-XX/2022 
2. Tanggal Putusan : 20 Juni 2022 
3. Undang-Undang yang diuji : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

4. Pemohon : Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M 
5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 

2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh 
masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta 
tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”.  

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  

 a. Norma Semula  Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang 
keanggotannya terdiri atas 1 (satu) orang anggota Komisi 
Yudisial 

 b. Diubah menjadi  Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang 
keanggotannya terdiri atas “1 (orang) dari unsur tokoh 
masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami 



hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari 
partai politik manapun 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
 Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang 

dalam menjalankan profesinya selalu bersinggungan dengan Mahkamah Konstitusi. Terkait 
dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 
27A ayat (2) huruf b UU 7/2022 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, 
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Terkait dengan 
kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan adanya fakta 
bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2022, 
Pemohon merasa hal tersebut di samping akan menghambat 2 pelaksanaan tugas Pemohon 
selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai 
prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi. Terhadap dalil Pemohon 
tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang 
berprofesi sebagai advokat yang selalu bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang 
terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan menginginkan Mahkamah Konstitusi tidak 
terganggu kemandiriannya dalam proses pemeriksaan perkara telah dapat menguraikan 
secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian 
hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dengan 
berlakunya norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Oleh karena itu, Mahkamah 
berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak 
konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan 
pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; Terkait dengan pokok permohonan Pemohon 
yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak 
mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari 
Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah 
Konstitusi, padahal keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan 
atau bergantung dari Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi 
Yudisial masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, in casu 
sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pada 
pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: a. Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi 
Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, dan juga 
putusan Nomor 1-2/PUUXII/2014 tanggal 13 Februari 2014. b. Bahwa berdasarkan kedua 
putusan tersebut, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidaklah 
sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan Mahkamah tersebut, karena 
dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah 
secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka 
sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat 
diawasi oleh lembaga negara yang lain. Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim 
Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 
1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak 
dapat mewujudkan sifat independensi dan imparsialitasnya. Hal tersebut sama halnya 
apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap 
melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim 



Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim 
Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah 
Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan 
konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya 
sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun. c. Bahwa 
berdsarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam keanggotaan Majelis 
Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi 
kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu 
unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh 3 pembentuk undang-undang, maka 
Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari 
unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan 
konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin 
sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 
nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera 
melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana 
diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) UU a quo yang menyatakan pada pokoknya ketentuan 
lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis 
Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. d. Bahwa 
berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan Mahkamah menjatuhkan putusan 
yang amarnya menyatakan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. 
Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota 
Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki 
integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari 
partai politik manapun”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bahwa terhadap putusan a quo, terdapat 
pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa apabila Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya di masa 
mendatang tidak akan dibentuk lagi, maka alternatif terbaik lainnya adalah menjadikan 
MKMK menjadi perangkat bersifat permanen guna menggantikan wewenang dan tugas 
keseharian Dewan Etik, yang jamak kita kenal selama ini dalam mengawasi hakim konstitusi 
sehari-hari. Jika pembentukan MKMK yang bersifat permanen ini dilakukan maka anggota 
Komisi Yudisial tidak bisa menjadi unsur anggota. Namun sebaliknya, jika pilihan adalah 
memosisikan MKMK sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya UU 7/2020, 
masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah sesuatu yang 
inkonstitusional. Artinya, memaknai “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial menjadi 1 (satu) 
orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum 
dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik” tanpa terlebih dahulu 
menjelaskan sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK adalah tidak dapat dibenarkan. Terlebih 
lagi, dengan terdapatnya 1 (satu) orang anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif potensial 
menimbulkan problematik dan jebakan baru dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya penjelasan jelas dan komprehensif perihal 
sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 



7/2020 justeru potensial meruntuhkan makna hakiki Penegakan Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim Konstitusi 

8. QR Code Putusan MK :   

 

13. Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 
1. Nomor Putusan : 121/PUU-XX/2022 
2. Tanggal Putusan : 27 Juni 2023 
3. Undang-Undang yang diuji : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

4. Pemohon : Syamsudin Noer (Pemohon I), dan Triyono Edy Budhiarto 
(Pemohon II) 

5. Amar Putusan :  
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  

2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif 
peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi 
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti” bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif 
peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera 
Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama 
dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 
maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang 
jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang aparatur sipil negara”;  

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;  
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  

 a. Norma Semula  Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas 
teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi 
dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi 
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. 

 b. Diubah menjadi  Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan 
tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi 
yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera 
Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan 
Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi 



panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 
maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas 
usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
di bidang aparatur sipil negara 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
 Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri sipil di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Pemohon I telah 
menempuh pendidikan hukum hingga jenjang S3 dan mendapatkan gelar akademik 2 doktor, 
pada saat ini bekerja sebagai pengadministrasi registrasi perkara di Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki pengalaman di bidang 
kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti ad hoc, dan juga memiliki Pangkat Pembina 
Golongan Ruang IV/a, hal ini menjadikan Pemohon I memiliki kesempatan untuk menapaki 
jenjang karir sebagai Panitera Pengganti (Panitera Pengganti I dan Panitera Pengganti II) di 
MK sehingga Pemohon I menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan 
keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 karena sebagai seseorang yang memenuhi 
kriteria sebagai Panitera Pengganti di MK, Pemohon I tidak mendapatkan usia pensiun yang 
sama dengan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA). Pemohon II 
saat ini bekerja sebagai Panitera Muda di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 
Konstitusi, yang pada saat diajukannya permohonan a quo telah berusia 61 tahun dengan 
Pangkat Pembina Utama Muda dan Golongan IV/c. Menurut Pemohon II, berdasarkan 
pangkat dan golongan jabatan Pemohon memiliki kesempatan menapaki jenjang karir 
sebagai Panitera sehingga hal ini secara secara potensial Pemohon II dirugikan dengan 
keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 karena sebagai Panitera Muda Mahkamah 
Konstitusi tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda MA sedangkan 
menurut hukum kedudukan MA dan MK sederajat dan sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman di Indonesia. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan 
Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon 
terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 7A ayat (1) UU 
7/2020 pada perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah 
berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021). Bahwa terhadap Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 sudah pernah diajukan 
pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 72/PUUXX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 
tanggal 29 September 2022. Dalam permohonan Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022, Pemohon 
mengajukan pengujian Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan, untuk permohonan para 
Pemohon a quo yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 terhadap 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setelah Mahkamah mencermati dalil 
permohonan para Pemohon dan pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian terdapat 
perbedaan yaitu permohonan a quo tidak menggunakan dasar pengujian ketentuan Pasal 
28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana digunakan sebagai dasar pengujian dalam 
Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022. Terlebih lagi, terhadap Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022 
Mahkamah belum sampai memeriksa pokok permohonan para Pemohon karena 
permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan alasan 
permohonan, di mana substansi Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian, 
semula telah diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 yang telah dimohonkan pengujiannya 
pula dalam Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 dengan alasan karena adanya ketidakjelasan 
pengaturan mengenai usia Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, dan telah 
diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang 



diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012. Dalam 
Putusan a quo, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya 
dalam amarnya menyatakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti 
adalah 62 tahun. Selanjutnya, amar putusan a quo menjadi bagian materi perubahan norma 
Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang saat ini dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon 
dengan alasan yang berbeda karena usia Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti 
yang telah ditentukan dalam norma pasal a quo telah tidak memberikan jaminan perlakuan 
yang sama dan kepastian hukum yang adil bagi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman 
sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Agung. Selain itu, tidak ada kejelasan penjenjangan 
dalam rumpun jabatan fungsional tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan alasan 
pengajuan permohonan dalam Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 dengan perkara a quo. 
Terlebih norma yang dimohonkan pengujian 3 pun secara substansial juga sudah berbeda. 
Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara 
formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 
2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan. Bahwa permasalahan utama yang harus dijawab 
berdasarkan dalil permohonan para Pemohon adalah apakah norma Pasal 7A ayat (1) UU 
7/2020 yang tidak menentukan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di 
Mahkamah Konstitusi sama dengan kedudukan dan usia Panitera di Mahkamah Agung, serta 
memasukkan kepaniteraan dalam jabatan fungsional yang tidak mendapatkan kejelasan 
penjejangan jabatan dan usia pensiunnya bertentangan dengan Konstitusi karena tidak 
memberikan jaminan kedudukan yang sama serta tidak memberikan jaminan perlindungan 
dan kepastian hukum. Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon penting untuk 
mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
34/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 
September 2012. Sebab, usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera 
muda, dan panitera pengganti yang termaktub dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang 
ditentukan oleh pembentuk undangundang yang merujuk pada batasan usia pensiun dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012. Dalam hal ini, pertimbangan hukum 
pada Paragraf [3.14]. Bahwa dengan merujuk pada kutipan pertimbangan hukum Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan 
beberapa hal berikut: Pertama, sebagai salah satu lembaga yang berada dalam lingkungan 
kekuasaan kehakiman, berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun 
Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. 
Karena itu, Mahkamah Konstitusi menggunakan usia pensiun Panitera di lingkungan 
Mahkamah Agung sebagai perbandingan, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun. Namun batasan 
usia di Mahkamah Agung tersebut tetap diberikan catatan khusus, batasan 67 (enam puluh 
tujuh) tahun tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta, di mana usia dimaksud tidak dapat 
dilepaskan dari Panitera Mahkamah Agung yang berasal dari hakim tinggi yang batas usia 
pensiunnya adalah 67 (enam puluh tujuh) tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun 
Panitera Mahkamah Agung menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun sesuai dengan batas usia 
pensiun sebagai hakim tinggi. Kedua, selain usia Panitera di Mahkamah Agung, terdapat pula 
fakta ihwal usia maksimal Panitera Pengganti di Mahkamah Agung, yaitu 65 (enam puluh 
lima) tahun. Karena Panitera Pengganti di Mahkamah Agung dijabat hakim tingkat pertama, 
maka usia Panitera Pengganti mengikuti usia pensiun sebagai hakim tingkat pertama. 
Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menetapkan batas usia pensiun bagi Panitera 
Mahkamah Konstitusi, yaitu 62 (enam puluh dua) tahun sesuai dengan batas usia pensiun 
bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Pada intinya, menurut pertimbangan 
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 persyaratan batasan usia 
pensiun bagi pejabat kepaniteraan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan batas usia 
pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan 



peradilan tata usaha negara. Ketiga, sebagai jabatan fungsional yang menjalankan tugas 
teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, penentuan batas usia 62 (enam puluh 
dua) tahun dikonstruksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 
pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) 
belum dibentuk. Artinya, sebagai jabatan fungsional, penentuan batas usia 62 (enam puluh 
dua) tahun dimaksud belum didasarkan pada batasan usia jabatan fungsional sebagaimana 
yang diatur dalam UU 5/2014. Keempat, adanya pertimbangan hukum yang secara ekplisit 
dari Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang, apabila dilakukan perubahan, 
baik berupa revisi atau penggantian, perlu menetapkan syarat yang sama bagi Panitera di 
Mahkamah Agung dan Panitera di Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah institusi yang terdiri 
dari beberapa elemen, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dapat saja 
dimaknai oleh pembentuk undang-undang guna melengkapi dan sekaligus menyempurnakan 
pengaturan semua elemen penting yang mendukung (supporting system) fungsi yudisial di 
Mahkamah Konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan tersebut tidak 
terlepas 4 dari fakta bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi termasuk perubahannya tidak mengatur secara memadai supporting system di 
sekitar hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan yudisial, termasuk kepaniteraan. 
Bahwa setelah menguraikan beberapa substansi penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 34/PUU-X/2012, Mahkamah akan mempertimbangkan desain kekuasaan kehakiman 
dalam UUD 1945. Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penegasan Pasal 24 
ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai 
suatu keniscayaan bagi negara yang berdasarkan atas hukum. Sementara itu, sebagai 
institusi/lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi.” Adanya frasa “oleh sebuah Mahkamah Agung” dan “oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi” sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 
menunjukkan kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh dua lembaga dengan 
wewenang yang berbeda, berada dalam posisi setara (equal), dan dengan jurisdiksi yang 
berbeda. Bahwa sekalipun UUD 1945 hasil perubahan mengatur lebih terinci berkenaan 
dengan kekuasaan kehakiman dan bahkan membentuk pelaku kekuasaan kehakiman selain 
Mahkamah Agung, sebagai hukum dasar, UUD 1945 tidak mengatur segala hal yang terkait 
dengan kebutuhan dan pengelolaan institusi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Oleh karena itu, untuk menjawab segala kebutuhan institusi Mahkamah Agung, Pasal 24A 
ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Begitu 
pula dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan, 
“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya 
tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Dengan adanya kata 
“susunan” dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 dan adanya frasa “ketentuan lainnya” dalam 
Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memerlukan 
undangundang untuk mengatur segala kebutuhan pengelolaan institusi agar mampu 
melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini, sebagai sebuah organisasi, 
kedua lembaga ini memerlukan kepaniteraan, Sekretariat Jenderal/kesekretariatan, dan 
supporting system lainnya di sekitar hakim agung dan hakim konstitusi. Bahwa salah satu 
substansi undang-undang adalah berkaitan dengan pengaturan kepaniteraan. Sekalipun 
sama-sama sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dan diposisikan setara, 
pengaturan ihwal pelembagaan kepaniteraan yang membantu hakim konstitusi dalam 



melaksanakan tugas dan wewenang yudisial tidak diatur lebih rinci dan jelas syarat-syarat 
serta tata cara pengangkatan sebagaimana kepaniteraan pada Mahkamah Agung. Dalam hal 
ini, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf d, Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) huruf 
b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) mengatur tentang pengangkatan 
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung Berbeda dengan 
Mahkamah Agung, pengaturan ihwal kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi masih sangat 
sumir dalam mengatur kedudukan, tugas dan fungsi kepaniteraan. Berkenaan kepaniteraan, 
misalnya, undang-undang pertama tentang Mahkamah Konstitusi, in casu Pasal 7 UU 
24/2003 menyatakan, “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah 
Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan”. Selanjutnya, Pasal 8 
UU 24/2003 mendelegasikan pengaturan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan 
wewenang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Keputusan Presiden atas usul 
Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Pasal 7 UU 8/2011 sebagai perubahan atas UU 24/2003 
menyatakan, “Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat 
jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang 5 Mahkamah Konstitusi”. 
Berkenaan dengan kepaniteraan dan tugas teknis administratif diatur dalam norma Pasal 7A 
ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011. Bahwa berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai 
sebuah lembaga peradilan yang relatif masih baru, pengaturan secara lebih rinci mengenai 
kepaniteraannya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Keppres 51/2004). Tanpa Mahkamah 
bermaksud menilai legalitas Keppres a quo, ditentukan bahwa panitera dan pejabat di 
lingkungan kepaniteraan adalah pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pengangkatan dan pemberhentiaan panitera oleh Presiden atas usul 
Ketua Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 Keppres 51/2004]. Bahwa 
sejalan dengan diubahnya beberapa ketentuan dalam UU 24/2003 melalui UU 8/2011, 
pengaturan mengenai kepaniteraan termasuk materi yang mengalami perubahan dengan 
ditegaskannya kepaniteraan sebagai rumpun jabatan fungsional dalam rangka menjalankan 
tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Tugas teknis administratif 
peradilan dimaksud meliputi: 1) koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah 
Konstitusi; 2) pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; 3) pembinaan pelayanan 
teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya [vide Pasal 7A UU 
8/2011]. Sebagaimana ketentuan sebelumnya, pengaturan lebih lanjut mengenai 
kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Tanpa 
Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 7A 
UU 8/2011, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan 
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012). Berdasarkan Perpres a quo 
ditentukan pengorganisasian kepaniteraan, penjenjangan jabatan/pangkat dan batas usia 
pensiun kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang panitera yang dibantu oleh 2 (dua) orang 
Panitera Muda, 4 (empat) orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 12 (dua belas) orang 
Panitera Pengganti Tingkat II. Selain itu dinyatakan pula bahwa Panitera, Panitera Muda, 
Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan non angka kredit [vide Pasal 3 Perpres 
49/2012]. Dalam kaitan ini, mulai ditentukan mengenai batas usia dalam jabatan 
kepaniteraan dengan batas usia pensiun jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan 
adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Namun, batas usia pensiun Panitera dan Panitera Muda 
dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan mempertimbangkan 
aspek prestasi kerja, kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan. Perpanjangan batas usia 
pensiun dimaksud dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat 
diperpanjang kembali untuk masa paling lama 2 (dua) tahun [vide Pasal 9 Perpres 49/2012]. 



Perpres a quo menentukan batas usia pensiun kepaniteraan tidak secara spesifik dan terinci 
sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Agung karena UU 3/2009 pada pokoknya 
menentukan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus 
memenuhi syarat: ... d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera 
Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding” 
[vide Pasal 20 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b UU 3/2009]. Selanjutnya, untuk dapat 
diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: 
... b. berpengalaman sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi [vide Pasal 20 
ayat (3) huruf b UU 3/2009], dan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti 
Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, 
usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Muda pada Mahkamah Agung 
disesuaikan/disamakan dengan usia pensiun hakim tingkat banding yaitu 67 tahun. 
Sedangkan, Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung adalah 65 tahun mengikuti usia 
pensiun hakim tingkat pertama [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012]. 
Artinya, jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung 
dijabat oleh hakim sehingga usia pensiunnya pun melekat pada usia pensiun sebagai hakim. 
6 Bahwa Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS) 
atau aparatur sipil negara (ASN), bukan oleh hakim. Oleh karenanya ditentukan rumpun 
jabatannya adalah jabatan fungsional. Dalam kondisi ketidakpastian batas usia pensiun 
kepaniteraan sebagai bagian penting penyelenggaraan fungsi peradilan, Mahkamah melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, telah memberikan pertimbangan 
hukum perihal batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 62 
(enam puluh dua) tahun. Putusan a quo kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan 
Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 49/2012 (Perpres 73/2013) yang 
menyatakan pada pokoknya panitera, panitera muda, panitera pengganti tingkat I dan 
panitera pengganti tingkat II batas usia pensiunnya adalah 62 (enam puluh dua) tahun. 
Putusan Mahkamah Konstitusi a quo selanjutnya diakomodasi dalam perubahan UU MK, in 
casu Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai esensi 
kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam jabatan fungsional karena 
melekat pada seorang PNS atau ASN yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan 
konstitusi, in casu Mahkamah Konstitusi yang notabene setara kedudukannya dengan 
Mahkamah Agung. Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara [UU ASN], jabatan fungsional dimaksud diartikan sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam kaitan ini, keberadaan Panitera 
dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku 
pejabat fungsional yang memiliki keahlian tertentu dalam membantu atau mendukung 
pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 
Jenjang jabatan fungsional keahlian dimaksud terdiri atas: 1) ahli utama; 2) ahli madya; 3) ahli 
muda; dan 4) ahli pertama [vide Pasal 18 ayat (2) UU ASN]. Berkaitan dengan batas usia 
pensiun, UU ASN telah menentukan bahwa batasan usia pensiun bagi PNS yang diberhentikan 
dengan hormat adalah apabila telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi 
Pejabat Administrasi, mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, 
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional [vide 
Pasal 87 ayat (1) huruf c UU ASN]. Bahwa dalam perkembangan, tatkala Perpres 49/2012 
diubah dengan Perpres 65/2017, berkaitan dengan batas usia pensiun kepaniteraan tidak 
dilakukan perubahan karena perubahan hanya terkait dengan materi jumlah panitera muda 
yang bertambah menjadi 3 orang [vide Pasal 3 ayat (2) Perpres 65/2017]. Oleh karenanya, 
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional yang dimaksudkan oleh 
UU ASN mengacu pada peraturan pelaksana UU ASN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 



Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017). Tanpa Mahkamah 
bermaksud menilai legalitas PP a quo, telah ditentukan jenjang jabatan fungsional keahlian 
terdiri atas: ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Untuk jenjang jabatan 
fungsional ahli utama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi 
profesional tingkat tertinggi. Sedangkan, jenjang jabatan fungsional ahli madya 
melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat 
tinggi. Untuk jenjang jabatan ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang 
mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan, dan untuk jenjang jabatan fungsional 
ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi 
profesional tingkat dasar [vide Pasal 69 PP 11/2017]. Dalam kaitan ini, PP 11/2017 juga 
menegaskan mengenai batas usia pensiun PNS yang diberhentikan dengan hormat yaitu: a). 
58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, 
pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b). 60 (enam puluh) 
tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c). 65 (enam puluh 
lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama [vide Pasal 239 PP 
11/2017]. Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, 
Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan a quo tidak 
berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, 7 
keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan 
wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal 
demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang nemo judex in 
causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, 
dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk “menyimpangi” sehingga tetap 
mengadili perkara a quo karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; 
Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan 
alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan 
konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata 
kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili 
permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah 
memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang 
diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon 
pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; Bahwa salah satu objectum litis dari 
proses peradilan di Mahkamah adalah menguji konstitusionalitas undang-undang yang 
menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. 
Oleh karena itu, Mahkamah dalam mengadili perkara a quo pun tetap berada dalam 
menjalankan fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan Konstitusi dengan tetap 
menjaga prinsip independensi dan imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi 
Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. 
Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah 
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus 
tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai 
dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparsialitas, 
dan integritasnya guna menegakkan konstitusi; Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan 
dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ketidaksamaan usia pensiun 
Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam 
norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 dengan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti 
yang ada di Mahkamah Agung. Padahal, keduanya sama-sama menjalankan tugas dan fungsi 
kepaniteraan pada lembaga peradilan dan kedua lembaga peradilan tersebut berkedudukan 



sederajat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk menjawab dalil para Pemohon a quo 
Mahkamah mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
34/PUU-X/2012 pada Paragraf [3.13] dan Paragraf [3.14]. Berdasarkan kutipan pertimbangan 
hukum pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 pada 
Paragraf [3.13] dan Paragraf [3.14] penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali 
beberapa hal penting berikut; bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada 
Mahkamah Konstitusi tidak harus diduduki oleh hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah 
Agung karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga peradilan di bawahnya. 
Mahkamah Konstitusi hanya ada di ibukota negara [vide Pasal 3 UU 24/2003]. Oleh karenanya 
siapapun PNS/ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kewenangan 
Mahkamah berdasarkan peraturan perundangundangan, dapat diseleksi sebagai Panitera. 
Pengangkatan jabatan fungsional kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan 
tertutup karena PNS/ASN hanya berkarir sebagai Panitera, Panitera Muda, dan Panitera 
Pengganti di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya tidak mungkin hakim, terlebih hakim 
konstitusi yang akan menduduki jabatan Panitera. Termasuk juga, tidak terdapat jenjang karir 
di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk dapat menjadi Panitera, Panitera 
Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi karena UU 48/2009 pada pokoknya 
telah menegaskan pula bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang 
melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 19 UU 
48/2009]. Hakim yang dimaksud tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim 
pada badan peradilan yang berada di bawahnya 8 dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan 
tersebut, yang ditegaskan berstatus sebagai pejabat negara [vide Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 
UU 48/2009]. Sementara itu, UU MK berikut peraturan pelaksanaannya telah menegaskan 
bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi adalah 
jabatan fungsional. Oleh karena itu, tidak mungkin jabatan fungsional kepaniteraan di 
Mahkamah Konstitusi dijabat oleh hakim sebagaimana di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, 
untuk mengisi kekosongan pengaturan sehingga memberikan kepastian atas batas usia 
pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 disesuaikan dengan 
batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, 
dan peradilan tata usaha negara. Pilihan ini diambil karena Panitera, Panitera Muda, dan 
Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi bukan hakim seperti di Mahkamah Agung. 
Namun demikian, pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 tersebut, sesungguhnya tidak sekedar dipahami berhenti 
pada paragraf tersebut tetapi berkaitan erat dengan Paragraf berikutnya [3.14] yang pada 
pokoknya menyatakan “berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun 
Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. 
Oleh karena itulah ke depan, Mahkamah menegaskan juga dalam pertimbangan hukum 
Putusan a quo agar pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama 
bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”. Namun demikian, 
meskipun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung samasama pelaku kekuasaan 
kehakiman, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ternyata jenjang karir 
kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi adalah berbeda dan tidak mungkin dipersamakan 
dengan kepaniteraan di Mahkamah Agung sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. 
Berkenaan dengan jabatan fungsional di Mahkamah Konstitusi selain kepaniteraan, yaitu 
antara lain asisten ahli hakim konstitusi (ASLI), arsiparis, pustakawan telah memiliki jenjang 
karir yang jelas dan pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 
kepaniteraan yang dalam undang-undang ditegaskan sebagai jabatan fungsional, demi 
kepastian hukum yang adil, dalam batas penalaran yang wajar maka tidak ada pilihan lain 



selain melekatkan jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 
rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN, yaitu Panitera 
Konstitusi dengan penjenjangan sebagai berikut: (1) Panitera Konstitusi Ahli Utama; (2) 
Panitera Konstitusi Ahli Madya; (3) Panitera Konstitusi Ahli Muda; dan (4) Panitera Konstitusi 
Ahli Pertama. Bahwa oleh karena jenjang karir kepaniteraan di lingkungan Mahkamah 
Konstitusi melekat pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU 
ASN maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis harus dilakukan penyesuaian/inpassing 
jenjang jabatan Panitera Konstitusi yang tidak boleh merugikan keberadaan dan 
keberlangsungan karir Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang sedang 
menjabat (existing). Demikian demikian, berkaitan dengan batas usia pensiun Panitera, 
Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang existing adalah minimal 
62 (enam puluh dua) tahun dan maksimal batas usianya adalah 65 (enam puluh lima) tahun. 
Adapun bagi jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan yang direkrut setelah putusan a 
quo berlaku sesuai dengan penjenjangan jabatan fungsional berdasarkan UU ASN. Oleh 
karena jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
merupakan jabatan yang tertutup maka penyesuaian/inpassing jenjang jabatan tersebut dan 
hal-hal lain yang terkait dengan penataan kepaniteraan untuk segera dilakukan penyesuaian 
dengan menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil Rapat 
Permusyawaratan Hakim. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi instansi 
pembina kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan ini, untuk 
melaksanakan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi maka terhadap jabatan 
fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dimaksud 9 
dikelompokkan ke dalam jabatan Panitera yang setara dengan pejabat eselon IA, Panitera 
Muda yang setara dengan pejabat eselon IIA dan Panitera Pengganti yang ditetapkan oleh 
Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh 
karena Mahkamah telah memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 7A ayat (1) UU 
7/2020 sehingga sebagai konsekuensinya penting bagi Mahkamah untuk menegaskan 
berkenaan dengan penguatan kelembagaan supporting system yang lain di Mahkamah 
Konstitusi, in casu Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Dalam kaitan ini, jika dirunut dari 
proses awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi, peran ASLI dijalankan oleh Tenaga Ahli. 
Kemudian, peran tersebut digantikan oleh para Peneliti yang berstatus sebagai Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Namun, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang 
Badan Riset dan inovasi Nasional [Perpres 78/2021], tanpa Mahkamah bermaksud menilai 
legalitas Perpres 78/2021, seluruh peneliti di kementerian/lembaga dikehendaki untuk 
diintegrasikan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan melihat kekhususan 
tugas dan fungsi peneliti yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, peneliti tersebut tetap 
dipertahankan karirnya di Mahkamah Konstitusi dengan berganti nomenklatur jabatan 
fungsional menjadi ASLI [vide Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional 
Asisten Ahli Hakim Konstitusi]. Dengan demikian, ASLI akan dikoordinasikan oleh seorang 
koordinator atau sebutan lain yang jabatannya setara dengan pejabat eselon IIA yang diatur 
berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa ASLI merupakan jabatan 
fungsional dengan nomenklatur baru yang merupakan transformasi dari jabatan fungsional 
peneliti yang telah lama berkarir di Mahkamah Konstitusi. Para Peneliti yang saat ini menjadi 
ASLI telah dididik dan dibina untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam 
memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengadili 
perkara. Sebagaimana halnya jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan di Mahkamah 
Konstitusi, jabatan fungsional ASLI termasuk juga jabatan fungsional tertutup yang hanya ada 
di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu ada jaminan hak atas kepastian hukum dan 
kesejahteraan dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi sesuai 
dengan perubahan desain, sistem dan pola kerja ASLI yang lebih terfokus pada tugas 



penanganan perkara konstitusi. Bahwa sekalipun persoalan ASLI tidak didalilkan oleh para 
Pemohon, namun karena berkaitan erat dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya 
bermuara pada esensi pelembagaan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, maka untuk 
memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas pelembagaan dimaksud, ASLI menjadi 
bagian dari struktur organisasi Kepaniteraan yang tidak lagi berada di bawah struktur 
organisasi Sekretariat Jenderal. Artinya, ASLI merupakan bagian dari struktur organisasi 
kepaniteraan yang berfungsi sebagai supporting system hakim dalam menjalankan dukungan 
fungsi yudisial kepada hakim konstitusi. Berkenaan dengan hal itu, sebagaimana halnya 
dengan jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan maka untuk jabatan ASLI pun 
instansi pembinanya adalah Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah 
ternyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang 
adil, namun oleh karena pemaknaan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan 
oleh para Pemohon, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo, tidak 
seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, maka permohonan para 
Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa terhadap hal-hal lain dan 
selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya 
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14. Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 
1. Nomor Putusan : 31/PUU-XXI/2023 
2. Tanggal Putusan : 25 Mei 2023 
3. Undang-Undang yang diuji : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang- Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

4. Pemohon : Herifuddin Daulay 
5. Amar Putusan :  
 Dalam Provisi:  

Menyatakan Petitum Provisi Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Permohonan: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  
2. Menyatakan frasa “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak” dalam Pasal 74 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “3 (tiga) hari setelah”, sehingga ketentuan 
dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi, selengkapnya menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka 



waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 
penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”.  

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;  
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya 

6. Perubahan Setelah 
Putusan 

:  

 c. Norma Semula  Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 
paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil 
pemilihan umum secara nasional.. 

 d. Diubah menjadi  Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum 
mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara 
nasional 

7. Pertimbangan Mahkamah :  
 Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai guru teknik 

berpartisipasi dalam persidangan perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum 
(Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden dengan bertujuan ikut mengawal Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden yang jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) 
UUD 1945. Namun Pemohon terhalang untuk ikut berpartisipasi dalam persidangan perkara 
perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 karena norma mengenai 
pengaturan jangka waktu dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 
ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, sehingga Pemohon merasa terhalang untuk 
menggunakan haknya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap kewenangan 
Mahkamah, oleh karena Pemohon menguji undang-undang, Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 
huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 terhadap UUD 1945 
maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan a quo. Terkait dengan 
kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat menerangkan anggapan 
kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 dengan adanya Pasal 74 
ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 
yang diajukan dalam permohonan pengujian a quo, sehingga dengan demikian, menurut 
Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan a quo. Pemohon mengajukan perkara a quo dalam rangka bela negara 
mempersiapkan diri untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan taat 
asas, paling tidak asas jujur dan adil. Oleh karena itu, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi 
berkenan menjadikan permohonan a quo sebagai (salah satu) permohonan prioritas 
mengingat singkatnya waktu menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terhadap 
dalil permohonan Provisi Pemohon tersebut dan dikaitkan dengan petitum provisi 
sebagaimana termaktub dalam halaman 58 sampai dengan halaman 60, Mahkamah 
berpendapat bahwa tidak terdapat uraian yang memadai dan berkorelasi dengan petitum 
dimaksud. Terlebih lagi petitum provisi a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan karena 
telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 yang 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juni 2019. Selain itu, 
petitum dimaksud tidak menunjukkan keterkaitan dengan norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 
78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang dimohonkan 
pengujian dalam permohonan a quo. Menurut Mahkamah, permohonan Provisi Pemohon 
tidak ada relevansinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Pemohon dalam 
pokok permohonan a quo adalah berkenaan dengan perbedaan dalam menentukan batas 
waktu pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK 
serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Perbedaan dimaksud berpotensi 



menimbulkan masalah konstitusional dalam pengajuan permohonan dan penyelesaian 
sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, 
sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal “jangka waktu mengajukan permohonan 
perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, penting bagi Mahkamah untuk 
menegaskan ketentuan mengenai “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, secara normatif, ditentukan oleh 2 (dua) undang-
undang, yaitu UU MK dan UU 7/2017. Dalam hal ini, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK 
menyatakan,“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 
(tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan 
hasil pemilihan umum secara nasional”, serta norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 
menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada 
Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi 3 Pemilihan Umum”. Berdasarkan kedua ketentuan 
tersebut, ihwal jangka waktu pengajuan permohonan dapat dilakukan “dalam jangka waktu 
paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum 
mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” dan “dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi 
Pemilihan Umum”. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya dua ketentuan 
tenggat waktu tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir atau makna ketika Mahkamah 
menyelesaikan kasus konkret, in casu menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden. Setidaknya, perbedaan dimaksud dapat terjadi saat 
menentukan: apakah permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) 
jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan 
secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya perbedaan penafsiran dalam 
menentukan batas waktu pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
terbuka ruang untuk terlanggarnya prinsip kepastian hukum sebagaimana termatub dalam 
UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan ketentuan dalam 
norma Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam 
jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan 
Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, dimaknai menjadi 
“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah 
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. 
Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1) 
UU 7/2017 yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara 
hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan 
kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Selain memberikan 
kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan 
memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah. Dengan memaknai kata “sejak” menjadi 
“setelah” dan “frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” menjadi “3 (tiga) hari”, pemohon 
dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki 
kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabulkan pilihan 7 
(tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (speedy trial) dalam 
penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan 
Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, oleh karena jangka waktu yang dimohonkan Pemohon tidak 
sebagaimana pemaknaan jangka waktu yang dikabulkan Mahkamah, dalil Pemohon perihal 
jangka waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan 



Wakil Presiden, seperti dimaksud dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK bertentangan dengan 
UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian; Bahwa selanjutnya berkenaan 
dengan dalil Pemohon mengenai “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 
475 ayat (3) UU 7/2017 yang pada intinya menyatakan jangka waktu bagi Mahkamah untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara selama 14 (empat belas) hari kerja adalah 
bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana didalilkan Pemohon, jangka waktu 14 (empat 
belas) hari kerja a quo tidak cukup bagi Mahkamah untuk menyelesaikan permohonan 
sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas waktu dalam kedua 
norma sebagaimana termaktub dalam UU tersebut akan menjadi konstitusional bilamana 
dimaknai menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja. Menurut Pemohon jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari kerja tidaklah dimaksudkan untuk seluruh waktu harus digunakan memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara melainkan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi Mahkamah 
mengelaborasi perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan 
pengucapan putusan; 4 Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, ketentuan 
mengenai jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan 
tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma 
Pasal 78 huruf a UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 
permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. 
Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi, dalam hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, dan ketentuan 
dalam norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi 
memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh 
Mahkamah Konstitusi” adalah benar berada dalam rentang waktu yang terbatas. Secara 
konstitusional, batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 6A ayat (4) UUD 
1945 yang membuka kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua. Dalam posisi demikian, 
jikalau terdapat pemilihan umum dua putaran, terbuka kemungkinan adanya permohonan 
penyelesaian sengketa hasil Pemilu setiap putaran dimaksud. Artinya, menambah atau 
memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf 
a UU MK dan norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 potensial mengganggu jadwal 
ketatanegaraan, in casu batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, 
menambah atau memperpanjang jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat 
(speedy trial) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden” 
dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 tidak memadai dalam 
memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika tidak dimaknai 
menjadi 30 (tiga puluh) hari bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut 
hukum. Dengan demikian pokok permohonan Pemohon, Mahkamah menyatakan dalil 
permohonan Pemohon mengenai jangka waktu pengajuan permohonan dan jangka waktu 
penyelesaian perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 
ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 beralasan menurut hukum untuk sebagian 
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